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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 











 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Sa Ṡ Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (Ha’ Ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 Kha’ Kh Kadan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż Zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ر
 Za Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy Esdan ye ش
 (Sad S̟ Es (dengantitik di bawah ص
 (Dad D̟ De (dengantitik di bawah ض
 (Ta T̟ Te (dengantitik di bawah ط
 (Za Z̟ Zet (dengantitik di bawah ظ
 ain ‘ Apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل




  Nun N En ن
  Wawu W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ’ Apostrop ء
 Ya’ Y Ye ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 






Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 




 Contoh:  َ<ـْ?ـ@َ : kaifa 
 haula : ھَـBْ لَ 
Nama Huruf Latin Nama Tanda 
fathah a a  َا 
kasrah 
 
i i  ِا 
dammah u u  ُا 
Nama Huruf Latin Nama Tanda 
Fatḥah dan yā ai a dan i  ْDَـ 





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 







 Contoh: FَـG  َت  : māta 
  DـGََر : ramā 
   َJِـْ?ـL : qīla 
 O : yamūtuَـNـBُْ تُ   
4. Ta’ marbutah 
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau 
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  ِلFَSْط Uا ُ WـXََرْو  :rauḍah al-aṭfāl  
 ُ WَZــXِFَـSاَْ]ـ ُ Wـ\َـOْ]ِـNَاَْ]ـ : al-madīnah al-fāḍilah 







 ... َ ا | ... َ ى
 















a dan garis di atas 
 
I dan garis di atas 
 





5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ّ◌  ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh:  َF\ّـَـhَر : rabbanā 
 َF\ـَْ?ــiَّـj : najjainā 
 ُ kّاَ]ـْـَ_ـ : al-ḥaqq 
 ُ lّاَ]ـْـَ_ـ : al-hajj 
 َmـِـnُّj : nu“ima 
 pَ : ‘aduwwunـُ[وٌّ 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّDــــِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh:  ٌّDِـZـpَ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
 ُّDـِـhsَـpَ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ال (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
(-). 
Contoh:  ُtـNَْـ◌ّuّ[َا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 ُ Wـَـ[vَـْـ[ َّv[َا : al-zalzalah (az-zalzalah) 





Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh:  َْونsُـGُzَـ{: ta’murūna 
 ’al-nau : اَ]ـْـ\ّـBَْءُ 
 syai’un : َ~ـْ{ءٌ 
Gِـsْ تُ أ ُ◌ُ  : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan 
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: Fī  Ẓilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
   Fِh     billāhِ هللاِ  dīnullāh     ِدOـُْ هللاِ 




ditransliterasi dengan huruf [t].  
Contoh: 
mْ ِْ{ َرــْـWِNَ هللاـھُ    hum fī raḥmatillāh 
10. HurufKapital 
Walau system tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Hurufkapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 
oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetaphuruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR).  
Contoh: 
Wa mā Muhammadun illā rasul 
Inna awwala baitin wuḍi‘ā linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍan al-lażī unzila fih al-Qur’an 
Nasīr al-Dīn al-Tusī 
Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anakdari) dan Abū (bapak 










B.  Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
a.s.   =‘alaihi al-salam 
ADMKAMTIB  = Administrasi Keamanan dan Ketertiban 
BW    = Burgerlijke Wetboek 
BIMKEMAS  =Bimbingan Kesehatan Masyarakat 
BIMKER  = Bimbingan Kerja 
BINADIN  = Pembinaan dan Pendidikan 
CEDAW    = Comvention on Elimination of Discrimination of All  
Form AgainsWomen 
CMK    = Cuti Mengunjungi Keluarga 
GIATJA   = Kegiatan Kerja 
H    = Hijriah 
HAM    = Hak Asasi Manusia 
HR   = Hadis Riwayat 
Abū al-Walīd Muḥammad ibnRusyd, ditulismenjadi: IbnRusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, ditulismenjadi: Abū Zaid, NaṣrḤāmid (bukan: 




KA LAPAS = Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
KASUBAG = Kepala Sub Bagian 
KAURPEG & KUE = Kepala Urusan Pegawai dan Keuangan 
KASI = Kepala Seksi 
KASUBSI = Kepala Sub Bagian Seksi 
KUHP    = Kita Undang-Undang Hukum Pidana 
KPLP   = Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan 
Lapas   = Lemabaga Pemasyarakatan 
M   = Masehi 
Napi    = Narapidana 
No    = Nomor 
NRI    = Negara Republik Indonesia 
PBB   = Perserikatan Bangsa-bangsa  
PELTATIB  = Pelatihan dan Bimbingan 
PERMENKUMHAM  = Peraturan Menteri Hukum dan HAM 
PKK    = Pembina Kesejahtraan Keluarga 
PP    = Peraturan Pemerintah 
PP RI     = Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Q.S   = Qur’an Surah 
R.I    = Republik Indonesia 
Rp    = Rupiah 




SMR    = Standard Minimum Rules 
swt.   = subhanahu wa ta‘ala 
saw.   = sallallahu ‘alaihi wa sallam 
UPT    = Unit Pelaksana Teknis 
UU    = Undang-Undang 
UUDNRI   = Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 





Nama  :Marwan Fadhel 
Nim  :80100111215003 
Prodi/Konsentrasi :Dirasah Islamia/Hukum Islam 
Judul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum 
Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi kasus 
Kelas IIA Watampone) 
Tesis ini membahas perlindungan hukum narapidana wanita dalam sistem 
pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone dari persepektif 
hukum Islam. Adapun yang menjadi permasalahan pokoknya adalah bagaimana 
tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum narapidana wanita dalam sistem 
pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone. Dengan tujuan 
untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak hukum narapidana wanita dalam 
sistem pemasyarakatan di lapas kelas IIA Watampone dari perspektif hukum Islam. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach). Penelitian ini 
bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan 
penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat. 
Adapun analisis data yang digunakan adalah descriptif analisis (analisis deskriptif). 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teologis normatif, yaitu suatu 
pendekatan yang mencoba mentelaah status hukum terhadap suatu kasusu dari sudut 
pandang hukum Islam  
Hasil Penelitian ini menjelaskan subtansi hak-hak hukum narapidana wanita 
dalam lapas kelas IIA terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, PERMENKUMHAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang 
pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Dalam 
mewujudkan perlindungan hukum hak-hak narapidana wanita telah menyediakan 
fasilitas keamanan, kesehatan, keterampilan, dan spiritual serta pegawai wanita dalam 
memberikan pelayanan kepada narapidana wanita. Kondisi narapidana wanita 
menunjukkan sikap dan perilaku yang cukup berintegritas dan beradab yang 
dibuktikan dengan sikap kejujuran, konsisten dan komitmen oleh para narapidana 
wanita sehingga rasa kebersamaan di antara sesama napi wanita di lapas kelas IIA 
Watampone terjalin dengan baik. Rasa kebersamaan ini, dapat disaksikan saat napi 
membersihkan blok lapas secara gotong royong 
Implikasi penelitian adalah pertama, perlu adanya kebijakan regulasi 
tambahan sebagai bagian dari politik hukum. Kedua, Kondisi lapas kelas IIA 
Watampone diperlukan adanya pengadaan beberapa fasilitas, penambahan jumlah 




khusus wanita. Ketiga, perlunya penyediaan tenaga ahli konseling/ pembinaan 
psikologi (kejiwaan) yang berjenis kelamin wanita dan bentuk-bentuk kegiatan atau 
program-program pembinaan yang dapat mengobati kondisi kejiwaan narapidana 
wanita di lapas kelas IIA Watampone. 





A. Latar Belakang 
Bagi umat Islam setiap hak harus dikembalikan kepada dua sumber 
rujukannya yaitu Alquran dan Sunnah. Jadi hak asasi manusia (HAM) menemukan 
landasan yang kuat dalam dalam hukum Islam. Dalam Islam pula, semakin manusia 
tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdi kepadaNya, semakin bebas ia dari 
penghambaan kepada manusia lain atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan menyatakan 
Allahu Akbar (Allah Maha Besar) ia menutup pintu dari semua penghambaan. Hal 
tersebut berarti menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya bebas. Dalam hukum Islam 
hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusia melainkan, hanya dibuat menjadi 
terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak langsung dari nilai dasarnya bahwa, 
ia adalah hamba Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain.1 
Sejak lebih 1400 tahun lampau, hak-hak tertentu telah mendapat jaminan 
berdasarkan Alquran yaitu: hak hidup, keamanan diri, kemerdekaan, perlakuan yang 
sama, kemerdekaan berpikir dan berekspresi, keyakinan dan beribadah, perkawinan, 
keemrdekaan hukum, asas praduga tak bersalah, perlindungan dari kekejaman, suaka, 
kebebasan berserikat dan berkumpul, berprofesi, hak memilih, memperoleh dan 
                                                           
1Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 
2016), h. 196. 
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menentukan hak milik. alquran memberi tekanan pada persamaan diantara manusia. 
Semua manusia adalah sama dalam hal spiritual mereka, karena telah diciptakan oleh 
pencipta yang sama, mereka sama dalam asal fisik karena berasal dari spesies yang 
sama. Tidak ada ruang bagi klaim superiotas karena asal atau nenek moyang.2 
Menurut Quraisihab wanita memiliki posisi yang terhormat, Islam hadir dan 
memberikan perhatian yang lebih terhadap wanita. 3  Al-Qardhawy memberikan 
pandangan bahwa wanita memiliki hak yang sama dengan pria dari segi 
kemanusiaan. Karena kedua jenis manusia itu ibarat dua cabang yang berasal dari 
satu batang pohon, dua bersaudara yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa. Mereka 
adalah sama dalam masalah pertumbuhannya, sama dalam masalah kekhususan-
kekhususan kemanusiaan secara umum, sama dalam masalah menjalankan perintah 
dan larangan di dalam syari’at, sama dalam masalah tanggung jawab dan sama dalam 
masalah balasan serta tempat kembali.4 
Asghar Ali menunjukkan bahwa posisi pria dan wanita dalam agama adalah 
setara. Pertama, Alquran telah menempatkan seluruh umat manusia di tempat yang 
terhormat tanpa membedakan antara suku dan jenis kelamin. Ketakwan merupakan 
satu-satunya unsur yang membedakan antara umat manusia yang satu dengan yang 
lainnya dan  
                                                           
2Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 19. 
3 Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan  
Masyarakat  (Bandung: Mizan, 1996), h, 269. 
4Yusuf al-Qardhawy, Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah, terj. Moh. Suri Sudari A, 
Entin Rani’ah Ramelan (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), h 19-20. 
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Bahwa yang membedakan antara individu yang satu dengan individu yang 
lain hanyalah ketakwaannya (QS. al-Hujurát: 13) dan bahwa pahala seseorang 
tergantung pada amal baiknya (QS. Gháfir: 39-40) dan al-Nisá: 124.5 Di dalam Islam 
tidak ada pembeda yang mutlak antara pria dan wanita dalam masalah keagamaan.6 
Kedua, alquran membela prinsip-prinsip kesetaraan pria dan wanita. Alquran 
membenci tradisi masyarakat Arab yang tidak menghargai kelahiran anak perempuan, 
atau bahkan membunuh mereka hidup-hidup (QS. al-Takwir: 9).7 
Alquran mendorong semua orang yang beriman, pria dan wanita, supaya 
mengikuti keimanan mereka dengan tindakan, dan untuk ini alquran menjanjikan 
pahala yang besar bagi mereka. Jadi alquran tidak membedakan antara pria dan 
wanita dalam penciptaan, tujuan, atau pahala yang dijanjikannya.8 
Islam tidak mengakui keutamaan atas dasar kelahiran, kebangsaan atau faktor-
faktor lain. Kemuliaan yang sesungguhnya terletak pada ketakwaan semata-mata. 
Rasulullah saw.9 Qurai Shihab memberikan pendapat mengaenai persamaan pria dan 
wanita, persamaan antara bangsa, suku, keturunan, merupakan pokok dan prinsip 
                                                           
5Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 70-71. 
6Ashgar Ali Engineer, Hak–Hak Perempuan dalam Islam, terj. Farid Wajidi, Siti Farkhah 
Asegaf (Yogyakarta: LSPPA, 2000), h. 68 
7Abdul Mustaqim, Epistemologi Tafsir Kontemporer, h. 70-71 
8 Amina Wadud, Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi 
Tafsir, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 51. 
9Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h. 197. 
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utama dalam ajaran Islam, pada alquranAllah swt., berfirman dalam Q.S al-  
Hujurat/49:3:10 
RَSTِ VُۡWَX َرNPُِل  IJKَِّLَ ٱ إِنَّ  ٰNَZََۡن أN ُّ]ُ̂ َJٱ ِ َّ_  َ̀ ِa
ٓ َٰLٱأُْو َIJKَِّL ٱ َIeََfgۡ ٱ ُ َّ_  VُۡWَhNُiُj
 VٌlmِTَ nٌoَۡٞة َوأnَِr ۡ̂ َّg VُWَL ٰۚىNَuَّۡfiِL٣   
Terjemahnya: 
 “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu (terdiri) 
dari pria dan wanita, dan Kami jadikan kamu bebangsa-bangsa dan bersuku-
suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara 
kamu adalah yang paling bertakwa.”11 
 
Ayat di atas menegaskan tinggi rendah derajat seseorang ditentukan oleh nilai 
pengabdian dan ketakwaan kepada Allah swt., oleh karena itu, dalam ajaran Islam, 
pria dan wanita tidak memiliki perbedaan yang mendasar dan subtansial dalam 
beberapa hal utama seperti asal kejadian, hak-haknya dalam berbagai bidang, dan 
kedudukan serta perannya, tugas dan tanggung jawabnya.12 
Ayat ini juga menjelaskan jika manusia ditinjau dari unsur kejadiannya yaitu 
tanah liat, sampai dengan Adam dan Hawa. Sesungguhnya perbedaan keutamaannya 
di antara mereka karena perkara agama, yaitu ketaatannya kepada Allah swt., dan 
Nabi Muhammad saw. Karena itulah sesudah melarang perbuatan menggunjing dan 
                                                           
10Atik Wartini, “Tsafsir Feminis M.Quraish Shihab Telaah:  Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir 
al-Misbah”, PALASTREN6, No. 2, (2013): h. 486. 
11Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Bandung: Syamil Qur’an,2009),      
h. 517. 
12M. Quraish Sihab, Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, (Cet. III, 
Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 3-4 
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menghina orang lain. Allah swt., berfirman mengingatkan mereka dalam ayat ini, 
bahwa manusia mempunyai martabat yang sama.13 
 Jika nilai-nilai luhur alquran berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi 
di masyarakat muslim, maka hal ini bukan disebabkan oleh Islam tetapi karena ajaran 
dan bimbingan Islam tidak diimplementasikan dalam kehidupan keseharian 
masyarat.14 
Kedudukan wanita pada hukum di Indonesia dijelaskan di dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Pasal 27 
UUDNRI Tahun 1945 telah mengisyarakan bahwa semua warga negara sama 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan bahwa setiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, namun melihat 
kondisi yang ada kaum wanita masih jauh tertinggal dalam berbagai bidang seperti 
pada bidang pendidikan dimana wanita terbelakang dengan pria. Di kantor-kantor 
pemerintah, perusahaan dan industri, wanita biasanya menduduki posisi lebih rendah 
dan jarang sekali mendapat posisi pimpinan.15 Pasal 28 D Ayat 1 UUDNRI Tahun 
1945 menyebutkan bahwa:  
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” 
 
                                                           
13Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir (Bandung: Sinar 
Baru Algensindo, 2012), h. 348. 
14Atho Mudzhar, Wanita dalam Masyarakat Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Liberty Offset, 
2007), h. 38. 
15Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, h.63. 
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Pasal ini menegaskan bahwa baik pria maupun wanita memiliki hak-hak yang 
sama dihadapan hukum. Kesetaraan kedudukan wanita ini dipertegas lagi dalam Pasal 
3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang 
menyatakan sebagai berikut : 
1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama 
dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. 
2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan perlakuan 
hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan 
hukum. 
3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan 
manusia tanpa diskriminasi.16 
 
Berbeda dengan Pasal 28 UUDNRI Tahun 1945 yang berisikan kaidah-kaidah 
umum tentang kesetaraan antara pria dan wanita. Undang-Undang Nomor 39 tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara eksplisif mengatur hak-hak wanita 
yaitu bagian kesembilan pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51. Muatan perlindungan 
hak-hak tersebut antara lain: hak wanita adalah bagian dari HAM (Pasal 45), 
pengakuan hak politik wanita (Pasal 46), Hak wanita atas kewarganegaraan (Pasal 
47), hak wanita atas pendidikan dan pengajaran (Pasal 48), hak wanita atas pekerjaan 
(Pasal 49), hak wanita atas kesehatan reproduksi (Pasal 49), hak wanita atas 
perbuatan hukum yang mandiri (pasal 50), dan hak wanita dalam perkawinan, 
perceraian dan pengasuhan anak (Pasal 51). Sementara ini tengah hadir produk 
hukum lain yang secara jelas melindungi kedudukan wanita dan merupakan buah 
                                                           




perjuangan dari gerakan-gerakan wanita Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.17 
Perlindungan hukum terhadap wanita yang lebih lengkap dan komprehensif 
hadir dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 yang merupakan ratifikasi 
terhadap CEDAW (Comvention on Elimination of Discrimination of All Form 
Against Women), hal ini dimaksudkan menghapuskan diskriminasi terhadap wanita 
dan melindungi hak wanita. Negara akan melakukan upaya semaksimal mungkin 
untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pasal 1 CEDAW 
menegaskan istilah diskriminasi berarti setiap perbedaan, pengecualian atau 
pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk 
mengurangi dan menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi 
manusia dibidang apapun berdasarkan persamaan antara pria dan wanita.18 
Peluang wanita dalam hal mensejajarkan dirinya dengan pria sudah terbuka. 
Diharapkan wanita mampu meraih kesempatan dan menunjukkan kemampuannya. 
Dengan adanya peluang wanita mengsejajarkan diri dengan pria menyebabkan 
besarnya peluang wanita melakukan kejahatan. Keterlibatan wanita sebagai pelaku 
kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun keterlibatan ini relatif 
lebih kecil dibandingkan pria. Kriminalitas dilakukan kaum wanita dengan segala 
                                                           
17Sri Widoyati Wiratmo Soekito,  Anak dan Wanita dalam Hukum, h. 215. 
18Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 
Hak Asasi Perempuan, Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender (Jakarta: Obor, 2004), 




aspek yang melingkupi antara lain kondisi yang memaksa untuk melakukan 
kriminalitas dan faktor ekonomi yang tidak dapat dihindarinya. Di mata hukum yang 
berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus dipidana sesuai dengan tingkat 
kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus menjalani proses hukum 
di suatu tempat khusus yaitu lembaga pemasyarakatan (lapas).  
Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh 
bergerak meninggalkan filosofi retributif (pembalasan), dan deterrence (penjeraan). 
Dengan kondis demikian, pemidanaan tidak ditujukan untuk menyiksa atau membuat 
derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai 
seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi 
reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara 
terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk menyatukan 
kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).19 
Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem peradilan 
pidana merupakan lembaga yang tidak mempersoalkan apakah seseorang yang 
hendak direhabilitasi ini adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau 
tidak. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah pembinaan pelanggar hukum, jadi 
tidak semata-mata melakukan pembalasan melainkan untuk pemasyarakatan dengan 
berupaya merehabilitasi dan mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat ini 
merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di 
                                                           
19Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem 
Pemasyarakatan (Jakarta: Dirjen Pemasyarakatan, 2008), h. 5.   
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samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan (WBP) 
sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap 
kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta 
merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam pancasila. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut 
diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam 
pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan 
Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.  
Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 
ayat (1) yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan 
pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang 
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.20 
Maksud yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan itu adalah bahwa 
pembinaan narapidana itu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi 
dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu. Walaupun istilah pemasyarakatan itu 
sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun prinsip-prinsip mengenai 
pemasyarakatan itu sendiri baru dikembangkan setelah berlangsungnya Konferensi 
Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat tanggal 27 April 1964.  
                                                           




Konferensi Lembang tersebut di rumuskan prinsip-prinsip pokok yang 
menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik sebagai berikut:21 
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranan 
sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;  
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara. Ini berarti 
bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik, baik 
yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun 
penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana dan anak didik 
hendaknya hanyalah dihilangkannya kemerdekaannya untuk bergerak dalam 
masyarakat bebas;  
3. Berikan bimbingan, bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat. Berikan 
kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan 
sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa 
hidup kemasyarakatannya;  
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat 
daripada sebelumnya dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan 
narapidana dan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang 
ringan, dan sebagainya;  
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik 
harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara 
                                                           
21Departemen Kehakiman, Dari Sangkar ke Sangkar Suatu Komitmen Pengayoman (Jakarta: 
[t.p], 1979), h. 9. 
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lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan 
hiburan kedalam lembaga pemasyarakatan dari anggota-anggota masyarakat 
bebas, dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat 
dan keluarga; 
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh 
bersifat sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk 
memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu 
tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang 
terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, umpamanya 
menunjang usaha meningkatkan produksi pangan;  
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik 
harus berdasarkan pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka 
harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, 
disamping pendidikan kerokhanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah 
agar memperoleh kekuatan spiritual;  
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, 
dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan 
perasaannya sebagai manusia harus dihormati;  
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai 
satu-satunya derita yang dapat dialaminya;  
12 
 
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi 
rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.22 
Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak 
antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam 
hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan. Sudah menjadi 
kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang 
tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa 
narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain.  
Bila melihat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, ternyata masalah narapidana wanita tidak ada 
pengaturannya. Karena yang disebutkan hanya narapidana tidak dibedakan antara 
narapidana pria maupun wanita, ini berarti telah terjadi kekosongan norma, sehingga 
kedepan hal ini perlu mendapat pengaturan norma antara narapidana pria dan wanita 
tidak bisa diperlakukan sama, mengingat perbedaan pisik dan psikologis pria dan 
wanita. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999, 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 
20 Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999, memuat perlindungan terhadap 
narapidana wanita yaitu:  
1. Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui 
berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter; 
                                                           
22Departemen Kehakiman, Dari Sangkar ke Sangkar Suatu Komitmen Pengayoman, h.10. 
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2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis 
pekerjaan tertentu; 
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang 
lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling 
lama sampai berumur 2 (dua) tahun; 
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 
(dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau 
pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara; 
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan 
makanan tambahan selain sebagaimana di maksud dalam ayat 3 berdasarkan 
pertimbangan.23 
 
Perkembangan tindak pidana yang dilakukan narapidana wanita dari tahun 
ketahun berpariasi jumlahnya untuk mengatasinya disinilah dituntut kesadaran hukum 
masyarakat khususnya bagi wanita, artinya ketiga unsur dalam proses 
pemasyarakatan antara narapidana, petugas pemasyarakatan dan masyarakat harus 
saling mendukung.  
Permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan yang sebagian besar kita 
jumpai adalah adanya over kapasitas (kelebihan kapasitas hunian), tidak adanya 
pengkhususan lembaga pemasyarakatan seperti lembaga pemasyarakatan khusus 
wanita sangat berpengaruh sekali dalam pelaksanaan proses pembinaan yang di 
dalamnya sangat berkaitan erat dengan perlindungan terhadap hak-hak narapidana. 
Sering dijumpai dalam lembaga pemasyarakatan bahwa hak-hak narapidana belum 
diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini di sebabkan oleh 
beberapa faktor, selain faktor di atas juga perlu adanya pemahaman oleh petugas 
                                                           
23Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20. 
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lembaga pemasyarakatan dan oleh narapidana itu sendiri terhadap peraturan hak-hak 
narapidana yang tertuang dalam Undang-Undang.  
B. Fokus Penelitiandan dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian tesis ini adalah hukum Islam, perlindungan hukum 
narapidana wanita, sistem pemasyarakatan, dan lapas kelas IIA Watampone, yang 
kemudian akan dijabarkan bagaiamana pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang 
terdapat di lapas kelas IIA Watampone dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-
Undang serta peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem pemasyarakatan. 
 Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran terhadap penelitian ini, maka 
akan dijelaskan definisi beberapa kata yang menyangkut penelitian ini sebgai berikut:  
a) Hukum Islam 
Istilah hukum Islam yang merupakan istilah khas Indonesia pada umumnya 
dipahami terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut Kamus 
Hukum Lengkap, adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan 
bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.24Dalam 
bahasa Arab, kata hukum berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك مyang 
                                                           
24Rocky Marbun, dkk. Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & PerUndang-
Undangan Terbaru (Cet. I; Jakarta: Visi Media, 2012), h. 124-125. 
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mendapat imbuhan  ا dan ل  sehingga menjadi (  ) bentuk masdar dari ( ا!  " , $ 
). Selain itu  25.ا%$ merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah ا! 
Sementara kata Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri atau selamat, 
atau juga kesejahteraan. Maksudnya adalah orang yang mengikuti Islam akan 
memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat melalui proses 
penyerahan diri. Menurut Mahmud Syaltut, Islam adalah agama Allah yang dasar-
dasar atau syariahnya diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad saw.dan 
dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak seluruh umat manusia 
mengikutinya. 26  Jika kedua kata tersebut, yakni hukum dan Islam digabungkan 
menjadi hukum Islam, maka akan bermakna tata aturan yang diturunkan Allah 
melalui Nabi-Nya untuk selanjutnya disebarluaskan dan dijadikan acuan umat 
manusia guna mewujudkan dan mencapai tujuan hidup yang selamat dan sejahtera 
dunia dan akhirat. 
Menurut Hasbi ash-Shiddieqy sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin, hukum 
Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas 
kebutuhan masyarakat.27 Sehingga dari sini dipahami, bahwa hukum Islam adalah 
rangkaian peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah swt., dan 
as-Sunnah Nabi Muhammmad saw., perihal tingkah laku mukallaf (diberi beban 
                                                           
25Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1. 
26Mahmud Syaltut, al-Islām, Aqīdah wa al-Syarī’ah (Miṣr: Dār al-Qalam,1966), h. 12. 
27Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Cet. II; Padang: Angkasa 
Raya, 1993), h. 18. 
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hukum) yang diakui  dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk ajaran 
Islam. 
b) Perlindungan Hukum 
Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. 
Pengertian perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti: (1) 
Tempat Berlindung, (2) Hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. 
Perlindungan kata dasarnya adalah lindung diartikan sebagai: (1) Menempatkan 
dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena 
angin, panas dan sebagainya; (2) Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya 
terlindungi; (3) Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar 
dari bencana.28 
E. Utrech mendefenisikan hukum secara sederhana, yaitu sebagai aturan yang 
mengandung norma (perintah dan larangan) yang harus ditaati oleh masyarakatnya 
dan apabila masyarakat tersebut melanggarnya, akan mendapat sanksi dari pihak 
yang berwenang dalam masyarakat itu sendiri”.29 
Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan Hukum adalah “Memberikan 
pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan 
itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan 
oleh hukum”. Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menghubungkan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia menurut Adnan Buyung Nasution, 
                                                           
28Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV 
(Cet I; Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 830. 
29Chairu Arrasyid, Dasar-dasar Ilmu Hukum (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 21.  
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perlindungan hukum adalah melindungi harkat dan martabat manusia dari 
pemerkosaan yang pada dasarnya serangan hak pada orang lain telah melanggar 
aturan norma hukum dan undang-undang.30 
c) Narapidana Wanita 
Menururt kamus besar bahasa Indonesia Narapidana adalah orang tahanan, 
orang yang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan.31 sedangkang dalam Pasal 1 ayat 
7 UU No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Narapidana adalah terpidana yang 
menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.32 
Wanita berasal dari bahasa sanksekerta wanita, yaitu pasif. Menurut kamus 
besar bahasa indonesia wanita berarti perempuan dewasa 33 , sedangakan dalam 
perkembangan bahasa indonesia, ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa 
wanita adalah pemeliharaan yang sabar, pasif, diam, dan menjadi persakitan, kurang 
standar, tidak diharab untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang 
diakui perannya. 34 Wanita disebut juga perempuan, adalah sejenis makhluk dari 
                                                           
30Stipjo Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.54.  
31Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, h. 102. 
32Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 
ayat 7. 
33Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 1556. 
34 Primawardani, Yuliana, “Dampak Diskriminatif Perda No. 8 E Tahun 2005 Tentang 
Pelarangan Pelacuran terhadap HAK Perempuan dalm Jurnal HAM” 3, No1, 
April(2006).hhtp://peneliti.betlitbengham.go.id/kerangka.php?page=publikasi-etail&id=11 (05 
Oktober 2017), pukul. 11:15 WITA , h. 18. 
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bangsa manusia yang halus kulitnya, lunak sendi tulangnya dan agak berlainan 
dengan bentuk tubuh serta susunan tubuhnya dengan pria.35 
d) Sistem pemasyarakatan 
Sistem adalah perangkat yang secara teratur saling berkaitan sehingga 
membentuk suatu totalitas.36 Sedangkan pengertian pemasyarakatan berasal dari kata 
masyarakat yang berarti sejumlah manusia yang terikat dalam suatu kebudayaan yang 
mereka anggap sama, 37  sedangkan pemasyarakatan adalah usaha untuk 
mengembalikan seseorang narapidana kepada kehidupan bermasyarakat.seperti 
sebelum narapidana melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman.38 
Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang 
didasarkan atas asas Pancasila yaitu memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, 
individu, dan sekaligus sebagai anggota masyarakat dan sistem pemasyarakaat ini 
tetap mengedepankan hak-hak narapidana dan anak didik pemasyarakatan.39 
2.  Deskripsi Fokus 
 Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka selanjutnya deskripsi fokus 
adalah bagian integral yang dapat memberikan petunjuk sehingga penelitian lebih 
terarah dalam menganalisis perlindungan hukum narapidana wanita dalam sistem 
                                                           
35Muhammad  Thalib, Dilema Wanita Karir (Cet. I; Yogyakarta:    Press, 1999), h. 112. 
36Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 1320. 
37Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 885. 
38Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, h. 122. 
39 Direktorat Jenderal Hukum dan perundang-Undangan Departemen Kehakiman, Sejarah 
Pembentukan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, h.51. 
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pemasyarakatan dari persepektif hukum Islam. Dengan kata lain, deskripsi fokus 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Subtansi hak-hak hukum narapidana wanita yang harus dilindungi dalam 
lembaga pemasyarakatan di lapas kelas IIA Watampone  
2. Kondisi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone dalam mewujudkan 
perlindungan hukum hak-hak narapidana wanita 
3. Kondisi narpidana wanita di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Watampone 
dalam mewujudkan perlindungan hukum hak-hak narapidana wanita 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok 
permasalahan dari karya tulis ini yaitu Bagaimana Tinjaun Hukum Islam Terhadap 
Perlindungan Hukum Narapidana Wanita dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus 
Lapas Kelas IIA Watampone). Dari pokok permasalahan tersebut diperoleh sub 
permasalahan antaralain sebagai berikut: 
1. Bagaimana subtansi hak-hak hukum narapidana wanita yang harus dilindungi 
dalam lembaga pemasyarakatan di lapas kelas IIA Watampone persepektif 
hukum Islam?  
2. Bagaimanakah kondisi lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone dalam 




3. Bagaimankah kondisi narpidana wanita di lembaga pemasyarakatan kelas IIA 
Watampone dalam mewujudkan perlindungan hukum narapidana wanita 
persepektif hukum Islam? 
D. Kajian Pustaka 
Berdasarkan penelusuran terhadap buku-buku, karya-karya ilmiah dan hasil 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mendapatkan beberapa 
karya ilmiah relevan dengan judul tesis ini yaitu tinjauan hukum Islam terhadap 
perlindungan hukum narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan (Studi Kasus 
Laembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone). Karya-karya ilmiah yang relevan 
dengan tesis ini antara lain sebagai berikut: 
Jurnal Tirsa. D.G. Ticoalu (2013) yang berjudul: “Perlindungan Hukum Pada 
Narapidana Wanita Yang Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan”. Penelitian ini 
mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan hak-hak 
narapidana wanita yang hamil. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa belum 
maksimalnya peraturan perundang-undangan pemasyarakatan dalam menampung ide-
ide pemasyarakatan, salah satunya adalah tidak terdapatnya peraturan khusus 
mengenai perlindungan hukum narapidana wanita. Penelitian ini kemudian 
mengungkapkan peraturan-peraturan tersebut mengalami banyak kendala yang 
menghambat untuk terwujudnya tujuan pemasyarakatan, salah satunya adalah 
mewujudkan hak-hak hukum narapidana wanita yang hamil di dalam lembaga 
pemasyarakatan. Penelitian ini sama sekali tidak membahas bagaiamana pandangan 
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hukum Islam terhadap hak-hak hukum narapidana wanita, penelitian ini juga hanya 
berfokus pada hak-hak hukum narapidana wanita yang sedang hamil.   
Penelitian Abd. Asis (2011) di Universitas Hasanuddin yang berjudul: 
“Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Wanita 
Makassar”. Penelitian ini menggambarkan bagaiaman kondisi lembaga 
pemasyarakatan kelas IA Makassar dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana 
wanita, penelitian ini juga menunjukkan faktor-faktor yang menghambat proses 
pembinaan dan efektifitas pembinaan narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan 
kelas IA Makassar. Penelitian ini meberikan gambaran hak-hak narapidana wanita 
secara umum, namun tidak mengkaji bagaiaman perlindugan hak-hak hukum 
narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan dalam persepektif hukum Islam.  
Agung Malinda dalam bukunya yang berjudul Perempuan dalam Sistem 
Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, dan Korban)                                                                                                                             
dalam buku ini menjelaskan bahwa  perlindungan hukum dapat diartikan bahwa 
segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban 
seseorang melalui peraturan-peraturan di mana tujuannya adalah untuk memberikan 
rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam praktiknya, 
perlindungan hukum terhadap wanita sering terabaikan. Dengan adanya buku ini, 
dapat membuka pengetahuan khususnya bagi kaum wanita terkait dengan hak-haknya 
ketika menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, saksi dan korban dalam sistem 
peradilan pidana. Namun buku ini sama sekali tidak menjelaskan bagaiman 
perlindungan hukum narapidana wanita menurut hukum Islam. 
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Sulistyowati Irianto dalam bukunya Perempuan di Persidangan. Buku ini 
menguraikan secara ringkas tentang perempuan yang menjadi pelaku ataupun korban 
kejahatan dalam pandangan hukum yaitu: pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan 
dalam persidangan memiliki beberapa motif, perempuan pelaku kejahatan 
mendapatkan sanksi berdasarkan hukum pidana dan hukum tambahan dari 
masyarakat atau oknum penegak hukum, perempuan pelaku kejahatan sama halnya 
seperti perempuan korban berada dalam posisi tawar yang lemah, perempuan sering 
kali bersifat pasrah karena tidak mengerti dengan proses persidangan, perempuan 
merupakan oknum yang bertanggung jawab penuh terhadap kasus pembunuhan dan 
pembuangan bayi, masyarakat dan aparat penegak hukum sering mengaitkan antara 
kejahatan dan riwayat seksual yang dilakukan oleh perempuan. Buku ini tidak 
menjelaskan bagaiman perlindugan hukum wanita yang telah ditetapkan sebagai 
terdakwa, buku ini juga sama sekali tidak mebahas bagaimana hukum pandangan 
Islam terkait hak-hak waanita ketika berstatus narapidana. 
Dwidja Priyatno, dalam bukunya yang berjudul Sistem Pelaksanaan Pidana 
Penjara di Indonesia. Buku ini menjelaskan bahwa pidana penjara merupakan suatu 
pidana berupa pembatasan hak-hak kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang 
dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, 
dengan mewajibkan orang tersebut menaati semua aturan di dalam lembaga 
pemasyarakatan tersebut. Buku ini tidak menjelaskan secara spesifik tetang 




Nasaruddin Umar, Argumentasi Kesetaraan Jender Persepektif Alquran, Buku 
ini tampil berbeda dengan buku yang mengupas masalah jender, karena buku ini lebih 
lengkap menampilkan simbol-simbol sapaan Alquran ketika berbicara dan membahas 
mengenai jender. Buku tak sedikitpun buku ini membahas tentang perlindugan 
hukum narapidana wanita dari persepektif hukum Islam  
Murtadha Muthahhari, dalam bukunya yang berjudul Hak-Hak Wanita dalam 
Islam, dalam buku terdapat bebrapa pemabahsan yang dibagi dalam sebelas bagian, 
buku ini menjabarkan degan sangat baik tentang hak-hak wanita dalam Islam 
diantaranya dijelskan bagaiamana hak-hak dan posisi wanita dalam koteks poligami, 
waris, pernikahan termasuk masalah perkawinan mut’ah, wanita dengan kemerdekaan 
sosialnya, status manusiawi wanita dalam Alquran, dan perbedaan wanita dengan 
pria. Buku ini menjelaskan secara umum hak-hak wanita tetapi sedikitpun tidak 
menjelaskan tentang hak-hak narapidana wanita persepektif hukum Islam  
Dari beberapa karya ilmia dan buku yang dicantunmkan di atas baik secara 
kelompok maupun individu tidak satupun yang membahas tentang perlindungan 
hukum narapidana wanita dalam persepektif hukum Islam, meskipun sesungguhnya 
ada yang membahas tentang narapidana wanita namun tidak secara signifikan 
membahas tinjauan hukum Isalam terhadap perlindungan hukum narapidana wanita 
dalam sistem pemasyarakatan. Karena itu penulis ingin mengkaji Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita dalam Sistem 




E. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penilitian:  
Suatu penelitan dibuat dengan tujuan dari peneliti yang akan menjadi 
harapan peneliti ke depan dalam melihat permasalahan dalam bidang hukum. 
Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 
a. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa subtansi hak-hak hukum 
narapidana wanita yang harus dilindungi dalam lembaga pemasyarakatan di lapas 
kelas IIA Watampone persepektif hukum Islam 
b. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kondisi lembaga pemasyarakatan 
kelas IIA Watampone dalam mewujudkan perlindungan hukum hak-hak 
narapidana wanita persepektif hukum Islam 
c. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kondisi narpidana wanita di 
lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone dalam mewujudkan perlindungan 
hukum hak-hak narapidana wanita persepektif hukum Islam 
2. Kegunaan Penelitian 
Secara umum diharapaka tulisan ini dapat menjadi tambahan referensi 
mengenai tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum narapidana wanita 





a) Kegunaan Teoritis 
1) Tersediannya kajian akademik yang lahir dari suatu rangkaian studi untuk 
menambah khazanah ke ilmuan hukum Islam dalam kaitannya dengan 
perlindungan hukum narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan; 
2) Memberikan sumbangsi pemahaman akademik terkait dengan kajain 
hukum Islam dalam kaitannya dengan dinamika kondisi narapidana wanita 
tentang pemenuhan hak-hak narapidanan wanita selama berada dalam 
lembaga pemasyarakatan; 
3) Untuk kepentingan ilmiah, sebagai sara kelengkapan ilmu pengetahuan 
pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya yang dapat dijadikan 
sebagai pelengkap pustaka 
b) Kegunaan Praktis 
1) Untuk dijadikan sebagai acuan dalam penegembangan keilmuan Islam 
khususnya disiplin ilmu huklum Islam tentang sistem pidana sistem 
pemidanaan yang mengcangkup pemahaman secara mendalam terhadap 
sistem pemasyarakatan dan perlindungan hukum terhadap narapidana 
wanita; 
2) Untuk dijadikan sebagai rujukan baru atau menjadi tolak ukur dalam 






A. Konsep Umum Tentang Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Islam 
Sebagai suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai istilah-istilah khusus 
dan tersendiri sebagaimana halnya disiplin ilmu lainnya. Oleh karena itu, dalam studi 
hukum Islam sering dijumpai istilah-istilah seperti fiqh1, syari’ah2, tasyri’ islamiah 
dan hukum Islam itu sendiri.3 Istilah-istilah tersebut kadang dimaknai sama antara 
                                                           
1Secara sumantik, kata fiqh ( !"#ا) adalah bahasa Arab dalam bentuk mashdar (kata dasar) 
yang fi’il-nya (kata kerjanya) adalah  !'   !"(  )*!' , yang bermakna “mengetahui (,-.#ا) dan memahami 
-sesuatu dengan baik”. Lihat Abu al-Hasan Ahmad Faris bin Zakariyah, Mu’jam Muqayis al (ا#"*,)
Lughah, Jilid. III, (Mesir: Mushthafah al-Baab al-Halabi, 1970), h. 442. Secara terminologis banyak 
pengertian fiqh di antaranya Ibnu Subki, fiqh ialah ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat 
amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafshili (terperinci) dan menurut al-Utsaimi, 
fiqh ialah Mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyyah dengan dalil-dalilnya yang 
terperinci. Lihat; Syaikh Shaleh al-Utsaimi, al-Ushul min Ilmu Ushul, terj. Abu Shilah dan Ummu 
Shilah, Prinsip Ilmu Ushul Fiqh (t.tt: Tholib, 2007), h. 3. 
2
 Kata syariah dalam bentuk mufrad (singular) terdapat dalam QS al-Jatsiyah/45:18, 
sedangkan dalam bentuk jamaknya (plural), yang berbentuk syarai’ul islam, terdapat dalam sebuah 
Hadits yang diriwayatkan (HR) Ibnu Maja dari Abdullah bin Bisyr. Secara etimologis, kata “syariah” 
(asy-syari’ah) terbentuk dari kata syara’a-yasra’u-syaria’atan/syar’an, yang mengandung dua makna 
yakni jalan lururs (at-thariq al-musthaqim) dan sumber air (mawrid al-ma’li al-istisqa’). Secara 
terminologis atau menurut istilah, berarti “ketentuan hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi dan 
Rasul untuk umatnya”. Dalam kamus Marbawi, syariat diartikan  “undang-undang atau hokum yang 
telah ditetapkan Allah swt untuk para hamba-Nya”. Lihat; H.M. Siradjuddin, Syariat Islam & Agenda 
Umat, (Makassar: t.p, 2011), h. 3. Pengertian terminologis syariah menurut Muhammad Syaltoun yang 
jelas, adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan 
tersebut, untuk (selanjutnya) dijadikan pegangan oleh umat manusia baik dalam hubungannya dengan 
Tuhan, dengan umat manusia lainnya, orang Islam dengan non-Islam, dengan alam, maupun dalam 
menata kehidupan ini. Lihat; Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah 
III(Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 4. 
3Juhaya. S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Prakteknya (Cet. II; Jakarta: 
PT Remaja Rosda Karya, 1994), h.5. 
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satu dengan lainnya dan kadang pula dimaknai berbeda.4Seringkali perbedaan makna 
dari istilah-istilah tersebut berimplikasi terhadap pemahaman dan berikutnya sikap 
umat Islam dalam menyikapinya. 
Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-
Fiqḥ al-Islāmiyah5atau dalam konteks tertentu dari istilah al-Syari’ah al-Islāmiyah6. 
Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah Islamic Law7. Istilah al-
ḥukm al-Islamdalam al-Quran maupun al-Sunnah tidak dijumpai, yang digunakan 
adalah kata syari’ah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fikih.8 Istilah 
hukum Islam yang merupakan istilah khas Indonesia pada umumnya dipahami terdiri 
dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut Kamus Hukum Lengkap, 
adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat 
dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.9 Dalam bahasa Arab, kata 
hukum berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك مyang mendapat imbuhan  ا dan ل  
sehingga menjadi ( "#$%ا ) bentuk masdar dari ( "#$& , "#( ). Selain itu "#$%ا merupakan 
bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah "#()10.ا 
                                                           
4Lihat Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan 
dan Prospeknya (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 40. 
5Fiqh al-islamiyah adalah pemahaman yang mendalam mengenai hukum Islam. 
6Al syariah al islamiyah adalah syariat Allah yang dibawa oleh ruhul amin kepada rasul untuk 
menyelasaikan perkara manusia. 
7Islamic Law adalah terjemahan Hukum Islam kedalam bahasa Inggris. 
8Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1997), h. 3. 
9Rocky Marbun, dkk. Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum & Perundang-
undangan Terbaru (Cet. I; Jakarta: Visi Media, 2012), h. 124-125. 
10Zainuddin Ali, Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1. 
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Sementara kata Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri atau selamat, 
atau juga kesejahteraan. Maksudnya adalah orang yang mengikuti Islam akan 
memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat melalui proses 
penyerahan diri. Menurut Mahmud Syaltut, Islam adalah agama Allah swt., yang 
dasar ajaran agama diturunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad saw., dan 
dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak seluruh umat manusia 
mengikutinya. 11  Jika kedua kata tersebut, yakni hukum dan Islam digabungkan 
menjadi hukum Islam, maka akan bermakna tata aturan yang diturunkan Allah swt., 
melalui Nabi Muhammmad saw.,untuk disebarluaskan dan dijadikan acuan bagi umat 
manusia untuk mewujudkan dan mencapai tujuan hidup yang selamat dunia dan 
akhirat. 
Menurut Hasbi ash-Shiddieqy sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin, hukum 
Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas 
kebutuhan masyarakat.12 Sehingga dari sini dipahami, bahwa hukum Islam adalah 
rangkaian peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah swt., dan 
as-Sunnah Nabi Muhammmad saw., perihal tingkah laku mukallaf (diberi beban 
hukum) yang diakui  dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk ajaran 
Islam. Konsep hukum Islam demikian sangat penting dan cukup menentukan 
                                                           
11Mahmud Syaltut, al-Islām, Aqīdah wa al-Syarī’ah (Miṣr: Dār al-Qalam, 1966), h. 12. 
12Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Cet. II; Padang: Angkasa 
Raya, 1993), h. 18. 
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pandangan hidup serta tingkah laku bagi umat Islam.13 Dari aspek ini, hukum Islam 
dipahami sebagai formulasi dari syari’ah dan fikih. Artinya bahwa hukum Islam tidak 
dapat dipisahkan dari syari’ah. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia mencakup 
produk pemikiran fikih, produk fatwa ulama14, produk yurisprudensi15, dan produk 
perundang-undangan16.17 
2. Tujuan Hukum Islam (Maqᾱṣid Al-Syari’ah) 
Maksud dan tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengembangkan 
hukum Islam dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasus-
kasusnya tidak diatur secara eksplesit di dalam Al Qur’an dan hadis.18 Lebih dari itu, 
tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih 
dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, atau karena adanya perubahan 
struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.  
                                                           
13Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gema Media, 2001),   
h. 23. 
14Fatwa adalah hukum Islam yang dijadikan jawaban oleh seseorang dan/atau lembaga atas 
adanya pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sebagai contoh Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
mengenai larangan Natal bersama antara orang Kristen dengan orang Islam. Fatwa dimaksud, bersifat 
kasuistis dan tidak mempunyai daya ikat secara yuridis formal terhadap peminta fatwa.  
15Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang 
berperkara. Lihat: Sudarsono, Kamus Hukum (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 606. 
16 Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah yang bersifat 
mengikat secara hukum ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya lebih luas. Oleh karena itu, sebagai 
peraturan organik, terkadang tidak elastis mengantisipasi tuntutan zaman dan perubahan. Sebagai 
contoh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang itu memuat hukum 
Islam dan mengikat kepada setiap warga negara Republik Indonesia. 
17Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia:Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu (Cet. I; 
Makassar: Lauddin University Press, 2014), h. 35. 
18 Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi 
Kaidah Prioritas Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 79. 
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Nabi Muahammad saw., adalah guru falsafah yang mengajarkan sunnah 
pemikiran yang mampu mentransendir realitas, mempunyai sistem moralitas dan 
kemanusiaan yang tinggi sebagai alur menuju maṡlahah, sesuai dengan maqᾱṣid al-
syari’ah yang menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid19dalam proses berijtihad20.21 
Maqᾱṣid secara etimologi merupakan bentuk jamak dari maqṣad, menurut 
Jasser Auda, secara terminologi maqᾱṣid didefinisikan sebagai pemahaman makna-
makna, tujuan dari suatu hukum. Bagi sejumlah mujtahid hukum Islam, Maqᾱṣid 
adalah pernyataan alternatif untuk maṣᾱli22 (kemaṡlahahan-kemaṡlahahan).23maqᾱṣid 
al-syari’ah berarti bermaksud tujuan disyariatkannya hukum Islam. Bagi sejumlah 
teoritikus hukum Islam, Maqᾱṣid adalah pernyataan alternatif untuk maṣᾱlih 
(kemaṡlahahan-ke-maṡlahahan). 24 Dari segi bahasa, maqᾱṣid al-syari’ah berarti 
                                                           
19Mujtahid adalah orang yang melepaskan belenggu yang mengikat akal serta memperluas 
wawasan untuk menarik beberapa masalah dari akarnya.Mujtahid dalam menyelesaikan masalah 
keagamaan sering dilakukan dengan cara ijtihad. Lihat; Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jilid 2. (Cet. 
VII; Jakarta: Prenada Media Group), h. 262. 
20 Berijtihad adalah proses melepaskan belenggu yang mengikat akal serta memperluas 
wawasan untuk menarik beberapa masalah dari akarnya. Secra umum seorang mujtahid wajib 
melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum dalam hal-hal yang belum jelas hukumnya. 
Lihat; Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, h. 261. 
21Satria Efendi, “Maqᾱṣid Syari’ah dan Perubahan sosial”, Dimuat dalam Dialog (Badan 
Litbang-Depag, No 33 Tahun XV, Januari 1991), h. 29. 
22Masalih merupakan bentuk jamak dari maslaha yang berarti sesuatu yang dipandang baik 
oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan 
dengan tujuan hukum dalam menetapkan hukum. Lihat; Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, h. 369. 
23Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide (London: The International Institute 
of Islamic Thought, 2008), h. 1. 
24Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah A Beginner's Guide, h. 1. 
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bermaksud tujuan disyariatkannya hukum Islam. Syari’ah secara bahasa berarti 
menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan menuju pokok kehidupan.25 
Tujuan Allah swt., mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara 
maṡlahah, sekaligus untuk menghindari mufsadat26, baik di dunia maupun di akhirat. 
Dalam rangka mewujudkan kemaṡlahahan dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian 
para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. 
Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.27 
Kajian al Syatibi menjelaskan mengenai kelima pokok di atas di dasarkan 
pada Al Qur’an dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawaid al-
kulliyah28dalam menetapkan al-kulliyah al-khams29 . Setelah melakukan penelitian 
yang lebih mendalam Al-Syatibi berkesimpulan bahwa dalil yang digunakan untuk 
menetapkan al-kulliyah al-khams termasuk dalil qath’i, maka dalil yang digunakan 
untuk menetapkan al-kulliyah al-khams tersebut dapat dikelompokkan sebagai 
                                                           
25 Aspari Jaya Bakri, KonsepMaqᾱṣid Syari’ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta Raja Grafindoi, 
1996), h. 63. 
26 Mufsadat merupakan kerusakan atau akibat buruk dari sesuatu perbuatan. Lihat; Amir 
Syarifuddin, Ushul Fiqih, h. 621. 
27Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarata: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 125. 
28Al qawaid al qulliyah adalah kaidah menyeluruh yang diterima oleh madzhab-madzhab 
29Al qulliyah al khams berarti lima esensi 
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qath’i30, sehingga hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan oleh karena itu 
dapat diajadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum.31 
Kelima unsur-unsur maqᾱṣid di atas, diurut berdasarkan kornologis menurut 
skala prioritasnnya. Dimulai dari agama karena tanpa adanya norma-norma agama 
cara hidup manusia akan sama dengan cara hidup binatang. Menjaga kehidupan, 
karena tanpa kehidupan tidak akan ada penganut agama. Adalah perintah Tuhan agar 
tidak menempuh jalan pintas dengan jalan apapun untuk mengakahiri hidup. 
Keharusan menjaga akal, sebab tanpa akal hidup manusia tidak akan memeiliki arti, 
dan akhirnya juga tidak mampu menjalankan agama secara benar. Wajib 
mememelihara keturunan karena dengan itu manusia tetap lestari secara alami dan 
sah sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dan yang terakhir dengan 
menjaga harta, manusia bisa menikmati hidup manusia.32 
Prinsip ḍarūriyyat mengandung sebuah kepastian kebahagiaan dan 
ketentraman, karena itu tidak dapat diabaikan. Bahakan, kesalahan apapun yang 
mempengaruhi kategori ḍarūriyyat akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang 
berada jauh dari kelima komponen di atas. Memelihara komponen ini dapat ditempuh 
dengan dua cara: pertama, mewujudkan segala yang mendukungnya, dan kedua, 
                                                           
30Qath’i secara bahasa berarti petunjuk yang pasti, sedangkan menurut istilah qath’I adalah 
sesuatuyang mengandung hukum dan tidak mengandung kemungkinan. Lihat; Amir Syarifuddin, 
Ushul Fiqih, h. 263. 
31Qadir Gassing HT, “Fiqih Lingkungan: Telaan Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi 
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalm Bidang Hukum Islam 
pada Fakultas Syari’ah UIN Alauddin Makassar, Makssar 8 Februari 2005, h. 122. 
32Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi 
Kaidah Prioritas Hukum Islam, h. 83-84. 
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meninggalkan yang dapat merusaknya. Ketika syari’ah memerintahkan untuk 
menjaga kelestarian agama, Tuhan mewajibkan kepada hamba-Nya untuk 
melestarikan rukun-rukun Islam, di sisi lain diperintahkan jihad sebagai antisipasi 
dari akibat yang muncul dan pihak-pihak yang ingin merusak kelestariannya 
termasuk dikenakan sanksi sebagai orang murtad.33 
Dua kategori lainnya (hᾱjiyyat, dan tahsῑniyyat) secara struktural tunduk dan 
secara subtantif merupakan pelengkap dari ḍarūriyyat. Hal apapun yang mengganggu 
tahsῑniyyat akan berpengaruh pada hᾱjiyyat dengan ḍarūriyyat, hal yang menganggu 
hᾱjiyyat akan berpengaruh pada ḍarūriyyat. Sejalan dengan itu, maka memperhatikan 
ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingan adalah hal yang sangat 
penting demi terwujudnya integritas dan tujuan berlakunnya hukum.34 
Memelihara agama dalam peringkat ḍarūriyyat yaitu meyakini bahwa Tuahan 
sebagai satu-satunya Zat yang patut disembah, serta memepercai hal-hal gaib 
sebagaimana yang tersirat dalam simpul-simpul keimanan (arkân al Imâm). 
Memelihara agama dalam konteks hᾱjiyyat adalah melaksanakan kewajiban 
keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima 
waktu dan sebagainnya jika sahalat dalam rukun-rukun Islam diabaikan, akan 
terancam eksistensi syari’ah dalam diri dan kehidupan manusia. Dalam peringkat 
tahsῑniyyat, yaitu mengikutipetunjuk agama guna menjungjung tinggi martabat 
manusia, sekaligus melengkapi kewajiban sebgai pengabdian kepada Tuhanseperti 
                                                           
33Wahab Zuhaili, Ushul al fikih al Islam, Juz 2. (Damaskus: Dar al Fikir, 1986),  h. 1021. 
34Wael Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 250. 
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melakukan amalan-amalan yang bersifat tamabahan yang bernilai sunnah (nawafil) 
dalam berbagai amalan seperti shalat, haji, sedekah, dan lain-lain.35 
Menjaga jiwa pada peringkat ḍarūriyyat, mengkonsumsi makanan untuk 
menjamin keberlangsungan hidup adalah hal yang mesti dilakukan, sebab jika tidak 
dilakukan mengancam kehidupan manusia, dalam peringkat hᾱjiyyatmanusia 
diperkenankan memakan dagign ikan sayuran dan semua makanan yang bergizi dan 
halal. Sedangkan etika dalam mengkonsumsi termasuk dalam peringkat tahsῑniyyat.36 
Memelihara akal merupakan karunia Tuhan yang patut disyukuri karena 
hanya manusia yang dianugerahi akal. Dalam memelihara akal, Allah swt., 
membolehkan semua hal yang dapat menjamin semua keselamatan akal dan 
mengharamakana apa saja yang menganggu dan memeperlemah kondisi akal seperti 
meminum minuman keras dan sebagainya. Jika hal ini tidak diindahkan maka 
hilanglah eksistensi akal sebagai alat untuk berfikir yang menjadi bagaian ḍarūriyyat. 
Sementara dalam tataran hᾱjiyyat, mausia dianjurkan untuk memeperluas wawasan 
dan menambah ilmu penegatahuan. Untuk tahsῑniyyat, dianjurkan agar tuidak 
menggunakan akal dalam menghayal negatif dan sebagainya.37 
Memelihara keturunan atau kehormatan, pada tingkatan ḍarūriyyat 
pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan larangan berzina. Untuk 
                                                           
35Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi 
Kaidah Prioritas Hukum Islam, h. 84. 
36Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi 
Kaidah Prioritas Hukum Islam, h. 85. 
37Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi 
Kaidah Prioritas Hukum Islam, h. 86. 
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menjagannya syari’at Islam telah menetapkan hukuman bagi orang yang melakukan 
zinah dengan hukuman 100 (seratus) kali cambuk dan 80 (delapan puluh) kali 
cambuk bagi yang menuduh tanpa bukti. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi 
keturunan itu tidak terancam, pemeliharaan martabat itu akan membuat masyarakat 
bersih dari perilaku hubungan yang menyimpang. Pada tingkatan hᾱjiyyat seorang 
suami akan kesulitan apa bila tidak menggunakan hak talaknya sedangkan, kondisi 
rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Adanya peminangan (kehithbah), acara 
(walimah), untuk melengkapi kegiatan pernikahan adalah bagian menjaga keturunan 
dalam peringkat tahsῑniyyat. Jika ini tidak dilakukan, tidak sampai mengancam 
eksistensi keturunan.38 
Islam memerintahkan untuk berupayah mencari harta dan mebolehkan hal-hal 
yang bersifat muamalat. Namun Islam juga mengisyaratkan agar manusia dalam 
mencari reseki tidak dengan cara yang tidak benar seperti memanipulasi. Salah satu 
bentuk pemeliharaan harta dalam Islam, diharamkan tindakan pencurian dan 
menghukum had (dera) dengan hukuman potong tangan kepada pelaku, diharamkan 
penipuan, riba dan sebagainya. Hal ini harus dijaga karena harta adalah sendi bagi 
kehidupan dan sumber penunjang bagi individu.39 
Tingkatan-tingkatan seperti yang dijelaskan di atas, disusun berdasarkan skala 
prioritas maṡlahah. Mengetahui urutan tingkatan maṡlahah sangat penting, apabila 
                                                           
38 Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi 
Kaidah Prioritas Hukum Islam, h. 86. 
39 Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi 
Kaidah Prioritas Hukum Islam, h. 87. 
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dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya ketika maṡlahah yang satu 
berbenturan dengan maṡlahah yang lain. Dalam setiap peringkat terdapat hal-hal 
yang bersifat penyempurna (tāimah wa takmulah) terhadap pelaksanaan tujuan 
syari’ah Islam.40 
Beberapa bukti menyatakan bahwa hal-hal ḍarūriyyat lebih utama 
dibandigkan dua hal yaitu hᾱjiyyat dan tahsῑniyyat antara lain: pertama, rusaknya 
yang utama, menjadi sebuah kepastian rusaknya penyempurna (hᾱjiyyat dan 
tahsῑniyyat). Dua hal ini sama seperti sebuah hubungan sifat dan yang disifati. Kedua, 
jika dikatakan bahwa maṡlahah takmilah (hᾱjiyyat dan tahsῑniyyat) dapat tercapai 
tanpa terwujudnya maṡlahah dasar (ḍarūriyyat), maka pastilah yang utama untuk 
direalisasikan adalah maslahat dasar, berdasarkan pada skala prioritas.41 
Maṡlahah dalam terminologi Islam berarti, manfaat yang menjadi tujuan 
syari’ah, tercangkup dalam lima hal, yakni: pertama, maṡlahah memelihara agama, 
kedua, maṡlahah memelihara jiawa, ketiga, maṡlahah memelihara akal, keempat, 
maṡlahah memelihara keturunan, kelima, maṡlahah memelihara harta. Lima hal 
tersebut diururt berdasarkan skala prioritas tingkat urgensinya. Merasakan dampak 
positif dari pemeliharaan lima hal tersebut, dan menghindari dampak negatif akibat 
                                                           
40Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, al Muawafaqat fi Usl al Ahkam, h. 4.  
41Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi 
Kaidah Prioritas Hukum Islam, h. 87. 
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tidak adanya penjagaan dari kelima hal tersebut adalah manfaat atau maṡlahah yang 
menjadi tujuan dari syari’ah Islam.42 
Adapun spesifikasi maslah dalam syari’ah Islam dapat dilihat sebagi berikut: 
pertama, sumber rujukan dalam menilai maṡlahah adalah normalitas agama, bukan 
perasaan dan akal pikiran. Kedua, maṡlahah dan mafsadat tidak hanya terbatas pada 
kehidupan dunia saja, tetapi mengcangkup juga kehidupan akahirat. Ketiga, maṡlahah 
bukan hanya dirasakan dalam bentuk material saja, tapi dapat meliputi pada dua 
dimensi jasmani dan rohani, hal itu karena maṡlahah yang ditetapkan syari’ah Islam 
sebagai pemenuhan kebutuhan dan tuntutan fitrah manusia.43 
3. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam 
Hukum Islam dalam menerapkan pemidanaan memiliki tujuan untuk 
menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-
perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang 
berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan.44Tujuan dijatuhkannya hukuman 
dalam hukum Islam adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari 
                                                           
42Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi 
Kaidah Prioritas Hukum Islam, h. 88. 
43Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi 
Kaidah Prioritas Hukum Islam, h. 101-102. 
44M. Abu Zahrah, Usul al-Fiqh (Kairo: Muktabah Muhaimar, 1957), h. 350. 
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kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari 
kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta memicu untuk berlaku taat.45 
Tujuan dari hukum Islam harus berdiri di atas suatu prinsip dasar yang dapat 
mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya hukuman dapat berjalan dengan baik dan 
mencpai tujuan dari hukuman yang semestinya. Adapun yang menjadi dasar untuk 
mewujudkan tujauan dari hukuman adalah sebagai berikut: 
a. Hukuman yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang melakukan tindak 
pidana sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, 
hukuman itu untuk mendidik pelaku dan mencegah orang lain untuk meniru dan 
mengikuti perbuatannya. 
b. Batasan hukuman adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila 
kemaslahatan masyarakat menuntut hukuman diperberat, maka hukuman 
diperberat. Demikian juga bila kemaslahatan masyarakat menuntut hukumannya 
diperingan. Dalam hal ini, hukuman tidak dibenarkan melebihi atau kurang dari 
kemaslahatan masyarakat umum. 
c. Mendidik pelaku kejahatan bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, 
melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua hukuman adalah pendidikan, 
perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbuatan dosa 
(tindak pidana).46 
                                                           
45M. Abu Zahrah, Usul al-Fiqh , h. 351. 
46Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Usul Al-Fiqh (Kuwait: Dar al-Qalam, 1992), h. 198. 
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Hukuman disyariatkan sebagai rahmat (kasih sayang) dan kebaikan Allah 
terhadap hamba-Nya. Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang 
perjalanan sejarah, tujuan dari penjatuhan pidana dapat dihimpun dalam empat 
bagian, yaitu: 
a. Pembalasan (revenge), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan 
malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang 
ditimpakan kepada orang lain. 
b. Penghapusan dosa (ekspiation), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat 
religius yang bersumber dari Allah bahwa dosa dapat dihapuskan. 
c. Menjerakan (detern), konsep ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak 
terulang kesalahan yang sama. 
d. Memperbaiki pelaku tindak kejahatan (rehabilitation of the criminal), pidana ini 
diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan prilaku seseorang dalam 
melakukan tindak kejahatan agar tidak mengulangi kejahatannya.47 
Hukum pidana Islam secara implisit ada tekanan tujuan pemidanaan seperti 
diungkapkan dalam Q.S. al-Maidah/05:38: 
(ِرbَcُ ٱوَ  #aَّ(ِرقُ ٱوَ  َّa#  َ'اْ ٱgٓ.ُhَcۡ  jَ ِّl nٗ ٰpََq )َraَsَ )tَِu ۢٓاَءxَyَ )tَُ*َ(zِ(َۡٱأ ِۗ ُ ٱوَ  {َّ َّ}  xٌ(xِَ
 ,ٞpِَ٣٨   
 
                                                           
47Andi Hamzah dan A. Simanglipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan 




“laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya 
(sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari 
Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.48 
 
Ayat ini menjelaskan sanksi hukuman bagi pencuri, yaitu pencuri laki-laki 
dan pencuri wanita, potonglah pergelangan tangan keduanya sebagai pembalasan 
duniawi atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa yang menjadikan mereka 
jera dan sebagai peringantan bagi orang lain agar mereka mengambil pelajaran atas 
hukuman tersebut.49 
Memahami sanksi hukum yang ditetapkan ayat ini dalam arti maksimal, yakni 
hukuman yang setinggi-tingginya, dan dengan demikian hakim dapat menjatuhkan 
hukuman yang lebih ringan dari potong tangan apabila ada hal-hal yang dapat 
meringankannya. Sekalipun kondisi ini tidak diisyaratkan dalam teks di atas, namun 
dapat diterima jika memang ada dalih yang dapat meringankan seperti yang 
disyariatkan di atas, ketika menyinggung pendapat Sayyidina Umar Ibn al-
Khaththab.50 
Ayat tersebut juga menggambarkan adanya balasan terhadap sebuah 
kejahatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuan 
pemidanaan adalah pertama, pidana dimaksudkan sebagai retribustion (pembalasan), 
artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai 
                                                           
48Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya,h.38. 
49Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h.94. 
50Shihab, M. Quraish, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, h.95. 
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dengan ketentuan nash. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan 
terhadap masyarakat luas (social defence). Contohnya dalam hal hukum qisas yang 
merupakan bentuk keadilan tertinggi, dan di dalamnya termuat keseimbangan antara 
dosa dan hukuman.51Kedua, pemidanaan dimaksudkan sebagai pencegahan kolektif 
(generale prevention), yang berarti pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi 
orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contohnya orang berzina harus 
didera di muka umum sehingga orang yang melihat diharapkan tidak melakukan 
perzinaan. 52 Ketiga, pemidanaan dimaksudkan (pencegahan khusus), artinya 
seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat 
dan tidak melakukan kejahatan lagi.53 
Pemaparan di atas telah meberikan gambaran menegnai tujuan dari hukuman 
di dalam hukum Isalam yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dijatuhkannya 
hukuman dalam syari’at Islam adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan.  
4. Pidana Penjara (Pidana Kurungan) dalam Hukum Islam 
Sebelum membahas tentang pidana penjara dalam pandangan hukum Islam, 
harus diketahui dulu apa yang dimaksud dengan pidana penjara. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, penjara berarti bangunan tempat mengurung orang hukuman.54 
Sedangkang dalam kamus hukum penjara adalah suatu bangunan yang digunakan 
                                                           
51 Makhrus Munajat, Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam 
(Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Yogyakarta, 2001), h. 66. 
52Makhrus Munajat, Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam,h. 67. 
53Makhrus Munajat, Penegakan Supermasi Hukum di Indonesia dalam Prespektif Islam,h. 69. 
54Em Zul Fajri, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Bandung: Difa Plubisher, 2002), h. 639. 
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untuk menempatkan para terpidana.55Pidana penjara dalam khazanah hukum Islam, 
biasa disebut dengan al-habsu atau al-sijnu, yang secara etimologi berarti mencegah 
dan menahan. Sedangkan secara terminologi berarti menahan atau mencegah 
seseorang pelaku kejahatan dari pergaulan dengan masyarakat.56 
Dasar hukum untuk dibolehkanya hukuman penjara (kurungan) ini adalah Q.S 
An-Nisa’/4:15:57 
ٱوَ ِ َّٰ#  jَِَۡ(ٱ َbَِ َٰ"#ۡ  َ' ,ۡpُِٓ)aَِّq jlِواْ ٱzُ*ِَۡۡ  ْواzُ*ِَ َِن' ۖ,ۡpُ ِّl bٗ.ََuأَۡر َّj*ِَۡ-َ
 ِ' َّjُھgpُaِlَۡَ'تِ ٱgُُr#ۡ  َّjُ*َّٰ'gَََ( َّٰَتُ ٱgۡtَ#ۡ  َ.ََۡ( ٱأَۡو ُ َّ}  nٗِrَ َّjُ*َ#١٥   
Terjemahnya: 
“dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 
empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila 
mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita 
itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah 
memberi jalan lain kepadanya.”58 
 
Dibolehkanya hukuman penjara sebagai ta’zîr59dapat dilihat dari tindakan 
Nabi Muhammad saw., yang pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah 
dalam tuntutan pembunuhan, juga tindakan khalifah Ustman bin Afwan yang pernah 
memenjarakan Dhabi’ Ibn al- Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai ia 
                                                           
55Dzulkifli Umara, dan utsman Handoyo, Kamus Hukum (Dictionaryof law complete edition), 
(Cet. I; [t.t]: Quantum Media Press, 2000), h. 314. 
56A. Rahman Ritongga, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1997),    
h. 71. 
57Ibn al-Qayim, at-Turuq al-Hukumiyah as-Siyasah (Kairo: al-Matba’ah al-Muhamadiyah, 
1953), h. 102. 
58Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 103. 
59Ta’zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan 
oleh syara’. Lihat; Topo Santoso, MenggagasHukum Pidana Islam (Bandung: Asy-Syaamil Press & 
Grafika, 2000),  h. 150. 
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mati dipenjara. Demikian pula khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn az-
Zubair di Mekah, ketika ia menolak untuk membaiat Ali.60 
Pidana kurungan termasuk dalam kelompok pidana ta’zîr artinya, pidana yang 
merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya. Karena putusan perkaranya 
harus diselesaikan oleh Pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim. Dalam sejarah 
perkembangan hukum Islam, jenis pidana penjara telah dipraktikkan sejak masa Nabi 
Muhammad, sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pemidanaan 
dalam hukum Islam yang intinya untuk memelihara agama (ḥifẓal-dîn), memelihara 
akal (ḥifẓ al-‘aql) memelihara jiwa (ḥifẓ al-rûḥ) dan memelihara harta (ḥifẓ al-mâl) 
dan memelihara keturunan (ḥifẓ al-nasl) agar pelaku tindak pidana mendapat 
pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang 
baik. Konsep ini sejalan dengan konsep tobat. 61  Menurut ajaran Islam, tobat 
merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai 
bentuk kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang 
mengguncangkan jiwa.  
Hukum Islam belakangan ini diusulkan adanya perubahan orientasi fiqih 
jinâyah62. Dahulu pemidanaan dalam Islam dimaksudkan sebagai unsur pembalasan 
                                                           
60Abd Aziz Amir, At-Ta’zîr Fi Asy-Syari’ati Al-Islamiyah (Mesir: Dar al- Bab al-Halabi WA 
Awladuhu, 1989), h. 362. 
61Ḥasan Abû Gudah, Aḥkâm Sijn wa Mu‘âmalat al-Sujanâ’ fî al-Islâm (Kuwait: Maktabah 
Manâr, 1987), h. 67. 
 62Fiqih jinayah adalah  ilmu tentang hukum-hukum syariat yang digalih dan disimpulkan oleh 
nash-nash keagamaan, tentang kriminalitas baik yang berkaitan dengan panca jiwa (tujuan hukum 
Islam) maupun yang diluar dari panca jiwa. Lihat; Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam 
(Jakarta: Amzah, 2012), h. 68. 
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dan penebusan dosa. Inilah yang melatarbelakangi lahirnya teori jawâbir63. Namun 
telah muncul teori baru yang menyatakan bahwa tujuan jinâyah itu adalah untuk 
menimbulkan rasa takut bagi orang lain agar tidak berani melakukan tindak pidana. 
Teori yang belakangan ini dikenal dengan teori zawâjir. Jadi, bagi penganut teori 
jawâbir, hukuman potong tangan dan qiṣâs itu diterapkan apa adanya sesuai bunyi 
naṣh64, sedangkan penganut teorizawâjirberpendapat bahwa hukuman tersebut bisa 
saja diganti dengan hukuman lain, seperti hukuman penjara, selama efek yang 
ditimbulkan mampu membuat orang lain jera untuk melakukan tindak pidana.  
Teori zawâjir ini ternyata sejalan dengan teori behavioral prevention. Artinya, 
hukuman pidana harus dilihat sebagai cara agar yang bersangkutan tidak lagi berada 
dalam kapasitas untuk melakukan tindak pidana (incapacitation theory) dan 
pemidanaan dilakukan untuk memudahkan dilakukannya pembinaan, yang bertujuan 
untuk merahibilitasi terpidana, sehingga terpidana dapat merubah kepribadiannya 
menjadi orang baik yang taat pada aturan (rehabilitation theory). Teori ini merupakan 
pengembangan dari deterrence theory yang berharap efek pencegahan dapat timbul 
sebelum pidana dilakukan (before the fact inhabition), misalnya melalui ancaman, 
                                                           
63Jawabir merupakan sebuah teori yang beranggapan bahwa hukuman merupakan penebusan 
dosa.  
64Naṣh adalah kedudukan lafas dari kejelasan artinya. Naṣh dalam penunjukannya di dalam 
hukum lebih kuat, karena memiliki makna yang lebih jelas dari  zhâhir dalam menunjukkan hukum 
suatu hal. Makas naṣh selalu didahulukan dalam mentukan hukum yang bertentangan. Lihat; Totok 
Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2009), h. 256. 
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contoh keteladanan dan sebagainya dan intimidation theory yang memandang bahwa 
pemidanaan itu merupakan sarana untuk mengintimidasi mental terpidana.  
Hukuman penjara antara pandangan hukum pidana Islam dengan hukum 
pidana positif tidak sama. Hukuman penjara dalam hukum pidana Islam tidak sebagai 
hukuman yang utama tetapi sebagai hukuman pilihan. Hukuman tersebut dijatuhkan 
bagi pelanggaran ringan, walaupun dianggap sebagai hukuman yang dinilai berat dan 
berbahaya. Dalam hukum positif, hukuman penjara sebagai hukuman utama (pokok), 
bahkan segala macam jarîmah65dikenakan hukuman ini.66 
Hukuman penjara dalam hukum Islam dibagi pada dua bagian, yaitu: 
hukuman penjara yang terbatas waktunya dan tidak terbatas.67 
a. Hukuman Penjara Terbatas  
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya 
dibatasi secara tegas, hukuman penjara ini diterapkan untuk hukuman penghinaan, 
penjual khamr, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan terbuka pada 
siang hari tanpa uzur, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, 
                                                           
65Jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan ditentukan hukumannya oleh 
Allah baik dalam bentuk sanksi yang sudah jelas ketentuannya (had) maupun sanksi yang belum 
jelasketentuannya (Ta’zir) Tindak pidana (jarimah) dalam hukum pidana Islam terbagi tiga macam, 
yaitu hudud, qishash, dan ta’zîr. Lihat; Umar al-Tamimi, Lembaga Pemafaan sebagai Alternatif 
Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, Jurnal Diskursus Islam, Volume 1 Nomor 3, 
Desember 2013. h. 460. 
66 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah (Bandung: Pustaka Setia, 2000),         
h. 162. 
67Makhrus Munajat, Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan 
Kalijaga, 2008), h. 204. 
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caci-mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi 
palsu.68 
Adapun lamanya hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para 
ulama’. Sebagian ulama’ seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila’ yang dikutip 
oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara dua bulan atau tiga bulan 
dan bisa kurang bisa lebih. Imam Al-Mawardi juga menyatakan, hukuman penjara 
dalam ta’zîr berbeda-beda, tergantung pada pelaku dan jenis hukumanya, di antara 
pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.69 Batas 
tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan 
fuqaha. Menurut ulama Syafi’yah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini 
adalah satu tahun. Mereka meng-qiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam had 
zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman ta’zîr tidak boleh melebihi 
hukuman had, namun tidak semua ulama’ Syafi’iyah berpendapat tersebut. Imam Al-
Mawardi mengemukakan bahwa diantara para pelaku ada yang dikenakan hukuman 
penjara selama satu hari ada pula yang lebih lama sampai batas waktu yang tidak 
ditentukan, tergantung pada perbedaan pelaku dan hukumanya atau tingkat 
kejahatanya.70 
Az-Zubair berpendapat ditetapkanya masa hukuman penjara dua bulan atau 
tiga bulan atau bisa kurang atau bahkan lebih lama lagi, demikian pula Imam Ibn Al-
                                                           
68Barda Nawawi Arief, Pidana Penjara Terbatas: Suatu Gagasan Penggabungan Antara 
Pidana Penjara Dengan Pidana Pengawasan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 93. 
69Abd Aziz Amir, At-Ta’zîr Fi Asy-Syari’ati Al-Islamiyah, h. 363. 
70Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah (Bairut: Dar al-Fikr, 1966), h. 236. 
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Majasyun dari ulama’ Malikiyah menetapkan lamanya hukuman yaitu setengah 
bulan, dua bulan atau empat bulan tergantung pada kadar harta yang ditahanya.71 
Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa tidak ada batas tertinggi yang pasti 
dan dijadikan pedoman untuk hukuman penjara sebagai ta’zîr dan hal itu diserahkan 
kepada ijtihad hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi tingkat kejahatan, 
hukuman, pelaku, tempat, waktu dan situasi ketika hukuman itu terjadi. Adapun batas 
terendah dari hukuman penjara sebagai ta’zîr juga tidak ada kesepakatan dikalangan 
ulama’. Menurut sebagian ulama’, seperti Al-Mawardi, batas terendah hukuman 
penjara adalah satu hari, namun menurut Ibn Qudamah, tidak ada ketentuan yang 
pasti, melainkan diserahkan pada ijtihad imam (ulil amri).72 
b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas 
Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan 
berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai bertaubat, dalam 
istilah lain disebut hukuman seumur hidup. Hukuman penjara sampai orang yang 
melakukan kejahatan tersebut mati, dikenakan kepada penjahat yang sangat 
berbahaya, misalnya seseorang yang melakukan pembunuhan atau membantu orang 
lain untuk melakukan tindakan pembunuhan. Hukuman yang tidak terbatas jenis yang 
kedua (sampai pelaku bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh 
                                                           
71Makhrus Munajat, Hukum Islam di Indonesia,h. 205. 
72Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah, h. 238. 
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membunuh dan mencuri, melakukan homo seksual, atau penyihir, mencuri untuk 
ketiga kalinya.73 
Hukum Islam mempunyai berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan 
terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat kejahatannya, diantaranya adalah 
ta’zîr.74Ta’zîr sendiri secara bahasa berarti pencegahan, pertolongan, dan kemudian 
kata ini sering digunakan untuk menunjukkan arti pendidikan dan pengajaran. 
Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, ta’zîr secara syara’ berarti hukuman yang 
disyari’atkan atas perbuatan maksiat atau jinâyah yang tidak ada had dan kafarat 
didalamnya. Baik itu jinayah terhadap hak Allah, seperti makan di siang hari bulan 
ramadhan, ataupun jinayah terhadap hak hamba, seperti pencurian yang tidak 
mencapai satu nisab, dan tuduhan yang bukan tuduhan zina.75 
Hukum Islam tidak pernah menutup kemungkinan diadakannya pidana 
penjara, sepanjang itu memang diperlukan. Apalagi pada masa Rasulullah saw., 
pernah dipraktekkan suatu jenis ta’zîr yang esensinya sangat mirip dengan pidana 
penjara, yaitu ta’zîr berupa pembuangan (Al-nafyu, Al-ib’ad) terhadap orang-orang 
yang menyerupai wanita, maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata: 
“Orang laki-laki yang menyerupai wanita (hukumannya adalah) dilenyapkan 
(diasingkan), karena ia tidak mendatangkan apa-apa kecuali kerusakan. Imam berhak 
                                                           
73 Markhus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Islam  (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 
h. 14. 
74Ta’zîr artinya hukuman yang jenis pelanggaran dan ketentuan hukumnya ditentukan oleh 
penguasa, lihat Abd Al-Qadir Awdah, At-Tasyri’ Al-Jina’ Al-Islami (Bairut: Dar Al-Fikr, 1963),          
h. 122.  
75Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), h. 197. 
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untuk membuangnya ke daerah yang penduduknya dipandang aman darinya, atau jika 
imam takut akan itu, penjarakanlah dia”.76 
 
Esensi dari ta’zîr pembuangan ini adalah untuk mengisolir pelaku kejahatan 
dari masyarakatnya agar ia tidak mempengaruhi yang lainnya, sebagaimana tampak 
dalam pernyataan Imam Ahmad diatas. Itu berarti bahwa esensi dari ta’zîr tidak 
berbeda dengan esensi pidana penjara (kurungan). 
Menurut Jimly Asshidiqie, pidana ta’zîr pembuangan yang dipraktekkan pada 
zaman dahulu sekarang ini perlu dipertanyakan relevansinya. Di zaman sekarang, 
dimana perhubungan dan transportasi sudah tidak menjadi masalah, berarti pidana 
pembuangan bisa dikatakan tidak punya arti sama sekali. Karena itu, mengingat 
esensi dari pembuangan dan penjara adalah sama, yaitu isolasi dan pelajaran bagi 
pelaku kejahatan, pidana pembuangan/pengasingan yang sudah tidak efektif ini perlu 
diganti dengan pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pengembangan lebih 
lanjut dari pidana ta’zîr berupa pembuangan/pengasingan. Karena yang terpenting 
adalah, bagaimana agar pidana ta’zîr yang dijatuhkan punya efektivitas.77 
Berdasarkan pemaparan diatas, jelas kiranya bahwa hukum Islam tidak pernah 
melarang diadakannya pidana penjara. Bahkan Rasulullahsaw., pernah membuat 
suatu pidana ta’zîr yang bisa dianggap mengindikasikan legalitas pidana ini dalam 
ranah hukum Islam. 
                                                           
76 Abdurrahman Al-Maliki, Nidzan al-Uqubah, (Bairut: Darul Amanah, 1990), h. 258. 




Hukum pidana Islam tidak mengenal pemenjaraan, karena konsep sebagai 
konsep jerah ini merupakan konsep yang lahir di dunia barat pada masa lalu. 
Pemidanaan dalam hukum pidana Islam bersifat segera dengan memaksimalkan 
perlindungan bagi pelaku pidana, korban, dan masyarakat lainnya. Pidana penjara 
hanya dapat diterima sepanjang pidana tersebut memberikan kemanfaatan bagi 
masyarakat.78 
B. Perlindungan Hukum Narapidana Wanita 
1. Pengertian Perlindunga Hukum 
Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberi 
definisi  hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak 
ada defenisi yang sempurna mengenai penegertian hukum, defenisi dari beberapa 
sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian 
terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap 
tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang 
dimaksud sebagai suatu pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. 
Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan 
larangan) yang mengurus tatatertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus 
ditaati.79 
                                                           
78Otto Yudianto, Eksistensi Pidana Penjara dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat 
(Kajian Pembaharuan Hukum Pidana), Jurnal Ilmu Hukum, h. 24. 
79Stipjo Raharjo, Ilmu Hukum, h. 38. 
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Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem 
aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk 
pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan 
sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuwensinya adalah tidak 
mungkin memahami hukum jika hanya memeperhatikan suatu aturan saja.80 
EM. Mayers memberikan defenisi bahwa hukum merupakan semua aturan 
yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukan pada tingkah laku manusia 
dalam masyarakat, dan sebagai pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam 
melakukan tugasnya. Sedangkan Immanuel kant menuturkan, hukum adalah 
keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat 
menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. SM. Amin juga 
memberikan pengertian bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang 
terdiri dari norma dan sanksi-sanksi, yang mana tujuan hukum adalah mengadakan 
ketertiban dalam pengaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban menjadi 
terpelihara. Dari ketiga definisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum tersebut, 
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu:81 
a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat ; 
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib ; 
c. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.  
                                                           
80Jimly Asshidiqie, dan Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarata: Sekjen dan 
Kepaniteraan MK-RI, 2006), h. 16. 
81Stipjo Raharjo, Ilmu Hukum, h. 40. 
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Hukum terdapat dalam masyarakat, demikian juga sebaliknya, dalam 
masyarakat selalu ada sistem hukum, sehingga timbullah adagium: “ubi societas ibi 
ius’’82 Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu: 
a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban; 
b. Hukum sebagai sarana pembangunan; 
c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;  
d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.  
Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan 
teratur ini tidak lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu tatanan. Karena 
dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, hukum disini merupakan 
bagian integral dari kehidupan manusia. Perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan 
bagi manusia demi perkelakuan di masyarakat untuk memberikan suatu nilai keadilan 
bagi masyarakat. Pada intinya, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat 
dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh 
subjek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari 
kesewenangan.83 
Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan 
pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan 
                                                           
82Ubi societas ibi ius atau dalam terjemahan bahasa Indonesia berarti “dimana ada masyarakat 
disitu ada hukum”, merupakan perkataan dari Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan 
ahli politik kelahiran Roma.  
83Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia (Cet. V; Surabaya: 
Bina Ilmu, 2008), h. 105. 
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tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati 
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.84 
Konsepsi perlindungan di negara kita, Indonesia, landasan pijakannya adalah 
Pancasila sebagai dasar Ideologi dan falsafah negara. Perlindungan hukum di 
Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat 
manusia yang bersumber pada pancasila. 
Simanjuntak juga mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya 
pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan 
bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yangberlaku.85 
Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum 
apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya  
b. Jaminan kepastian hukum.  
c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.  
d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.  
                                                           
84Stipjo Raharjo, Ilmu Hukum, h. 54. 
85Diperoleh dari laman https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-




Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, 
sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan-
kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.86 
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum  
Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan 
bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungam terhadap hak 
asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan 
dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya.87 
Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, 
landasan pijak kita adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. 
Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep 
rechtsstaat88dan “the rule of law”89. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep “rechtsstaat dan “the rule of 
                                                           
86Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, h.19. 
87Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, h. 19. 
88Rechsstaat adalah sebuah doktrin hukum Eropa yang berasal dari sistem hukum Jerman 
yang diperkenalkan oleh Robert von Mohl (1799-1875). Rechsstaat adalah sebuah negara 
konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Lihath; Hotma P. Sibuea, Asas 
Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Jakarta: 
Erlangga, 2010), h. 47 
89Rule of Law adalah prinsip hukum bahwa hukum harus memerintah negara dan bukan 
keputusan pejabat secara individu. Lihath; Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan 
Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, h. 47 
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law” menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah “rechtsstaat” atau “the rule 
of law”, sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator.90 
Menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak 
pada Pancasila, prinsip pelindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip 
pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber 
pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan 
dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada 
Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapn rakyat Indonesia secara 
instrinsik melekat pada Pancasila dan seyogianya memberi warna dan corak serta isi 
negara hukum yang berdasarkan Pancasila.91 
Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut:  
a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia  
Prinsip perlindugan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang 
bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan 
kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha 
                                                           
90Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, h. 19. 
91Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, h. 19. 
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merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, 
diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.92 
b. Prinsip Negara Hukum  
Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap 
tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan 
sebagai tujuan daripada negara hukum.93 
3. Macam-Macam Perlindungan Hukum  
Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat 
terdiri dari dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum 
represif. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat 
Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan 
terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip 
negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum preventif bertujuan 
untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum 
represif adalah suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan 
sebuah sengketa. Perlindungan preventif sangat besar artinya bagi tindakan 
pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya 
                                                           
92Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, h. 20. 
93Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, h. 20. 
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perlindungan yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam 
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.94 
Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat di fungsikan 
untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif, dan fleksibel, 
melainkan juga prediktif dan antipatif.95 Perlindungan hukum merupakan gambaran 
dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni 
keadilan kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu 
perlindungan yang diberikan kepada setiap subyek hukum sesuai aturan hukum, baik 
itu yang bersifat represif, tertulis atau tidak tertulis, dalam rangka menegakkan 
sebuah peraturan hukum. Pada hakekatnya setiap orang dan hal yang berkaitan 
dengan hukum berhak atas perlindungan dari hukum.96 
4. Pengertian Narapidana Wanita 
Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa narapidana adalah 
“orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); 
terhukum”.97Sementara dalam kamus istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana 
adalah orang hukuman atau orang buaian.98 Berdasarkan kamus hukum menyatakan 
                                                           
94Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, h. 21. 
95 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem(Bandung, Remaja 
Rusdakarya,1993), h.118. 
96Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, h. 22. 
97Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, 
h. 952. 
98Dahlan, M.Y. Al-Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual(Surabaya: Target Press, 
2003), h. 53. 
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sebagai berikut: “Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga 
pemasyarakatan”.99 Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah terpidana yang menjalanai pidana 
hilang kemerdekaaan di Lembaga Pemasyarakatan”. 100  Menurut Pasal 1 ayat (6) 
Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “terpidana adalah 
seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuataan hukum tetap”.101Berdasarkan pernyataan sebelumnya dapat disimpulkan 
bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa 
hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 
Wanita berasal dari bahasa sanksekerta wanita, yaitu pasif. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia wanita berarti wanita dewasa, 102  sedangakan dalam 
perkembangan bahasa indonesia, ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa 
wanita adalah pemeliharaan yang sabar, pasif, diam, dan menjadi persakitan, kurang 
standar, tidak diharab untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang 
diakui perannya.103Wanita disebut juga wanita, adalah sejenis makhluk dari bangsa 
                                                           
99Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, h. 102. 
100Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun1995  tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 
ayat 7. 
101Republik Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 
ayat 7. 
102Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, h. 1556. 
103 Primawardani, Yuliana, “Dampak Diskriminatif Perda No. 8 E Tahun 2005 Tentang 
Pelarangan Pelacuran terhadap HAK Perempuan dalm Jurnal HAM” 3, No1, 
April(2006).hhtp://peneliti.betlitbengham.go.id/kerangka.php?page=publikasi-etail&id=11 (05 
Oktober 2017) pukul. 11:15 WITA, h. 18. 
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manusia yang halus kulitnya, lunak sendi tulangnya dan agak berlainan dengan 
bentuk tubuh serta susunan tubuhnya dengan laki-laki.104 
Berdasrkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana wanita 
adalah wanita yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan 
dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 
5. Hak-hak Narapidana Wanita 
Membahas pemasyarakatan sebagai sebuah sistem sering terjebak dalam pola 
pikir yang lebih berorientasi pada kebutuhan narapidana laki-laki sebagai mayoritas 
dari narapidana yang ada di Indonesia. Sebagai akibat dari hal tersebut, isu-isu 
spesifik tentang wanita di dalam lembaga pemasyarakatan sering tidak mendapat 
perhatian yang cukup. 
Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan 
dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi 
suatu kewajaran bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan 
dengan narapidana lain.  
Terkait dengan posisi Indonesia yang telah meratifikasi CEDAW (konferensi 
penghapusan diskriminasi terhadap wanita) maka kebijakan-kebijakan pemerintah 
termasuk dalam konsep peradilan pidana, khususnya dalam pemidanaan harus mualai 
mempertimbangkan spesifik gender. Kenyataannya kebijakan-kebijakan dalam 
                                                           
104Muhammad  Thalib, Dilema Wanita Karir (Cet. I; Yogyakarta: Press, 1999),h. 112. 
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peradilan pidana dalam hal ini adalah pemasyarakatan belum sepenuhnya beradaptasi 
dengan tuntutan dunia internasional.  
Kebijakan sistem pemasyarakatan hal yang spesifik gender105baru terbatas 
pada pembedaan tempat dalam proses pembinaan terhadap narapidana wanita, yaitu 
di lapas khusus wanita. Demikian pula bila dilihat kebijakan khusus tentang 
pembinaan (Kepmenkeh M.02-PK.04.10 Tahun 1990), sensitif gender baru 
diperlihatkan dalam pemberian makanan tahanan dan narapidana khusus wanita.  
Secara prinsipil yang seharusnya dilakukan adalah menjadi aspek spesifik 
gender sebagai dasar pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan dalam sistem 
pemasyarakatan. Tujuan akhirnya dihasilkannya kebijakan-kebijakan sistem 
pemasyarakatan khusus narapidana wanita. Hal utama yang diperlukan adalah sebuah 
kebijakan khusus yang konferhensif dan tidak bersipat parsial. Seperti dibuatnya 
aturan-aturan khusus tenteng pola pembinaaan narapidana wanita, begitu pula dalam 
sitem penganggarannya.106 
Penanganan terhadap wanita dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak 
memiliki kebijakan resmi dan tertulis tentang manajemen dan pengawasan khusus 
bagi para pelanggar hukum wanita. Aturan yang digunakan adalah aturan yang 
awalnya dirancang untuk warga binaan laki-laki. Strategi-strategi kebijakan yang 
                                                           
105Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara wanita dan laki-laki 
yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan 
jaman. Kontruksi sosial dalam kaitan dengan ini adalah status dan peran dalam suatu sistem sosial 
yang terstruktur sehingga dapat berjalan dalam suatu keharmonisan. Lihat; Munir Fuady, Teori-teori 
Dalam Sosiologi Hukum (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2011), h.202. 
106 Departemen Hukum dan HAM Direktorat jenderal Pemasyarakatan, cetakan Biru 
Pembaharuan Pelaksanaan Pemasyarakatan (Jakarta: [t.p], 2008), h. 25. 
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responsif dan sensitif gender adalah yang mampu meciptakan lingkungan dan 
pemahaman yang menyesuaikan dengan realitas kehidupan wanita serta yang secara 
langsung menanggapi isu-isu gender.107 
Pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan 
merupakan suatu rangkaian proses dalam upaya mempersiapkan narapidana kembali 
atau berintegrasi ke dalam masyarakat. Seluruh proses pembinaan narapidana dengan 
sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk 
mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, 
fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula finansial dan materiil) yang 
dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.108 
Pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan 
terhadap narapidana pria karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik 
maupun psikologis dengan narapidana pria. Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan pasal 12 ayat (1) dan (2): 
Ayat 1.  Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan 
penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c.lama pidana yang 
dijatuhkan; d. jenis kejahatan; e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan 
atau perkembangan pembinaan.109 
Ayat 2.  Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di LAPAS wanita. 
Berdasarkan ketentuan UU No. 12 tahun 1995 pasal 1 dan 2, maka 
dibuatlah LAPAS khusus untuk wanita. Tujuan didirikannya LAPAS 
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Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 13. 




wanita tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana pria dengan 
narapidana wanita dengan alasan faktor keamanan dan psikologis.110 
 
Adapun cara pembinaan di lembaga pemasyarakatan narapidana wanita pada 
dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Hanya 
saja ada sedikit kekhususan dimana di lembaga pemasyarakatan narapidana wanita 
diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, salon dan memasak 
yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum wanita. Selain itu lembaga 
pemasyarakatan wanita juga memberikan cuti haid bagi narapidananya yang 
mengalami menstruasi. Dalam hal melakukan pekerjaan, narapidana wanita diberikan 
pekerjaan yang relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan narapidana laki-laki. 
Hal ini mengingat fisik wanita biasanya lebih lemah jika dibandingkan dengan 
narapidana laki-laki. 
Selain diberikan beberapa keterampilan seperti tersebut di atas, lembaga 
pemasyarakatan wanita juga memberikan keterampilan lain berupa pelajaran pembina 
kesejahtraan keluarga (PKK). Hal ini dimaksudkan supaya bila kelak narapidana 
wanita keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah mempunyai keterampilan 
sendiri sehingga dapat menjadi manusia yang mandiri dan berguna bagi diri sendiri, 
keluarga dan masyarakat pada umumnya serta dapat bersosialisasi dengan masyarakat 
disekitarnya. Sedangkan untuk narapidana wanita yang sedang hamil atau menyusui 
diberikan perlakuan khusus. Hal ini diatur dalam PP No. 32 tahun 1999 tentang 
                                                           




Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 20 ayat 
1, 3, 4 dan 5  
Ayat 1.  Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau 
menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuaidengan petunjuk 
dokter.111 
Ayat 3. Anak dari narapidana wanita yang di bawa ke dalam LAPAS ataupun yang 
lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling 
lama sampai anak berumur 2 tahun.112 
Ayat 4.  Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telahmencapai 2 tahun, 
harus diserahkan kepada bapaknya atau sanakkeluarga, atau pihak lain atas 
persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.113 
Ayat 5.  Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan 
makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berdasarkan 
pertimbangan dokter.114 
 
Banyak di antara kejahatan yang dilakukan oleh wanita adalah sebuah pilhan 
yang sulit ditengah keputusan. Karena itu proses pemasyarakatan bagi narapidana 
wanita jelas harus berbeda dengan yang dominan diterapkan pada narapidana pria, 
karena secara kodrat wanita memiliki siklus kesehatan yang berbeda dengan pria.115 
Kenyataan budaya di Indonesia yang menepatkan beban pengasuhan dan 
perawatan keluarga pada wanita juga perlu dipertimbangkan dalam membuat 
kebijakan bagai narapidana wanita. Strategi kebijakan yang menekankan pada aspek 
                                                           
111Republik Indinesia, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
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112Republik Indinesia, Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata 
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keamanan telah mengurangi hak warga binaan wanita untuk mendapatkan cuti 
mengunjungi keluaraga karena adanya kenyataan angka kembali setelah cuti 
mengunjungi keluaraga diberikan yang rendah. Karena itu upaya inspirati adalah 
membuka ruang komunikasi yang lebih baik dengan kelaurganya.116 
Selain permaslahan yang dihadapi di dalam lapas, permaslahan yang spesifik 
juga dialami pasca bebas. Kebutuhan untuk mendapatkan tempat tinggal, pekerjaan, 
pendidikan serta kerampilan yang menjadi penunjang untuk medpatkan pekerjaan 
harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum narapidana bebas dari pemidanaannya. 
Terdapat sejumlah prinsip dari program-program yang dianggap sensitif dan 
responsif terhadap gender, diantaranya adalah sebgai berikut:117 
a. Menjamin adanya petugas yang memiliki pemahaman akan isu-isu wanita dan 
kebutuhan wanita yang kompleks dan mengerti bagaimana mengimplementasikan 
pelayanan yang sensitif gender secara praktis; 
b. Menjamin pemberdayaan wanita untuk membuat keputusan atas perawatan dan 
perkembangan mereka sendiri, dan untuk berpartisipasi di dalam pembuatan 
keputusan; 
c. Menggunakan pendekatan holistik, dengan memahami berbagai faktor yang 
mungkin mempengaruhi; 
                                                           
116 Departeman Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Cetak Biru 
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d. Megakui bahwa stereotipe peran jenis kelamin tertentu dan peran gender yang 
dikonstruksi secara sosial dapat memojokkan posisi wanita; 
e. Menjamin bahwa fokusnya adalah mengembangkan dan mengimplementasikan 
layanan yang tepat dan memenuhi kebutuhan wanita. 
Berbagai ketentuan peraturan yang memuat perlindungan hukum terhadap 
wanita merupakan salah satu indikasi telah adanya perlindungan perbedaan perlakuan 
terhadap seseorang atas dasar perbedaan jenis kelamin. Dengan adanya ketentuan 
tersebut, artinya wanita secara khusus diberikan jaminan perlindungan hak dalam 
berbagai hal.118 Demikian halnya posisi seseorang sebagai Narapidana mempunyai 
hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana 
wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Dalam hal ini masing-masing narapidana 
harus ada yang dikedepankan. 
C. Konsep Sistem Pemasyarakatan 
1. Pengertian Sistem pemasyarakatan 
Menurut Suhardjo istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan 
resosialisasi atau rehabilitasi, sejak tahun 1964 istilah rumah penjara teah diubah 
pemasyarakatan bukanlah tempat untuk menghukum atau menderitakan orang-orang 
yang melakukan suatu tindakan menyimpang, akan tetapi lembaga pemasyarakatan 
adalah tempat untuk mendidik dan membina orang-orang yang telah berkelakuan 
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menyimpang, agar setelah menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan 
dapat kembali menjalani kehidupan ditegah-tegah masyarakat dengan kondisi yang 
lebih baik.119 Roslan Saleh mendefenisikan resosialisasi sebagai usaha dengan tujuan 
terpidana akan kemabali kedalam amsyarakat dengan kondisi yang lebih baik, dalam 
arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa mengulangi kejahatan yang 
pernah dilakukan sebelumnya.120 
Mengenai konsep resosialisasi Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa 
resosialisasi adalah suatu proses interaksi antara narapidana, petugas lembaga 
pemasyarakatan, dan masyarakat, sehingga dapat dengan baik mereadaptasi norma-
norma dan nilai-nilai yang berlaku dan hidup ditengah-tengah masyarakat.121 Proses 
resosialisasi bertujuan untuk merubah perilaku narapidana dengan cara 
mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan memotivasi narapidana sebagai 
masyarakat yang baik dan berguna yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma 
yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. 
Ketentuan Pemerintah mengenai konsep pemasyarakatan terdapat dalam Surat 
Keputusan Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 
Februari 1985. Adapun isi surat keputusan direktorat tersebut adalah sebagai berikut: 
                                                           
119Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagia I(Jakarata: raja Grafindo Persada, 2002), 
h.38. 
120 Diperoleh dari laman http://online-hukum-blogspot.com/2011/01/pengertian-tentang-
sistem.html#. Diakses pada tanggal (26 Oktober 2017), pukul. 12:10 WITA. 
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“Pemasyarakatan adalah suatu peruses, proses theurapeuntie dimana 
narapidana sewaktu masuk dalam lembaga pemasyarakatan berada dalam 
keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan 
negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan 
yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang tidak 
bersangkutan tersebut, sehingga narapidana dengan masyarakat 
disekelilingnya merupakan suatu ketentuan dan keserasian (keharmonisan 
hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan)”122 
 
Pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, mendefenisikan tentang sistem pemasyarakatan sebagai berikut: 
“Suatu tatanan dan arah menegnai batasan serata cara pembinaan warga 
binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara 
terpadu atara Pembina dan yang dibina, dan masyarakat unruk meningkatkan 
kwalitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat 
diterima kembali oleh lingkaran masyarakat, dan aktif bergerak dalam 
lingkaran pembagunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara 
yang baik dan bertanggung jawab”123 
 
Berdasarkan defenisi sistem pemasyarakatan yang dijelaskan di atas sistem 
pemasyarakatan juga dapat didefenisikan sebagai suatu proses pembinaan terhadap 
narapidana, dengan cara medidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, 
sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi 
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2. Sejarah Sistem Pemasyarakatan 
Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana perampasan kemerdekaan. 
Sudah cukup banayak negara yang menjadikan pidana penjara sebagai pidana pokok 
termasuk Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan dicantumkannya pidana penjara 
sebagai pidana pokok ke dalam kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).124 
Adanya penajara merupakan landasan lahirnya suatu sistem pidana hilang 
kemerdekan. Pada jaman dahulu, sistem pidana yang dikenal dan diberlakukan hanya 
pidana mati, pidana badan (dicambuk, pemotongan anggota badan dan sebagainya), 
pidana pengasingan, dan kerja paksa. Sistem pidana tersebut dianggap gagal karena 
konsep pidana jaman dahulu tersebut kejam dalam pelaksanaannya.125 
Awal mula munculnya pemidanaan di dunia dimulai dengan muculnya 
filosofi retributif. Filosofi retributif adalah sistem penghukuman yang hadir sebagai 
upaya pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan. Penghukuman 
yang berjalan tidak mepertimbangkan kemanfaatan hukuman terhadap terpidana itu 
sendiri maupun masyarakat pada umumnya.126 
Konsep pidana yang hadir pada jaman dahulu perlahan digantikan oleh pidana 
perampasan kemerdekaan. Di Indonesia pada masa kerajaan belum dikenal yang 
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Pemasyaraktan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008), h. 54. 
69 
 
namanya pidana hilang kemerdekaan. Pidana pokok yang berlaku mada masa tersebut 
adalah pidana mati, pidana pemotongan anggota badan, denda, dang anti rugi. Pada 
masa ketika Belanda menguasai beberapa bagian dari Indonesia, Belanda 
membedakan hukuman yang diberlakukan bagi orang-orang bumi putera dan 
mengadakan peradilan yang dikhususkan untuk orang-orang bumi putra.127 
Keberadaan konsep penjara yang terdapat di Indonesia merupaka warisan dari 
kolonial Belanda. Pada jaman Belanda menguasai sebagian dari penjara Indonesia 
dibagi menjadi tiga macam yaitu:128 
a) Bui, dibatasi untuk pemerintah kota; 
b) Ketingkwartier (Penjara untuk orang-orang perantau); 
c) Vrouwentuchthuis (Penjara untuk menampung wanita) 
Melalui Lembaran Negara 1871 No. 78/Tuchtreglement van 1871, 
Departeman Justise merancang konsep penjara di kawasan Hindia Belanda. Dalam 
Lembaran Negara tersebut memerintahkan agar dipisah-pisahkan suatu penjara 
bedasarkan golongan (golongan orang-orang bumi putera dan golongan orang-orang 
Eropa), berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan hukumannya (terpidana berat dan 
terpidana ringan).129 
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Pada tahun 1905 terjadi perubahan besar dalam konsep penjara baik dari segi 
sistemnya sampai pada perubahan fisiknya. Penjara mulai dibangun diatas lahan yang 
cukup luas dengan kondisi bangunan yang cukup baik, penambahan kwantitas 
sumberdaya manusia (sipir) guna memaksimalkan fungsi sebagai pelaksana aturan di 
dalam penjara.Didirikannya penjara pusat sebagai tempat bagi narapidana yang 
mendapatkan hukuman berat, dengan kapsitas daya tampung sampai dengan 700 
orang terpidana.130 
Dibentuknya Reglement Penjara Baru (Gestichen Reglement) Staatblad 1917 
No. 708 pada tahun 1917dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918 
berdasarkan Pasal 29 Wetboek van Stafrecht (WvS) yang terdiri dari 114 Pasal yang 
mengatur tentang perlunya pembentukan sistem penjara baru yang mengatur tentang 
pembinaan narapidana agar menjadi manusia yang susila.131 pada masa pembaharuan 
sistem penjara ini terdapat 3 jenis penjara yaitu:132 
a) Penjara Pusat (Centrale Gevagenis Stratgevagenis), penjara pusat berfungsi 
menampung terpidana yang mendapatkan hukuman diatas 1 tahun. Penjara pusat 
memiliki perusahaan dan perbengkelan yang dikelolah oleh pihak penjara dan 
narapidana. 
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b) Penjara Negeri (Land Gevagenis), penjara negeri berfungsi menampung terpidana 
yang hukumannya dibawah 1 tahun. Penjara negeri memeberikan pekerjaan 
dalam bentuk kerajianan, dan bengkel-bengkel kecil. 
c) Rumah Tahanan (Huis van Bewarding), rumah tahanan berfungsi untuk 
menampung tahanan dan terpidan yang mendapatkan hukuman yang ringan. 
Tahun 1919 di Jatinegara telah didirikan sebuah penjara khusus bagi 
narapidana seumur hidup dan narapidana yang melakukan banyak pelanggaran 
(narapidana nakal). Di Tanah Tinggi pada tahun 1925 didirikan sebuah penjara 
khusus bagi narapidana yang berumur dibawah 20 tahun (narapidana anak). 
Kemudian pada tahun yang sama di Batavia dan Surabaya dibentuk sebuah program 
yang diberi nama Clearing House. Program Clearing House dibentuk untuk 
menyeleksi narapidana yang mendapatkan hukuman di atas satu tahun kemudian 
dipilih dan di pindahkan ke penjara yang sesuai dengan jiwa, watak, dan jenis 
pekerjaan yang dibutuhkan narapidana selama menjalani masa pidannya.133 
 Pembaharuan pada sistem penjara terus dilakukan guna untuk menciptakan 
narapidana yang susila. di penjara Cipinang pada tahun 1925 dibuat tempat tidur 
terpisah antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya, bentuk 
pemisahan tersebut bertujuan untuk meminimalisir tindakan pencabulan yang 
dilakukan narapidana terhadap narapidana lainnya. 134 
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 Upaya perbaikan dan peningkatan kwaliatas terhadap sistem penjara terus 
dilakukan oleh banyak Negara termasuk Indonesia, upaya tersebut puncaknya terjadi 
pada tahun 1933 telah dirancang sebuah naska yang mengusung tentag konsep 
pembaharuan sistem penjara oleh IPPC (The Internasional Penal and Panitentiary 
Commision) Komisi Internasional Pdana dan Pelaksanaan Pidana. Kemudian pada 
tahun 1934 diajukan untuk disetujui di Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa (The 
Assembly of The Leaque of Nation). Selanjutnya pada tahun 1955 naskah yang 
diajukan IPPC tersebut mengalami perbaikan dan disetujui dalam Kongres 
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 31 Juli 1957 dikenal dengan 
Standard Minimum Rules (SMR) dalam proses pembinaan narapidana. Berdasarkan 
hasil kongres tersebut diperintahkan setiap negara untuk menerima dan 
menerapkannya.135 
 Konsep pembinaan terhadap narapidana merupakan hal yang tidak boleh 
dikesampingkan, sebab pembinaan narapidana merupakan hal yang terpenting dari 
sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang digagas oleh Sahardjo 
dikemukakan dalam orasi ilmianya pada saat menerima penganugerahan gelar Doktor 
Honoris Causa oleh Universitas Indonesia dalam bidang Ilmu Hukum pada tanggal 5 
Juli 1963 di Istana Negara Jakarata dengan judul “Pohon Beringin Pengayoman”. 
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Pada kesempatan tersebut Sahardjo mengemukakan tujuan pidana penjara sebagai 
berikut: 
 “tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna 
tidak hanya masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat terpidana, 
melainkan juga orang-orang yang telah tersesat, diayomi oleh pohon beringin dan 
diberi bekal hidup agar menjadi seorang anggota masyarakat sosialyang berguna”136 
 
 Shardjo juga mengmukakan tugas hukum untuk memberikan pengayoman 
kepada seluruh warga negara, tak terkecuali narapidana sebagai warga binaan 
pemasyrakatan guna tercapainya dan terpeliharanya cita-cita luhur bangsa. Hal 
tersebut disampaikan saat menjelaskan pohon beringin sebagai lambang hukum 
Negara Indonesia. Sahardjo juga menghendaki adanya pengayoman terhadap 
narapidana melalui pembinaan dan bimbigan, baik jasmani maupun rohani, agar 
narapidana dapat kembali ditegah-tegah masyarakat sebagai warga negara yang 
berguna dan bertanggung jawab. Berdasarkan gagasan tersebut dirumuskanlah 
prinsip-prinsip pemasyarakatan sebagai berikut:137 
a) Pemberiaan pengayoman kepada warga binaan agar mereka kembali ke 
masyarakat dapat menjadi masyarakat yang baik dan berguna; 
b) Pemberiaan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat dan bertakwa; 
c) Penjatuhan pidana bukan balas dendam oleh negara; 
d) Negar tidak boleh membuat lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum 
dijatuhi pidana; 
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e) Selama kehilangan kemerdekaan, mereka tidak dijatuhkan dan dikesampingkan 
dari kegiatan dan pergaulan masyarakat; 
f) Pekerjaan yang diberikan tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu; 
g) Perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan yang diberikan harus 
berdasarkan pada Pancasila; 
h) Sebagai manusia yang tersesat mereka harus diperlakukan manusiawi; 
i) Satu-satunya derita yang dialami adalah hilangnya kemerdekaan, dalam arti 
terhadap narapidana yang bersangkutan tidak boleh dikenakan pidana tambahan, 
seperti penyiksaan pisikologi dan fisik; 
j) Penyediaan sarana untuk dapat mendukung fungsi preventif, kuratif, rehabilitative 
dan edukatif. 
Gagasan yang kemukakan Sahardjo di atas menjadi dasar dalam konsep 
pemasyarakatan yang sering disebut treatment philosophy atau behandeling filosofi. 
Istilah pemasyarakatan juga dikemukakan oleh Sahardjo dimana gagasan 
pemasyarakatan tersebut disamakan dengan resosialisasi atau rehabilitasi, selanjutnya 
istilah rumah penjara kemudian dihilangkan dan diganti dengan istilah lembaga 
pemasyarakatan pada tahun 1964. Sahardjo  juga mengemukakan bahwa lembaga 
pemasyarakatan bukanlah tempat untuk menghukum atau menderitakan seseorang, 
namun lemabaga pemasyarakatan adalah temapat untuk membina dan mendidik 
orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang, diharapkan setelah 
menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan  dapat kembali ditegah-tegah 
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masyarakat dengan kondisi yang lebih baik dan dapat menjadi warga negara yang 
baik dan bertanggung jawab.138 
Konsep tentang sistem pemasyarakatan yang di kemukakan oleh Sahardjo 
sejalan dengan pandangan Frank E. Hagan (introduction to criminology) dalam 
pandangan Frank E. Hagan pendekatan yang diutamakan adalah rehabilitasi dan 
perlindungan terhadap masyarakat. Selanjutnya menurut Herbert L. Parcker, 
pemidanaan harus berorintasi pada usaha-usaha pembinaan narapidana yang 
bertujuan memulihkan kepribadiaan narapidana agar dapat menjadi pribadi yang 
mandiri setelah selesai menjalani masa pidananya. Dalam menetapkan dan 
menjalankan konsep pemasyarakatan pemerintah Indonesia berusaha menciptakan 
lingkungan lembaga pemasyarakatan yang memperlakukan narapidana berdasarkan 
Pancasila.139 
Puncak sistem pemasyarakatan dapat dilihat pada tanggal 27 April 1964 
dalam Konferensi Nasional Kepenjaraan di Grand Hotel Lembang, di Kota Bandung. 
Pada Konferensi tersebut di ikuti oleh Direktur Penjara seluruh Indonesia. Pada 
tanggal 27 April tersebut telah ditetapkan sebagai hari pemasyarakatan. Pada 
konferensi tersebut istilah kepenjaraan juga dihapuskan dan diubah menjadi istilah 
pemasyrakatan. Konsep pemasyarakatan pelanggar hukum tidak lagi menjadi objek 
hukum yang diperlakukan sewenag-wenang, namun pelanggar hukum dipandang 
                                                           
138 Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002), h. 38. 
139 Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia, 40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme, h. 36. 
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sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan 
harkat dan martabat yang didasarkan pada falsafah Pancasila. Sistem pemasyrakatan 
dititip beratkan pada bentuk pengayoaman dan pembinaan hal ini kemudian 
melahirkan fungsi pokok lembaga pemasyarakatan untuk membimbing dan membina 
narapidana.140 
3. Prinsip Lembaga Pemasyarakatan 
Konsep pemasyarakatan yang menganut pengayoman dan pembinaan 
terhadap narapidana memiliki prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati, adapun 
prinsip pemasyarakatan yang telah disepakati adalah sebagai berikut: 
a) Pemberian pengayoman kepada warga binaan agar mereka kembali ke 
masyarakat menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna; 
b) Pemebrian bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat dan bertakwa; 
c) Penjatuhan pidana bukan balas dendam; 
d) Negara tidak boleh membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat dari pada 
sebelum dijatuhi pidana; 
e) Selama kehilangan kemerdekaan, mereka tidak dijauhkan dan dikesampingkan 
dari pergaulan dan kegiatan masyarakat; 
f) Pekerjaan yang diberikan tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu; 
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Republik Indonesia, 40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme, h. 37. 
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g) Perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka 
harus berdasarkan pancasila; 
h) Sebagai manusia yang tersesat, mereka harus diperlakukan secara manusiawi; 
i) Satu-satunya derita yang dialami adalah dijatuhi pidana, hilangnya kemerdekaan, 
dalam arti terhadap narapidana yang bersangkutan tidak boleh dikenakan 
penderitaan tambahan, seperti penyiksaan pisikologi dan fisik; 
j) Penyediaan sarana untuk dapat mendukung fungsi preventif, kuratif, rehabilitative 
dan edukatif.141 
Prinsip-prinsip pemasyarakatan di atas sudah dengan jelas memberikan 
gambaran bahwa sistem pemasyarakatan menjadikan pengayoman dan pembinaan 
sebagai pedoman untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaannya. 
Untuk mewujudkan prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut tentu saja peran dari 
petugas lemabaga pemasyarakatan menjadi salah satu faktor terpenting, petugas 
dituntun secara maksimal menerapkan prinsip-prinsip tersebut agar dapat membentuk 
narapidana yang siap untuk kembali ditegah-tegah masyarakat dan menajadi 
warganegara yang baik dan bertanggung jawab. 
Pembentukan program-program pembinaan yang bertujuan untuk 
mengembalikan kesadaran hukum narapidana adalah hal yang tidak boleh 
disepelekan. Program-program pembinaan yang direncanakan dengan baik, dan 
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TulisanTulisanBaharuddin Surjobroto, h. 45. 
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dilaksanakan dengan penuh kesadaran akan mampu menajaga itegritas sistem 
pemasyarakatan.142 
Prinsip-prinsip pemasyarakatan secara subtansi menekankan kepada 
perlakauan yang manusiawi terhadap narapidana. Penjatuhan pidana terhadap 
narapidana hanya mencabut hak kemerdekaan bergerak dari narapidana tersebut dan 
pemidanaan tidak boleh merenggut hak-hak lain yang dijamin oleh Undang-Undang. 
Selama masa pemidanaan berjalan negara tidak boleh membuat narapidana berada 
dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Hal tersebut dapat diwujudkan 
melalui bentuk perlindungan hukum narapidana. 
4. Tujuan Sistem Pemasyarakatan 
Pembinaanterhadap narapidana yang sampai hari ini masih terus 
diberkembang sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan terhadap 
narapidana yang sampai hari ini masih berjalan pada awalnya berangkat dari 
kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai dengan perkembangan nilai dan 
norma yang terus tumbuh di tegah-tegah masyarakat. 143  Tujuan dari system 
pemasyarakatan bukan lagi membuat narapidana jerah atas tindakan menyimpang 
yang telah dilakauakn akan tetapi narapidana dibina untuk kemudian dapat 
dimasyarakatkan kembali. Hal tersebut digagas oleh Sahardjo pada saat menjabat 
sebagi Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1960. 
                                                           
142 Dwija Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: Refika 
Aditama, 2006), h.101. 
143C.I.Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana (Jakarta: Djambatan, 1995), h. 13. 
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Berdasarkan Konfrensi Nasional Kepenjaraa yang pertama kali 
diselenggarakan pada tanggal 27 April 1964 di Grand Hotel Lembang, Kota 
Bandung, telah merumuskan tujuan dari sistem pemsyarakatan sebagai berikut: 
a) Warga negara yang tersesat harus diayomi, degan memeberikan bekal hidup 
sebagai warga negara yang baik dan berguna berdasarkan Pancasila. Bekal hidup 
yang diberikan bukan hanya finansial dan materil, tetapi yang terpenting adalah 
mental, fisik, keahlian, dan keterampila, sehinggah memiliki keiginan dan 
kamampuan yang potensial untuk menjadi warga negara yang baik, serta berguna 
bagi pemabgunan negara; 
b) Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Narapidana tidak 
boleh mendapatkan tindakan kekerasan dan penyiksaan baik mental maupun fisik. 
Satu-satunya derita yang di dapatkan adalah kehilagan hak kemerdekaan 
bergerak; 
c) Pembinaan yang diberikan kepada narapidana bertujuan untuk menyadarkan 
narapidana atas kesalah yang telah diperbuat serta mengajarkan dan menanamkan 
nilai dan norma yang hidup di tegah-tegah masyarakat.144 
Tujuan dari penyelenggaraan sistem pemasyarakatan juga termuat dalam pasal 
2 dan 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut 
dapat dilihat sebagai berikut: 
 
                                                           
144 C. Djiman Samosir, Penologi dan Pemasyarakatan (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 
2016), h. 199. 
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a) Pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyrakatan berbunyi: 
“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memebentuk warga 
binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, meyadari kesalahan, 
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidan sehingga dapat diterima 
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif bergerak dalam 
pembagunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik 
dan bertanggung jawab”145 
 
b) Pasal 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
berbunyi: 
“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan 
agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat 
berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan 
bertanggung jawab”146 
 
Sistem pemasyarakatan yang menjadikan pembinaan sebagai dasar 
merupakan pelaksanaan penegakan hukum pidana. Berdasarkan bunyi pasal 2 dan 
pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1995  tentang Pemasyarakatan telah 
memberikan gambaran tetantang tujuan dari system pemasyarakatan adalah untuk 
menjadikan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga negara yang baik dan 
bertanggung jawab sehingga dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. 
5. Asas Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan 
Sistem pemasyarakatan meletakkan pembinaan sebagai dasar pelaksanaannya, 
dimana hal tersebut telah di atur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 
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1995 Tentang Pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan 
berdasarkan asas:147 
a) Pengayoman 
Pengayoman adalah perlakuaan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam 
rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga 
binaan pemasyarakatan dengan cara memeberikan pembekalan melalui 
pembinaan. 
b) Persamaan Perlakuakn dan Pelayanan 
Warga binaan pemasyarakatan harus diperlakukan dan dilayani tanpa adanya 
diskriminasi 
c) Pendidikan 
Waraga binaan pemasyarakatan wajib mendapatkan pendidikan karena 
merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi guna dapat memberikan kesiapan 
bagi warga binaan pemasyarakatan untuk dapat kembali ditegah-tegah masyarakat 
dengan kondisi yang lebih baik  
d) Pembimbingan 
Bimbingan merupakan suatu layanan yang diberikan kepada warga binaan 
pemasyarakatan yang berlandaskan pada jiwa kekeluargaan, budi pekerti, 
pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan. 
 
                                                           




e) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia 
Asas ini kemudian dijelaskan sebagi bentuk untuk memeperlakukan warga binaan 
sebagai orang yang tersesat dan harus diperlakukan dengan manusiawi 
f) Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan 
Asas ini mewakili konsep rehabilitasi bagai warga binaan pemasyarakatan yang 
diberikan negara  
g) Terjaminya hak untuk dapat berhubungan dengan keluarga dan orang-orang 
tertentu 
Dengan asas ini telah menjamin warga binaan pemasyarakatan untuk tidak 
diasingkan dari masyarakat, dengan cara kunjugan ke lembaga pemasyarakatan, 
dan melakukan kegiatan social masyarakat di dalam lembaga pemasyarakatan. 
Ada 3 (tiga) pikiran pemasyarakatan yang kemudian mencangkup seluruh 
asas dari pembinaan yaitu:148 
a) Sebagai tujuan berarti dengan adanya pembimbingan pemasyarakatan narapidana 
diharapkan dapat menyadari kesalahan dan bertaubat dan kembali menjadi warga 
negara yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku 
b) Sebagai proses berarti seluruh bentuk kegiatan yang dilakukan selama proses 
bimbingan dan pembinaan berlangsung  
c) Sebagai metode berarti cara atau konsep yang harus dibuat untuk mencapai tujuan 
dari pembinaan dan pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan  
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Rineika, 1996), h. 12. 
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Bentuk dan proses pembinaan yang dijalankan dalam system pemasyarakatan 
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang bertujuan untuk 
mengembalikan warga binaan pemasyarakatan dilingkungan masyarakat degan 
kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. 149 
D. Kerangka Konseptual 
Perlindungan hukum adalah sebuah hak dasar yang dijamin di dalam nash al 
Qur’an dan negara, secara khusus narapidana wanita adalah seorang wanita dewasa 
yang telah difonis atas perbuatannya melakukkan pelanggaran tindak pidana juga 
memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. AlQur’an dan sunnah merupakan landasan 
utama dari hukum Islam. Pada penelitian ini Al Qur’an dan sunnah menjadi landasan 
hukum dalam menganalisa konteks perlindungan hukum terhadap narapidana wanita 
dari persepektif hukum Islam.  
Selanjutnya peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia dan 
sistem pemasyarakatan akan digunakan sebagai landasa hukum untuk melihat kondisi 
di lapas kelas IIA Watampone apakah lapas tersebut telah dan memenuhi hak-hak 
narapidana wanita dan menjalankan sistem pemasyarakantan sesuai dengan amanat 
Undang-Undang. 
Untuk mengetahui apakah hak-hak hukum narapidana yang terdapat di lapas 
kelas IIA Watampone telah tercapai penulis menentukan indikator yang harus 
                                                           




dicapai. Adapun indikator dalam meneliti kondisi lapas kelas IIA Watampone peneliti 
membagi menjadi 3 (tiga) indikator penilaiaan sebagai berikut:  
Pertama, mengkaji subtansi perlindungan hukum dilihat dari aspek 
keamanan, aspek kesehatan, aspek keterampilan, aspek spiritual, kedua mengkaji 
kondisi lapas kelas IIA Watampone dengan melihat dari segi fasilitas yang disiapkan 
untuk memenuhi hak-hak narapidana wanita, pengamanan khusus bagi narapidana 
wanita, pelayanan khusus bagi narapidana wanita, pembinaan khusus bagi narapidana 
wanita, ketiga mengkaji kondisi narapidana wanita yang terdapat di lapas kelas IIA 
Watampone dengan melihat sejauh mana sikap integritas narapidana wanita selama 
berada di dalam lapas, bagaiaman kondisi prilaku narapidana wanita selama 
menjalani masa pidannya, bagaiaman bentuk kekompakan atau kerjasama sesama 
narapidana wanita sebagai bentuk persiapan untuk kembali ke tengah-tengah 
masyarakat. Selanjutnya, apabila ke 3 (tiga) indikator tersebut terpenuhi maka untuk 


































tentang Hak Asasi Manusia  
Peraturan Perundang-undagan 
tentang Pemasyarakatan 









4. Keterampilan  
Perlindungan Hukum 
Narapidana Wanita 
Terwujudnya Perlindungan Hukum 
Narapidana Wanita Yang  Islami 
Y 
Kondisi Lapas Klas IIA 
Watampone 
X2 
1. Fasilitas Layak 
2. Pelayanan Khusus 
3. Pengamanan Khusus 









E. Defenisi Oprasional Variabel 
Untuk mencapai konsep perlindugan hukum narapidana wanita yang islami, 
maka defenisi variable penelitian diuraikan sebagai berikut: 
1. Dimaksudkan Al-Qur’an dalam tesis ini adala kitab suci yang dijadikan sebagai 
pedoman hidup pemeluk agama Islam. 
2. Dimaksudkan hadis dalam tesis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan 
kepada Nabi Muhammad s.a.w., baik perkataan, perbuatan dan ketetapan atau 
pesetujuannya yang dijadikan ketetapan atau landasan hukum di dalam agama 
Islam. 
3. Dimaksudkan peraturan tentang HAM (Hak Asasi Manusia) dalam tesis ini 
adalah segala bentuk peraturan yang melindungi hak-hak setiap manusia yang 
dimilikinya sejak dilahirkan di dunia.  
4. Dimaksudkan peraturan tantang pemasyarakatan dalam tesis ini adalah peraturan 
yang mengatur tentang sistem pembinaan narapidana dalam lembaga 
pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi narapidana 
menjadi lebih baik dari sebelumnya. 
5. Dimaksudkan dengan perlindungan hukum  narapidana wanita dalam tesis ini 
adalah melindungi segala hak-hak prinsipil narapidana wanita selama berada 
dalam lembaga pemasyarkatan 
6. Subtansi perlindungan hukum narapidana wanita yang dimaksudkan adalah 
seluruh hak-hak prinsipil narapidana wanita yang harus dipenuhi selama selama 
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berada dalam lembaga pemasyarakatan. Variable ini dijadikan sebgai variable X-
1 dengan segala indikator-indikator pengukurannya adalah seabgai berikut: 
a) Spiritual yang dimaksudkan adalah pembinaan spiritual narapidana wanita 
terlaksana dengan efektif selama berada dalam lembaga pemasyarakatan 
b) Keamanan yang dimaksud adalah keamanan narapidana wanita terjamin 
selama berada dalam lembaga pemasyarkatan 
c) Kesehatan yang dimaksudkan adalah kesehatan narapidana wanita 
narapidana wanita terjamin selama berada dalam lembaga pemasyarkatan 
d) Keterampilan yang dimaksud adalah pendidikan keterampilan yang 
diberikan kepada narapidana wanita terlaksana dengan efektif selama 
berada dalam lembaga pemasyarakatan 
7. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang dimaksudkan sebagai tempat membina 
narapidana wanita agar dapat menjadi manusia yang dapat diterima di tengah-
tengah kehidupan masyarakat ketika kembali pada lingkungan masyarakat yang 
berada di luar lembaga pemasyarakatan.  
Variable ini dijadikan sebgai variable X-2 dengan indikator-indikator 
pengukurannya adalah sebgai berikut: 
a) Fasiltas layak yang dimaksudkan adalah selurun fasilitas yang terdapat di 
dalam lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai penunjang 
keperluan atau kebutuhan narapidana wanita sebagai manusia 
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b)  Pelayana khusus yang dimaksud adalah setiap petugas yang melayani 
hak-hak khusus narapidana wanita sesuai dengan kodratnya  
c) Pengamanan khusus yang dimaksud  adalah pemberian fasilitas 
pengamanan yang tidak sama dengan pengamanan pada narapidana pria 
d) Pembinaan khusus yang dimaksud adalah pembinaan narapidan wanita 
yang tidak sama persis degan pembinaan narapidan laki-laki untuk 
mempersiapkan kembali ke masyarakat 
8. Kondisi narapidan wanita yang dimaksud dalam tesis ini adalah keadaan yang 
dialami narapidana wanita selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan. 
Variabel ini dijadikan sebagai variable X-3 dengan indikator-indikator 
pengukurannya adalah sebagai berikut: 
a) Berintegritas yang dimaksud adalah perilaku itegritas yang ditunjukkan 
narapidana wanita selama berada dala lembaga pemasyarakatan, 
b) bermartabat yang dimaksudkan adalah selama dalam lembaga 
pemasyrakatan melakukan seluruh aktivitas yang bermartabat selaku 
wanita, 
c) kebersamaan yang dimaksud adalah narapidana wanita selama dalam 
lembaga pemasyarakatan menjalin hubungan dan kerjasama yang baik 
dengan sesama narapidana wanita sebagai bentuk persiapan kembali ke 
lingkungan masyarakat. 
9. Keterwujudan perlindungan hukum hak-hak narapidana wanita yang islami 
selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dimaksud sebagai persiapan 
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kembali ke masyarakat sebagai variable Y yang terwujud dengan baik apabila 





Keingintahuan adalah salah satu sifat yang dimiliki manusia, setelah 
memperoleh pengetahuan mengenai suatu masalah, selanjutnya akan mucul suatu 
kecenderungan ingin lebih tahu lagi. Untuk menyalurkan keingintahuannya manusia 
cenderung melakukan penelitian.1 Menjalankan suatu penelitian tentu saja dibutuhkan 
suatu metode penelitian. Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan 
menggunakan pikiran dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis 
sampai menyusun laporan.2 Istilah metodelogi berasal dari kata metode yang berarti 
jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-
kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.3Suatu 
penelitian digunakan beberapa macam teori untuk menerapkan salah satu metode 
yang relevan terhadap permasalahan tertentu, permasalahan yang dikaitkan dengan 
kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi dapat diselesaikan dengan bentuk apapun 
metode penelitian.4 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan serangkaian metode untuk 
                                                           
1Cholid Norbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), h.4. 
2 Cholid Norbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, h.1. 
3Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia,2012), 
h.51. 




mendapatkan data yang falid untuk menghasilkan tesis yang baik secara substantife 
dan metodologis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah 
sebagai berikut: 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) dengan jenis 
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk mengolah data yang 
terkumpul melalui wawancara terstruktur. Penelitian kualitatif merupakan penelitan 
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 
penelitian.5 Sedangkan tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis.6 Penelitian yang 
bersifat deskriptif analisis adalah memberikan data yang sedetail mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.7 Oleh karena itu, dapat diambil data 
objektif untuk menggambarkan dan menjelaskan kenyataan kompleks tentang 
permasalahan yang ada. 
Peneliti mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan 
menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan 
pemikiran dari orang secara individu maupun kelompok, baik yang diperoleh dari 
data observasi dan wawancara maupun dokumentasi. Dengan penelitian kualitatif ini, 
                                                           
5Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2010), h. 6. 
6M. Deden Ridwan, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antardisiplin Ilmu 
(Bandung: Nuansa, 2001), h. 68. 
7Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, UI Press, 1986), h. 10. 
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diharapkan peneliti dapat memperoleh data secara mendetail tentang hal-hal yang 
diteliti karena adanya hubungan langsung dengan responden (subjek penelitian) atau 
objek penelitian. Beberapa deskripsi ini digunakan untuk menemukan bagaimana 
pemenuhan hak-hak hukum narapidana wanita dalam sistem pemasyarakatan yang 
ada di lapas kelas IIA Watampone ditinjau dari hukum Islam. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah lapas kelas IIA Watampone. 
Lapas kelas IIA Watampone merupakan salah satuh unit pelaksana teknis (UPT) 
pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah 
kantor wilayah Departemen Hukum dan Ham Provinsi Sulawesi Selatan yang 
mempunyai fungsi membina keamanan dan merawat warga binaan. lapas kelas IIA 
Watampone berlokasi di jalan Laksamana Yos Sudarso, Kelurahan Cellu, Kecamatan 
Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Adapun yang menjadi alasan dalam 
memilih lokasi dan sekaligus objek penelitian tesis tersebut dikarenakan beberapa 
faktor. Pertama, pada akhir tahun 2017 media pemberitaan sering memberitakan 
mengenai kondisi lapas yang banyak terjadi pelanggaran hukum, salah satunya yaitu 
di lapas kelas IIA Watampone. Hal ini kemudian menjadi kegelisahan akademik 
penulis untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum narapidana, namun 
penulis lebih mengfokuskan pada narapidana wanita karena wanita memiliki potensi 
menjadi korban tindak pelanggaran hukum yang cukup besar. Kedua, karena ada 
kesadaran akademik terkait dengan pengembangan syariah/hukum Islam menjadikan 
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solusi praktis persoalan kemasyarakatan khususnya dalam kaitannya dengan 
perlindungan hukum narapidana wanita. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan adalah perspektif makro yang digunakan dalam melihat fenomena 
yang diteliti. Misalkan fenomena keagamaan menggunakan pendekatan psikologi 
atau sosiologi, karena agama adalah nilai yang diresap dalam jiwa (psikologi) dan 
diekspresikasi dalam tingkah laku sosial (sosiologis).8 Dengan demikian, metode 
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif teologis, yaitu suatu 
pendekatan dengan menggunakan peraturan-peraturan normatif dalam bentuk 
Undang-Undang maupun serupa lainnya dalam melihat fenomena yang diteliti. 
Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pendekataan normatis teologis adalah 
suatu pendekatan yang menggunakan argumentasi-argumentasi hukum Islam dalam 
melihat fenomena yang menjadi objek penelitian, yakni bagaimana argumentasi 
ketentuan hukum Islam dalam melihat dan menjelaskan fenomena yang diteliti. 
C. Sumber Data 
Sumber data yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 
data tersebut dapat diperoleh. Data tersebut adalah data yang ada kaitannya dengan 
tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum narapidana wanita. Untuk 
mengetahui hal tersebut maka diperlukan adanya sumber-sumber yang berkaitan 
                                                           
8Lihat Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Pedoman Penulisan 
Karya Ilmiah Tesis dan Disertasi, Edisi Revisi (t.t: t.tp, 2013), h. 33. 
94 
 
dengan data yang dibutuhkan. 
Sumber data dalam penelitian kualitatif menurut Spradley dinamakan social 
situation atau situasi sebagai objek penelitian yang terdiri dari tiga elemen, yaitu 
tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis.9 Adapun teknik 
pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 
purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik 
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang 
tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Snowball 
sampling adalah teknik pengambilan data sampel sumber data yang pada awalnya 
jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak. Teknik ini dilakukan karena data yang 
sedikit belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka dicari orang lain 
yang dapat digunakan sebagai sumber data.10 
Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan 
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.11 Sumber data dalam 
penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data 
primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, yaitu 
sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Adapun sumber data 
sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, 
                                                           
9Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 
2012), h. 297. 
10Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods), h. 302  
11Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 112  
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yaitu data yang diperoleh dari dokumen.12 
Penulisan penelitian ini menggunakan dua macam data, yakni data primer dan 
data sekunder. Penggolongan data tersebut didasarkan pada sumber diperolehnya 
data. Soekanto menjelaskan data primer adalah data yang berasal atau diambil 
langsung dari masyarakat atau institusi tertentu melalui pengamatan. Data sekunder 
merupakan data yang diperoleh dari dokumen kepustakaan. 
Data primer pada penelitian ini adalah hasili wawancara dan respondensi 
dengan narapidana pira, wanita dan pihak lapas kelas IIA Watampone sebagai unit 
peleksana teknis pemasyarakatam Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi 
Selatan yang mempunyai fungsi membina, keamanan dan merawat warga binaan. 
Selanjutnya data sekunder dalam penilitian ini adalah data tambahan yang 
mendukung data primer. Data sekunder biasanya telah disusun dalam bentuk 
dokumen-dokumen, yakni data yang diperoleh dari literatur seperti buku, majalah, 
dokumen, atau referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.13 Bahan hukum 
sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas.14 
Penelitian ini mengggunakan bahan hukum primer antara lain: 
a. Alquran dan sunnah 
                                                           
12Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods), h. 308  
13Lexy J. Moelong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 85. 
14Mzukti Fajar N.D dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 57. 
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b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
c. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara 
Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan 
pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan 
f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10 Tahun 
1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas semua publikasi 
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
melalui buku, teks, jurnal hukum dan komentar atas isu atau fenomena hukum yang 
dihadapi atau sedang dikaji.15 Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder 
berupa buku, serta hasil penelitian, dan jurnal tentang hukum Islam, perlindungan 
hukum, narapidana wanita, dan system pemasyarakayan. 
3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan 
                                                           




petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.16 Bahan hukum 
tersier dalam penelitian antara lain, ensiklopedia dan kamus hukum, dan kamus besar 
bahasa Indonesia. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam 
menemukan dan mengumpulkan data di lapangan. Pengumpulan data dapat dilakukan 
dengan berbagai sumber dan berbagai cara. Apabila dilihat dari sumber datanya, 
maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. 
Apabila dilihat dari segi cara, pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, 
wawancara, dokumentasi, triangulasi dan gabungan keempatnya.17 
Penelitian ini mengumpulkan data yang dipilih untuk selanjutnya dianalisis 
secara mendalam adalah: 
a. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 
melalui tanyajawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 
tertentu.18 
b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-
dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya yang monumental 
yang bersangkutan. 
                                                           
16Bambang Soegono, Metodologi Penelitian Hukum, h. 114. 
17Sugiyono, Metode Penelitian Hukum (Mixed Methods), h. 308. 
18Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, h. 46. 
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c. Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan 
pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 
mengamati individu atau kelompok secara langsung.19 
d. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 
berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.20 
 
E. Instrumen Penelitian 
Sugiyono mengatakan, ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil 
penelitian yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data.21 
Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri sebagai key instrument. Artinya peneliti 
sendri sebagai instrument kunci dan penelitian disesuaikan dengan metode yang 
digunakan. 
Pada penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia 
sebagai instrument penelitian utama. Alasannya adalah segala sesuatunya belum 
mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, bahkan 
hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 
sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian 
dilaksanakan, dan tidak ada yang bisa mengembangkannya selain peneliti itu 
                                                           
19Hadi Sutrisno, Metodologi penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h. 172. 
20Bambang Sugiono, Metode Penelitian Hukum, h. 225. 




Instrument artinya sesuatu yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu.23 
Instrument penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri atau human instrument, 
yaitu peneliti sendiri yang menjadi instrument.24 
Alat yang digunakan ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang 
diinginkan dalam penelitian. Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari: 
1. Peneliti sendiri 
2. Pedoman wawancara 
3. Alat perekam suara 
4. Kamera 
5. Alat tulis 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menata 
secara sistematis catatan hasil pengamatan data tertulis dan tidak tertulis, serta 
memprediksikan hasil wawancara sebagai data pendukung. Data yang telah 
terkumpul dideskripsikan sebagai temuan dalam laporan penelitian. 
                                                           
22Sugiyono, Metode Penelitian Hukum (Mixed Methods), h. 306. 
23M. Dahlan Y. al-Barry dan L. Sofyan Yacob, Kamus Induk Ilmiah Seri Intelektual (Cet. I; 
Surabaya: target Press, 2003), h. 321. 
24Human Instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 
sumber data, melakukan pengumpulan data dalam menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 
data, dan membuat kesimpulan atau temuannya. Sugiyono, Metode penelitian Kombinasi, h. 306. 
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Analisis data adalah proses mencari dan meyususn secara sistematis data yang 
diperoleh dari hasi wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 
lain.25 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan 
menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil 
yang akurat. Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud 
untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 
gejala menurut apa adanya pada saat dilakukan suatu penelitian, sehingga hanya 
merupakan penyikapan fakta dengan menganalisis data.26 
Menurut Nasution sebagaimana yang dikutip Sugiyono, analisis data kualitatif 
dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama penelitian berlangsung, dan 
setelah selesai di lapangan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan 
menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 
penulisan hasil penelitian.27 Sedangkan menurut Miles and Huberman sebagaimana 
yang dikutip Sugiyono, analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 
dalam periode tertentu. Namun menurut Sugiyono, dalam kenyataannya, analisis data 
                                                           
25Sugiyono, Metode Penelitian Hukum (Mixed Methods), h. 333. 
26Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.  
27Sugiyono, Metode Penelitian Hukum (Mixed Methods), h. 333. 
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kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data sampai saat selesai 
pengumpulan data. Aktifitas dalam analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan/verifikasi.28 
1. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan 
tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.29 
Tahapan reduksi dilakuakn untuk menelaah secara keseluruhan data yang 
dihimpun dari lapangan, yaitu pendapat petugas dan narapidana wanita yang terdapat 
di lapas kelas IIA Watampone tentang pemenuhan hak khusus narapidana wanita, 
sehingga dapat hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat 
dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 
a. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil 
observasi 
b. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian 
2. Penyajian Data 
Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang 
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
                                                           
28Sugiyono, Metode Penelitian Hukum (Mixed Methods), h. 334. 
29Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, h. 247. 
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tindakan.30 Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan 
yang sistematis untuk mengetahui implikasi pemenuhan hak-hak narapidana wanita 
dalam perspektif hukum Islam. Kegiatan pada tahapan ini antara lain: 
a. Membuat rangkuman secara eksplanatif dan sistematis, sehingga tema sentral 
dapat diketahui dengan mudah 
b. Memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian 
dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan 
penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan 
sesuai dengan alur penelitian. 
3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 
Verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan 
data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.31 Kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 
saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 
merupakan kesimpulan yang kredibel.32 
Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil 
dengan data pembanding dengan data pembanding teori tertentu, melakukan proses 
pengecekan ulang mulai dari pelaksanaan pra survey, wawancara, observasi dan 
                                                           
30Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial-Agama (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2001), h. 194. 
31Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama (Pontianak: 
STAIN Pontianak, 2000), h. 71. 
32Muhammad, Abdul Kadir, Hukum dan Penelitian Hukum, h. 3. 
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dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil 
dari penelitian yang telah dilakukan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Penelitian kualitatif, perlu ditetapkan pengujian keabsahan data untuk 
menghindari data yang tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya 
jawaban dari informan yang tidak jujur. Menurut Sugiyono, metode pengujian 
keabsahan data penelitian kualitatif yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji 
kredibilitas dilakukan dengan perpanjang pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 
penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, pengecekan ulang, dan analisis 
kasus negatif.33 Dalam penelitian in,uji kredibilitas yang digunakan yaitu: 
1. Perpanjangan Pengamatan 
Perpanjangan pengamatan peneliti lakukan guna memperoleh data yang valid dari 
sumber data dengan cara meningkatkan intensitas pertemuan dengan narasumber 
yang dijadikan informan, dan melakukan penelitian dalam kondisi yang wajar dan 
waktu yang tepat. Dalam hal ini, peneliti mengadakan kunjungan ke lapas kelas IIA 
Watampone secara rutin untuk menemukan data yang lebih akurat, dan mengadakan 
pertemuan dengan narapidana pria, wanita, dan pegawai lapas kelas IIA Watampone. 
2. Meningkatkan Ketekunan dalam Penelitian 
Terkadang seorang peneliti dalam melakukan penelitian dilanda penyakit malas, 
maka untuk mengantisipasi hal tersebut, penulis meningkatkan ketekunan dengan 
                                                           
33Sugiyono, Metode Penelitian Hukum (Mixed Methods), h. 383. 
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membulatkan niat dan menjaga semangat. Hal ini peneliti lakukan agar dapat 
melakukan penelitian dengan lebih cermat dan berkesinambungan. 
3. Triangulasi 
Pengujian keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sangat diperlukan 
dalam penelitian kualitatif demi kebenaran data yang terkumpul. Pengujian 
keabsahan data dengan menggunakan triangulasi adalah menguji kredibilitas data 
dengan berbagai sumber data dan teknik pengumpulan data.34 Pengujian keabsahan 
data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu trianguasi sumber, 
triangulasi teknik dan triangulasi waktu.35 
a. Triangulasi Sumber 
Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 
kembali kebenaran suatu informasi yang diperoleh dari lapangan penelitian dengan 
membandingkan data yang diperoleh dari beberapa informan yang dihasilkan dari 
satu metode pengumpulan data. Dalam hal ini, dengan membandingkan hasil 
wawancara antara narapidana dengan narapidanan lain. 
b. Triangulasi Teknik 
Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 
observasi dengan data hasil wawancara dari sumber data yang sama sehingga dapat 
disimpulkan kembali untuk memperoleh data akhir yang autentik sesuai dengan 
masalah yang ada dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara 
                                                           
34Sugiyono, Metode Penelitian Hukum (Mixed Methods), h. 327. 
35Sanafiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga,2001), h. 33. 
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membandingkan hasil observasi penelitian pada dokomen dengan hasil wawancara 
narapidana laki-laki, wanita, dan pihak lapas kelas IIA Watampone. 
c. Triangulasi Waktu 
Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara 
dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk menghasilkan data yang 




Tunjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone 
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone 
Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone terletak di Jalan Laksamana Yos 
Sudarso kilometer 4 (empat) Watampone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang 
Timur, Kabupaten Bone. 1 Lapas kelas kelas IIA Watampone sebagai salah satu Unit 
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Sulawesi Selatan 
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang melaksanakan fungsinya sebagai 
Pembina, Keamanan dan Perawatan bagi narapidana maupun tahanan, dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi yang diemban tersebut lapas kelas IIA Watampone telah mengadakan 
berbagai kegiatan untuk pelaksanaan proses pembinaan terhadap warga binaan 
pemasyarakatan (WBP) dengan maksud setelah mereka keluar nantinya telah memiliki 
keperibadiaan dan keterampilan yang lebih baik dari sebelumnya sebagai bekal hidup di 
tengah-tengah masyarakat. Lapas kelas IIA Watampone yang didirikan pada tahun 1981 di 
atas tanah seluas 25.000 M² (Dua puluh lima ribu meter persegi) dengan luas bangunan 
12.960 M² (dua belas ribu sembilan ratus eman puluh meter persegi) telah menjalankan 
fungsinya untuk mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jendral Pemasyarakatan.2 
                                                           
1Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
2Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
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Lapas kelas IIA Watampone sebelumnya berada di Jalan Merdeka dan pada tahun 
1986 dipindahkan pada bangunan baru yang terletak di jalan Laksamana Yos Sudarso km.4 
Watampone yang dibangun di atas tanah seluas 25.000 M² yang terdiri dari bangunan 
lembaga pemasyarakatan dan perumahan pegawai.3 
1. Kondisi Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone 
Ada pun kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan berdiri di atas tanah seluas 
12.960 M² yang terdiri dari: 
a. Bangunan kantor utama dua lantai dengan jumlah 15 (lima belas) ruangan. Yang 
penggunanya sebagai beriku: 
1) Lantai atas untuk:4 
a) Ruangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) 
b) Ruangan  Bendahara 
c) Ruang Rapat 
d) Ruang Tata Usaha 
e) Ruang Komputer 
f) Gudang Urusan Komputer 
2) Lantai Bawah untuk:5 
a) Ruang Kepala Seksi (Kasi) keamanan dan ketertiban 
                                                           
3Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
4Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
5Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 




b) Ruang Komando Jaga dan Porter 
c) Ruang Kesatuan Pengamanan Pengamanan Lapas (KPLP) 
d) Ruang Kesehatan 
3) Bangunan kantor pembina anak didik, terdiri dari 5 (lima) ruangan untuk:6 
a) Ruang Kepala Seksi Binaan dan Binadik 
b) Ruang Kepala Subagian Seksi (Kasubsi) Registrasi/Bimpoas 
c) Ruang Kasubsi Perawatan  
d) Ruang Pelayanan Tahanan/Narapidana  
5) Bangunan Ruang Kunjungan Dan Dapur 
6) Bangunan Serba Guna 
7) Bangunan hunian dengan kapasitas maksimum 450 orang terdiri dari:7 
a) Blok Mawar dengan 4  kamar (kap. Tiap kamar 1 s/d 15 orang). 
b) Blok Melati dengan 6 kamar (kap. Tiap kamar 15 orang). 
c) Blok Asoka dengan 3 \ kamar (kap. Tiap kamar 15 orang). 
d) Blok Anggrek dengan 1  kamar (kap. Tiap kamar 15 orang). 
e) Blok Kamboja dengan 6  kamar (kap. Tiap kamar 15 orang). 
f) Blok Teratai dengan 5  kamar (kap. Tiap kamar 15 orang). 
g) Blok Matahari dengan 3  kamar (kap. Tiap kamar 15 orang). 
h) Blok Sel dengan 8  kamar (kap. Tiap kamar 10 orang) 
i) Blok Anak dengan 1  kamar (kap. Tiap kamar 15 orang). 
                                                           
6Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
7Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
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8) Ruang kegiatan dan pekerjaan (Giatja) dapat diuraikan sebagai sebagai berikut :8 
a) Bangunan bengkel kerja las. 
b) Bagunan bengkel kerja penjahitan dan gudang hasil produksi. 
c) Bangunan bengkel kerja perkayuan/pendidikan/perpustkaan. 
d) Ruangan kasi kegiatan kerja. 
e) Bangunan gudang kegiatan kerja  
9) Bangunan perumahan pegawai terdiri dari:9 
a) Type 70  untuk rumah Dinas kalapas dengan 1  rumah 
b) Type 45  untuk rumah Dinas pejabat sebanyak 3  rumah 
c) Type 36 untuk rumah Dinas. 
Struktur organisasi lapas kelas IIAWatampone terdiri dari beberapa bagian yang 
masing-masing bagian mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Struktur organisasi 
lapas kelas IIA Watampone berfungsi sebagai acuan kordinasi masing-masing posisi 
pejabat yang terdapat di lapas kelas IIA Watampone. Adapun bentuk struktur organisasi 
lapas kelas IIA Watampone sebagai berikut: 
 
                                                           
8Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
9Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
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Sturktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone
 
Lapas kelas IIA Watampone dalam melaksanakan tugasnya memiliki motto 
Beriman (Bersih, Indah, dan Nyaman) dan motto dari Dirjen Pemasyarakatan yakni Kami 
Kerja, Pasti Bersih Melayani. Sebagai lembaga vertikal di bawah Kementrian Hukum dan 
HAM (Kemenhukam) lapas kelas IIA Watampone mempunyai Visi dan misi. Dapat 
diuraikan sebagai berikut:10 
1. Visi 
Menjadi unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang akuntabel, transparan dan 
profesional di lingkungan Kementrian Hukum dan HAM. 
2. Misi 
Misi dari lapas kelas IIA Watampone Sebagai berikut: 
a. Pemenuhan hak-hak narapidana berlandaskan nilai-nilai HAM. 
                                                          
10 Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 




b. Melaksanakan registrasi dan pembinaan narapidana sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
c. Meningkatkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan 
berkesinambungan. 
d. Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder. 
e. Melaksanakan tata kehidupan yang aman dan tertib. 
f. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 
g. Melaksanakan dan mengelola administrasi secara transparan dan akuntabel. 
 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone 
Berdasarkan keputusan menteri kehakiman RI No: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, tugas pokok dan fungsi lapas 
kelas IIA Watampone diuraikan sebagai berikut:11 
a. Tugas pokok 
Melaksanakan pemasyarakatan Narapidana dan Anak didik. 
b. Fungsi 
1) Melakukan Pembinaan Narapidana dan Anak didik. 
2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja. 
3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana dan anak didik. 
4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas. 
5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga. 
                                                           
11 Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 





3. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone 
Birokrasi lapas kelas IIA Watampone dijalankan oleh para pegawai lapas kelas IIA 
Watampone. Dalam penulisan ini, penulis telah menegelompokkan pegawai lapas kelas IIA 
Watampone dengan beberapa kategori. Pengelompokan tersebut antara lain menurut 
agama, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. 
a) Jumlah Pegawai Menurut Agama 
Jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone berdasarkan agma 
dapat digamabarkan sebagai berikut:12 
Tabel 1 Jumlah Pegawai Menurut Agama di Lapas Kelas IIA Watampone 
NO 
Jumlah Pegawai Menurut Agama di Lapas Kelas IIA 
Watampone 
Total 
Islam Katolik Kristen Hindu Budha 
1. 80 Orang - 1 Orang - - 81 Orang 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
b) Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin 
Jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone berdasarkan jenis 




                                                           
12Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
13Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
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Tabel 2 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin di Lapas Kelas IIA Watampone 
NO 
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin di Lapas 
Kelas IIA Watampone Total 
Pria Wanita 
1. 69 Orang 12 Orang 81 Orang 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
c) Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 
Jumlah pegawai lembaga pemasyarakatan kelas IIA Watampone dalam berdasarkan 
tingkat pendidikannya dapat digamabarkan sebagai berikut:14 
Tabel 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan di Lapas Kelas IIA Watampone 
NO Tingkat Pendidikan 
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 
di Lapas Kelas IIA Watampone 
1. SMP/sederajat 1 Orang 
2. SMA/sederajat 40 Orang 
 
3. DIII/Sederajat 2 Orang 
4. S1/Sederajat 20 Orang 
5. S2/Sederajat 12 Orang 
Total 81 Orang 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
 
 
                                                           
14Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
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4. Keadaan Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone 
Penulis telah menegelompokkan data Warga binaan pemasyarakatan yang terdapat 
di lapas kelas IIA Watampone dengan beberapa kategori. Peneglompokan kategori Warga 
binaan tersebut antara lain, menurut agama, jenis kelamin, dan berdasarkan latar belakang 
tingkat pendidikan, dan berdasarkan lama hukuman. 
a) Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Agama 
Jumlah Warga binaan pemasyarakatan di lapas kelas IIA Watampone berdasarkan 
agama digamabarkan sebagai berikut:15 





Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Agama di 
Lapas Kelas IIA Watampone 
Narapidana Tahanan 
1. Islam 249 Orang 165 
2. Katolik  - 
3. Kristen 1 Orang 1 Orang 
4. Hindu 1 Orang - 
5. Budha  - 
Total 251 Orang 166 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
                                                           
15Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
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b) Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jumlah Warga binaan pemasyarakatan berdasarkan jenis kelamin dapat 
digamabarkan sebagai berikut:16 
Tabel 5 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Jenis Kelamin di Lapas Kelas IIA 
Watampone 
NO Jenis Kelamin 
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Jenis 
Kelamin di Lapas Kelas IIA Watampone 
Narapidana Tahanan 
1. Pria 
Dewasa 237 Orang 159 Orang 
Anak 3 Orang - 
2. Wanita 
Dewasa 11 Orang 7 Orang 
Anak - - 
Total 251 Orang 166 Orang 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
c) Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Latar Belakang Tingkat Pendidikannya 
Jumlah Warga binaan pemasyarakatan berdasarkan tingkat pendidikannya dapat 
digamabarkan sebagai berikut:17 
 
                                                           
16Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
17Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
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Tabel 6 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tingkat Pendidikan di Lapas 




Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Tingkat 
Pendidikan di Lapas Kelas IIA Watampone 
Narapidana Tahanan 
1. SD 143 Orang 85Orang 
2. SMP 47 Orang 49Orang 
 
3. SMA 86 Orang 32Orang 
4. S1/Sederajat 3 Orang - 
Total 251 Orang 166 Orang 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
d) Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Lama Hukuman 
Jumlah Warga binaan pemasyarakatan berdasarkan tingkat pendidikannya dapat 






                                                           
18Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 
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Tabel 7 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Menurut Lamanya Hukuman di Lapas 
Kelas IIA Watampone 
NO Golongan 
Jumlah Warga Binaan 
Pemasyarakatan Menurut Lamanya 






B I 229 
251 
B IIa 8  
B IIIs 14 
SH - 
2. Tahanan 
A I 57 
166 
A II 108 
A III 1 
A IV - 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
Keterangan:  
1) B I  : Pidanan Diatas 1 tahun 
2) B IIa  : Pidana 3 bulan – 1 tahun 
3) B IIIs  : Menjalani Subsider 
4) SH  : Seumur Hidup 
5) A I : Tahanan Kepolisian 
6) A II : Tahanan Kejaksaan 
7) A III : Tahanan Pengadilan Tingkat I 
8) A IV : Tahanan Pengadilan Tingakat II 
Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi warga binaan 
pemasyarakatan di lapas kelas IIA Watampone sebanyak 417 orang terdiri dari 251 orang 
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narapidana dan 166 orang tahanan dengan  jumlah tersebut kapasiatas lapas yang mamapu 
menampung sampai 450 Orang tergolong tidak mengalami kelebihan kapasitas.19 
B. Subtansi Hak-Hak Hukum Narapidana Wanita yang Harus Dilindungi dalam 
Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Watampone 
Perlindungan hak-hak hukum narpidana wanita di lapas menjadi salah satu dari 
objek dari kebijakan Kementrian Hukum dan HAM yang dituangkan dalam berbagai 
bentuk perundang-undangan. Kebijakan inilah yang kemudian dilaksanakan oleh seluruh 
Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk lapas 
kelas IIA Watampone. 
Hasil wawancara penulis dengan pihak lapas kelas IIA Watampone dalam hal ini 
Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasi Binadin) bapak Abu, menegaskan mengenai 
hak-hak narapidana wanita yang dapat dipenuhi hanya berdasarkan apa yang telah diatur di 
dalam kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini pihak lapas kelas IIA 
Watampone tidak mengupayakan adanya kebijakan untuk adanya upaya perlindungan hak-
hak hukum yang lain.20 
Hak narapidana wanita adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh pihak lapas selama 
narapidana tersebut menjalani masa pidananya. Hak-hak hukum narapidana wanita  tidak 
boleh digeneralkan dengan hak-hak narapidana pria karena narapidana wanita memiliki 
beberapa kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus. hak-hak khusus tersebut merupakan 
kodrat penciptaanya sebagai seorang wanita dan hal tersebut harus tetap dipenuhi sekalipun 
                                                           
19 Arsip Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, dokumentasi oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan KelasIIA Watampone, 21 Maret 2018. 




telah berstatus sebagai narapidana. Karena satu-satunya hak yang direnggut negara dari 
narapidana adalah hanya hak kebebasanya. 
Aturan menganai hak-hak narapidana wanita terdapat di dalam Undang-Undang 
Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14:21 
Ayat (1) Narapidana berhak:  
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;  
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;  
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;  
e. Menyampaikan keluhan;  
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak 
dilarang;  
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;  
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;  
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);  
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;  
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;  
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;  
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Ayat (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak 
Narapidana  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah.22 
 
Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di lapas kelas IIA 
Watampone, dalam penelitian ini dijelaskan menjadi 4 (empat) aspek, yakni, aspek 
spiritual, aspek keamanan, aspek, kesehatan, dan aspek pembinaan. Adapun penjelasan dari 
aspek-aspek tersebut dijelaskann sebagai berikut: 
 
                                                           
21Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 
Ayat 1. 





1. Aspek Spritual Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
IIA Watampone 
Secara umum hak-hak hukum narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone dari 
aspek spritualnya digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel 8 Gambaran Umum Hak-Hak Hukum Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA 
Watampone dari Aspek Spritualnya 
No Kondisi Spritual 
Napi Wanita 
Jumlah Keterangan 
1. Masjid 1 Buah 
Fasilitas tempat beribadah yang beradah di 
luar blok khususwanita menjadikan 
pemanfaatan fasilitas tersebut tidak 
maksimal ditambah lagi dengan tidak 
adanya fasilitas untuk penganut agama lain. 
2. Pembinaan 4 Program 
Sembahyang  bagi agama non muslim 
diadakan 2X seminggu 
Tausiyah 
Yasinan 
Baca tulis alquran 
3. Pelayanan 3 Orang 
Bekerja sama dengan Yayasan Pesantren 
Modren Al- Junaidiyah Biru Kabupaten 
Bone dan Kantor Urusan Agama 
Kabupaten Bone. Untuk penganut agama 
selain Islam belum ada kerjasama yang 
dilakukan pihak lapas. 





Spritual dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata dasar spirit yang 
berarti semangat, jiwa atau roh, 23  sedangkan spiritualadalah segala sesuatu yang 
berhubungan dengan sifat, kejiwaan, dan kerohanian. 24Aspek sritual yang dimaksud dalam 
penulisan ini adalah bentuk pembinaan spiritual narapidana wanita selama berada dalam 
lembaga pemasyarakatan.  
Aspek spiritual ini dieksperisikan dalam bentuk regiulitas seseorang terhadap Tuhan 
yang maha esa. Spiritual seseorang dapat berubah kapan saja sesuai dengan respon 
pengalaman hidup yang sedang dijalani. Tidak terkecuali dengan narapidana wanita yang 
terdapat di dalam lapas kelas IIA Watampone. 
Pembinaan spiritual yang dimaksudkan adalah bimbingan keagamaan dan hak untuk 
beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Hak untuk beribadah sesuai dengan 
agama dan kepercayaan masing-masing termaktub di dalam Pancasila pada sila pertama 
yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” kemudian terdapat pula dalam Pasal 14 Ayat 1 
Huruf (a) UU. No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya diatur  dengan 
jelas mengenai syarat dan tatacara pelaksanaannya dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan 
Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Pasal 2  
(1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah 
sesuai dengan agama dan kepercayaannya.  
(2) Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam lapas atau di luar 
lapas sesuai dengan program pembinaan.  
                                                           
23Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, h 1335. 
24Desmita. Psikologi Perkembangan Peserta Didik. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012), h.264. 
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(3)Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Menteri.25 
Pasal 3 
(1) Pada setiap lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan 
bimbingan keagamaan.  
(2) Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan keperluan 
tiap-tiap lapas berdasarkan pertimbangan Kepala Lapas.  
(3) Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), Kepala Lapas setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi 
terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.26 
Pasal 4 
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program 
pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.27 
 
Pembinaan pada aspek spritual merupakan suatu upaya untuk menjadikan 
narapidana lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspek spiritual ini telah 
memenuhi point perlindungan agama (hifẓ al-dīn), dalam teori maqᾱṣid al-Syari’ah. 
Memelihara agama dalam peringkat ḍarūriyyat yaitu meyakini bahwa Tuhan sebagai satu-
satunya zat yang patut disembah, serta memepercai hal-hal gaib sebagaimana yang tersirat 
dalam simpul-simpul keimanan (arkân al Imâm). Memelihara agama dalam konteks 
hᾱjiyyat adalah melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, 
seperti melaksanakan ibadah shalat lima waktu dan sebagainnya jika sahalat dalam rukun-
rukun Islam di abaikan, akan terancam eksistensi Islam dalam diri dan kehidupan manusia. 
Pada peringkat tahsῑniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjungjung tinggi 
martabat manusia, sekaligus melengkapi kewajiban sebagai pengabdian kepada Tuhan 
                                                           
25Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 1999 Tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 2. 
26Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  No 32 tahun 1999 Tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 3. 
27Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 tahun 1999 Tentang Syarat 
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 4. 
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seperti melakukan amalan-amalan yang bersifat tamabahan yang bernilai sunnah dalam 
berbagaiamalan seperti shalat sunnah, haji, sedekah, dan lain-lain.28 
Islam melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan agama 
karena agama merupakan bagaian yang terpenting bagi manusia, tanpa agama manusia 
tidak memiliki acuan untuk menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Karena 
itulah Islam sangat mengharamkan yang namanya murtad 29 sebagaimanadalam Q.S al 
Baqarah/2:217: 
 َ◌... NۡPُQSِ ۡدUَِVWَۡX YSَ ِZِQXِد Y[َۦ  Nُۡ]ُ^ َٰ̀ bۡcَِdeَ fَِg أَۡ]
ٓ َٰiُْوlَm Wِٞmopَ qََُوھ bۡ ُ̀ َsَm... 
Terjemahnya: 
...Siapa saja yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam 
kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya…”30 
 
Imam Syafi’I menjelaskan bahwa orang yang terpercaya memeberitahu kami, dari 
Hamad bin Zaid, dari Yahya bin Zaid, dari Abu Umamah bin Sahl, dari Utsman bin Affan 
as., bahwa Rosulullah saw., bersabda,  
ثـََنا  ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحد َة َعْن َحدِه ْبِن ُمرَحْفُص ْبُن ِغَياٍث َوأَبُو ُمَعاِويََة َووَِكيٌع َعْن اْألَْعَمِش َعْن َعْبِد الل
ِإال اللُه َيْشَهُد َأْن َال إَِلَه  َمْسُروٍق َعْن َعْبِد اللِه قَاَل قَاَل َرُسوُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َال حيَِل َدُم اْمرٍِئ ُمْسِلمٍ 
 31ارُِق لِْلَجَماَعةِ َوَأين َرُسوُل اللِه ِإال بِِإْحَدى َثَالٍث الثـيُب الزاِين َوالنـْفُس بِالنـْفِس َوالتارُِك ِلِديِنِه اْلُمفَ 
                                                           
28Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah 
Prioritas Hukum Islam, h. 84-85. 
29Dalam Al-Qur’an pengertian tentang murtad tidak secara langsung dijelaskan, namun beberapa ayat 
dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan murtad antara lain surat An-Nissa: 137 dikatakan bahwa, 
sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kembali menjadi kafir bahkan bertambah ingkarnya, 
Allah tidaklah akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukinya jalan yang benar. 
 30 Jika kita ikuti Pendapat Ar Razy, Maka terjemah ayat di atas sebagai berikut: Katakanlah: 
"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (manusia) dari jalan Allah, 
kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidilharam. tetapi mengusir penduduknya dari 
Masjidilharam (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allah." Pendapat Ar Razy ini mungkin berdasarkan 
pertimbangan, bahwa mengusir Nabi dan sahabat-sahabatnya dari Masjidilharam sama dengan menumpas 
agama Islam. Sedangkan fitnah di sini berarti penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk 




Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan 
kepada kami Hafsh bin Ghiyats dan Abu Mu'awiyah dan Waki' dari Al A'masy dari 
Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi 
bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan 
Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang 
yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri 
dari Jama'ah (murtad)." (HR. Muslim No. 3175) 
 
Imam Syafi’I melanjutkan, makna salah satu sabda Nabi Muhammad saw., tersebut 
adalah kekafiran setelah keimanan, tidak boleh diartikan selain ke kafiran yang 
menghalalkan darah, sebagai zinah setelah pernikahan, atau kata kekafiran kecuali setelah 
pelakunya bertaubat. Sebab, Alquran dan Sunnah Rosulullah saw., menunjukkan bahwa arti 
sabda Rosul saw., “kekafiran setelah keimanan” adalah apa bila dia tidak bertaubat dari ke 
kafiran.32 
Islam juga menganjurkan memelihara sikap hormat terhadap agama lain. Sikap 
tersebut bertujuan untuk menciptakan situasi yang damai di dalam bermasyarakat, di mana 
dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia keberagamaan agama harus tetap 
terjaga eksistensinya. Dengan masing-masing menjaga agama yang diyakini dan 
memelihara sikap toleransi tentu saja dapat menciptakan kondisi yang damai, aman tanpa 
adanya intervensi agama, sehinggah kondisi dimana agama sebagai satu keyakinan yang 
murni dan harus dijaga dapat tercapai, seperti yang termaktub di dalam Q.S. al-Kafirun/ 
109:6: 
                                                                                                                                                                                 
31Muslim bin al-Hajjāj Abu al-Husain al-Qusyairiāl-Naisābūri, Ṣahih Muslim (Bairūt: Dār Ihyā al-
Turāṡ al-‘Arabī, t.th), h. 366. 
32 Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’I Menyelamikedalaman kandungan Al-
Qur’an terjh, Ali Sultan dan Fedrian Hasmad, Jilid. 1 (Jakarata: Almahira, 2006), h. 351. 
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 YِXِد ~َِiَو NۡPُُQXِد NۡPَُi٦ 
Terjemahnya: 
 
 "untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."33 
 
Ayat ini menegaskan tidak mungkinnya bertemu dalam keyakinan ajaran Islam dan 
kepercayaan Nabi Muhammad saw., dengan kepercayaan kaum yang mepersekutukan 
Allah swt., ayat di atas menetapkan cara pertemuan dalam kehidupan bermasyarakat yakni: 
bagi kamu secara khusus agama kamu. Agama itu tidak menyentuhku sedikit pun, kamu 
bebas mengamalkannya sesuai dengan kepercayaanmu dan bagiku juga secara khusus 
agamaku.34 
 Pada ayat ini di dahulukan kata lakum dan liya yang menggambarkan kehususan, 
karena itu pula masing-masing agama biarlah berdiri sendiri dan tidak perlu dicampurkan. 
Ayat di atas merupakan pengakuan eksistensi secara timbal balik. Sehingga dengan 
demikian masing-masing pihak dapat melaksanakan apa yang dianggapnya benar dan baik, 
tanpa memutlakkan pendapat kepada orang lain tetapi sekaligus tanpa mengabaikan 
keyakinan masing-masing, ayat ini menegaskan bagaimana perbedaan tersebut harus 
diterima dan disikapi.35 
2. Aspek Keamanan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
IIA Watampone 
Secara umum hak-hak hukum narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone dari 
aspek keamanannya digambarkan dalam bentuk Tabel  sebagai berikut: 
                                                           
33Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 919. 
34M. Quraish Sihab, Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 15,h.581. 
35M. Quraish Sihab, Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 15,h.582. 
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Tabel 9 Gambaran Umum Hak-Hak Hukum dari Aspek Keamanan Napi Wanita 
di Lapas Kelas IIA   Watampone 
No. 







Petugas pengamanan bertugas bergantian 
melakukan pengamanan di dalam blok 
khusus napi wanita 
2. Sel Merah 1 Buah 
Sel merah diperuntukan untuk narapidana 
wanita yang melanggar. Luas sel tersebut 
panjang= 4 M dan lebar= 1,5 M 
3. Tembok Pembatas - 
Tembok pembatas mengelilingi blok 
khusus wanita dengan tinggi 5 M 
4. Kamar Narapidana 2 Buah 
Tidak ada pemisahan tempat antara 
narapidanan dan tahanan  
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
Keamanan adalah dimana keadaan kita bebas dari bahaya sedangkan, menururt 
Pasal 1 UU No 2 Tahun 2001 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia keamanan 
adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjadinnya kemanan, ketertiban masyarakat, 
dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat.36 
Aspek keamanan yang dimaksudkan penulis dalam penulisan ini adalah terjaminya 
keamanan narapidana wanita selama berada dalam lapas. Keamanan narapidana telah diatur 
dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Untuk menciptakan 
keamanan dan menghindari fitnah bagi narapidana wanita tentu saja dibutuhkan adanya 
pemisahan antara narapidana pria dan wanita. 
                                                           
36Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Kepolisian Negara republik 
Indonesi, Pasal 1. 
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Pada lapas kelas IIA Watampone pemisahan antara narapidana pria dan narapidana 
wanita dapat dilihat dengan tersedianya blok khusus wanita yang terdiri 2 kamar dengan 
daya tampung 20 orang. Tidak ada pemisahan blok ataupun kamar pada blok khusus wanita 
antara tahanan dan narapidana. Pada blok tersebut penjagaan yang dilakukan tergolong 
minim karena hanya tersedia satu petugas pengamanan wanita yang terdapat di dalam blok 
khusus wanita.37 
Menurut pendapat narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone keamanan blok 
sudah cukup baik,38 hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan narapidana atas apa saja 
yang menjadi hak-hak mereka sebagai narapidana. Bebasnya narapidana wanita untuk 
keluar masuk blok tanpa pengamanan dari petugas wanita merupakan salah satu gamabaran 
minimnya pengamanan bagi narapidana wanita yang ada di lapas kelas IIA Watampone. 
Guna meminimalisir potensi terjadinya hal-hal yang tidak diingginkan pemerintah telah 
meregulasikan tentang pembentukan lapas khusus wanita hal ini dijelaskan di dalam Pasal 
12 Ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya 
pada lapas kelas IIA Watampone hanya terdapat blok khusus wanita. 
Secara jelas aspek keamanan narapidana selama berada dalam lapas kelas IIA 
Watampone telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(permenkumham) nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. 
                                                           
37Agus Salim, Ka Subsi Keamanan, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
38ST. Madina, Napi, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
21 Maret 2018. 
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Terciptanya kondisi yang aman tentu saja menjadi dambaan semua orang termasuk 
narapidana yang tengah menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, 
pentingnnya kondisi yang aman dalam kehidupan ini juga dijelaskan dalam Islam bahwa 
kondisi yang aman dapat dicapai dengan menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan.  
Menjaga jiwa (hifẓal-nafs) dalam teori maqᾱṣid al-Syari’ah dapat diwujudkan 
dengan mengamalkan sikap-sikap terpuji untuk melindungi hak-hak mengembangkan sikap 
yang moral-preventife, yakni menjaga diri dari nafsu yang dapat melecehkan atau 
menjatuhkan martabat kemanusiaan, unsur keamanan ini juga terdpat dalam Q.S Al 
An’am/6:82: 
YXَِّi  Nُُ]َi fَِgَ ٱ
ٓ َٰiأُْو Nٍ ۡ̂ ُِ Nُ]َQ َٰ̀ Xِْا إqٓُِd ۡ̂ َX Nَۡiْا َوqُQSَٱَءا ُYSَۡۡ  وَنUَُ]ۡ ُّS Nُ٨٢َوھ   
Terjemahnya: 
“orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan 
kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah 
orang-orang yang mendapat petunjuk”.39 
 
Ayat di atas sebagai jawaban atas pertanyaan tentang golongan mana yang lebih 
berhak mendapat keamanan.40 Keamana yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemeberian 
jaminan bagi siapa saja yang telah mengimani Allah swt., dan Nabi Muhammad saw. 
Jaminan keamanan dan keimanan serta hidayah akan diberikan padanya. Seorang muslim 
dapat melaksanakan amalan sesuai dengan tuntunan petunjuk. Begitu pentingnya, sampai-
sampai Nabi Ibrahim Alaihissallam memohon kepada Allah swt., curahan keamanan 
                                                           
39Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 82. 
40M. Quraish Sihab, Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 6,h.524. 
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sebelum meminta kemudahan rizki. Sebab orang yang didera rasa takut, tidak akan bisa 
menikmati lezatnya makan dan minum.41 
3. Aspek Kesehatan Narapidana Wanita di Lembaga Kelas IIA Watampone 
Secara umum hak-hak hukum narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone dari 
aspek kesehatannya digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
Tabel 10 Gambaran umum hak-hak hukum dari aspek kesehatan napi wanita di 





1. Klinik Kesehatan 1 Buah 
Ukuran klinik tersebut panjang 6M 
dan lebar 4 M di dalam klnik 
terdapat berbagai kelengkapan 
perawatan kesehatan yang 
diperuntukan untuk rawat jalan 
bukan untuk rawat inap 
2. Petugas Kesehatan 3 Orang 
Terdiri dari 1 Orang dokter umum 
dan 2 Orang perawat 
3. Jadwal Makan 1 Buah 
Terdapat 10 jenis menu makan 
dalam 10 hari 
 Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
 
Kata Kesehatan diartikan sebagai suatu kondisi yang sejahtera dari kejiwaan, badan 
dan sosial yang dapat menciptakan kehidupan seseorang lebih produktif secara ekonomi 
dan sosial. 42  Sedangkan aspek kesehatan yang dimaksudk dalam penulisan ini adalah 
terjaminya kesehatan narapidana wanita selama berada dalam lemabaga pemasyarakatan. 
Kesehatan seorang narapidana wanita merupakan aspek terpenting yang harus di 
ayomi oleh pihak lapas guna menunjang seluruh aktifitas narapidana wanita selama berada 
                                                           
41M. Quraish Sihab, Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 6,h.526. 
42Eliana dan Sri Sumiati, Kesehatan Masyarakat (Cet. 1, Jakarta: [t.p], 2016), h.2. 
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di dalam lapas. Dalam memenuhi aspek kesehatan dan mendapatkan makanan yang layak 
pemerintah telah menetapkannya di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat 1 huruf (d) . 
Untuk menjamin kesehatan narapidana wanita tentu saja keberadaan program 
pembinaan di bidang kesehatan sangat penting baik berupa program yang berhubungan 
dengan kesehatan rohani, jasmani dan pemberian jenis makanan yang dapat menambah 
nafsumakan dan memenuhi kandungan gizi yang telah ditentukan dalam Permen No 32 
Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dalam Pasal 1 
dan 3 yang mengatur tentang penambahan gizi makana bagi narapidana yang hamil dan 
memiliki balita,  Pasal 14 sampai Pasal18 menjelaskan tentang tatacara pemenuhan hak 
kesehatan, selajutnya pada Pasal 19 sampai Pasal 29 menjelaskan tentang tata cara 
pemenuhan hak mendapatkan makanan yang layak. 
Hukum Islam menjelaskan tentng memelihara jiwa sama halnya dengan memilihara 
kesehatan jiwa dan raga, hal tersebut senada dengan tujuan hukum Islam yang disebut 
dengan maqᾱṣid al-Syari’ah. Dalam maqᾱṣid al-Syari’ah telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya bahwa tingkat daruriat dalam menjaga jiwa adalah terpenuhinya hajat 
mendapatkan makanan, pada tingkat hajiat terpenuhinya makan yang halal dan baik, dan 
pada tingkatan tahsiniat yaitu terpenuhinya makanan ringan sebagai penunjang dan vitamin 
kesehatan. Hal tersebut juga terdapat di dalam Q.S al Maidah/5: 88 





“dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan 
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”43 
 
 Ayat ini berbicara menegenai perintah memakan makanan yang halal. Dan 
makanlah yang halal yakni bukan yang haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak 
positif bagi kesehatan. Ayat ini memerintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi 
baik. Tidak semua makanan yang halal sudah tergolong baik karena ada makanan halal baik 
untuk orang lain namun tidak baik untuk kita karena hal tertentu. Ada makanan yang halal, 
tetapi tidak bergizi maka pada kondisi seperti ini tergolong tidak baik, sedangkan yang 
diperintahkan Allah swt., adalah makanan yang halal lagi baik.44 
4. Aspek Keterampilan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Watampone 
Secara umum hak-hak hukum narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone dari 
aspek keterampilan digambarkan dalam bentuk Tabel  sebagai berikut: 
Tabel 11 Gambaran Umum Hak-Hak Hukum dari Aspek Kesehatan Napi Wanita di 









Ukuran ruang giatja panjang 4M 
dan lrbar 3M. Dalam klik terdapat 
berbgai kelengkapan perawatan 
kesehatan yang diperuntukan 
untuk rawat jalan bukan untuk 
rawat inap 
                                                           
43Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 162. 
44M. Quraish Sihab, Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 3,h.232. 
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2. Petugas Pembina 4 Orang 
Secara umum seluruh petugas di 
lapas digolongkan sebagai 
pembina namun secara khusus 
sesuai pembagaian kerja juga 
terdapat beberpa petugas yang 







Bentuk-bentuk pembinaan yang 
diberikan berupa keterampilan 
kerajinan tangan seperti, 
membuat boneka, membuat kipas 
tangan, membuat bosara, 
membuat keset, menjahit bahan-
bahan yang akan digunakan untuk 
membuat kerajinan tangan dan 
sebagainya 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
  
 
Keterampilan adalah kemampuan dalam menggunakan akal, fikiran, ide, dan 
kreatifitas dalam hal membuat, mengubah, atau megembangkan sesuatu menjadi lebih 
bernialai dari sebelumnya.Tommy Suprapto mendefenisikan keterampilan sebagai suatu 
kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam parktik untuk mencapai hasil 
kerja yang sesuai dengan yang diinginkan.45 
Aspek ketrampilan merupakan suatu upaya peningkatan sumber daya manusia 
dalam hal ini adalah narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone. Pembinaan 
keterampilan merupakan salah satu aspek penunjang narapidana dalam mempersiapakan 
diri untuk kembali kelingkungan masyarakat, hal ini dapat menjadi faktor pendukung agar 
narapidana wanita setelah bebas dari lapas dapat melanjutkan hidup dengan kondisi yang 
                                                           
45Tommy Suprapto, Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi (Cet. VIII, Yogyakarta: MedPress, 
2009), h. 135. 
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lebih baik karena telah memiliki ketrampilan untuk membuka peluang kerja mandiri dan 
peluang kerja bagi orang lain. 
Pembinaan di bidang keterampilan yang diberikan tidak boleh terkesan hanya 
sebagai kegiatan mengisi waktu luang narapidana, akan tetapi pembinaan yang diberikan 
disesuaikan dengan minat dan bakat dari narapidanadan dilakukan pembinaan dengan 
maksimal. Pembinaan keterampilan dengan menghadirkan tegana ahli dan menjalin 
kerjasama dengan instansi pemerintahan, yayasan, atau lembaga kemasyarakatan yang 
memiliki orientasi di bindang pembinaan keterampilan pengembangan jenis-jenis pelatihan 
keterampilan yang sesuai dengan kodisi jaman juga harus terpenuhi. 
Pembinaan di bidang keterampilan ini di atur dalam Bab VII angka 2 Keputusa 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990. 
2. Pembinaan Kemandirian. 
Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program : 
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan 
tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan 
sebagainya. 
b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya 
pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi 
bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan 
rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan 
pembuatan batu bata, genteng, batako). 
c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. 
Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan 
pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, 
maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman 
untuk dapat mengem-bangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah. 
d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian 
(perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, 
misalnya industri kulit, industri pembuatansepatu kualitas ekspor, pabrik 
tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.46 
                                                           
46Republik Indonesia , Keputusa Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 02-PK.04.10 Tahun 




Aspek keterampilan yang menjadi salah satu unsur penting dalam memenuhi hak-
hak hukum narapidana wanita. Untuk memenuhi aspek keterampilan ini tidak dapat 
dipungkiri peran akal sangatlah penting, tanpa terjaganya akal maka mustahillah aspek 
keterampilan ini dapat dipenuhi, di dalam Islam akal adalah karunia khusus yang diberikan 
Allah swt,. hanya kepada manusia, karena itu kita dianjurkan untuk senantiasa menjaga 
akal agar dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik.  
Menjaga akal (hifẓ al-‘aql) juga ditegaskan melalui tujuan disyariatkannya hukum  
(maqᾱṣid al-Syari’ah). Jika hal ini tidak diindahkan maka hilanglah eksistensi akal sebagai 
alat untuk berfikir yang menjadi bagaian ḍarūriyyat. Sementara dalam tataran hᾱjiyyat, 
mausia dianjurkan untuk memeperluas wawasan dan menambah ilmu penegatahuan. Untuk 
tahsῑniyyat, dianjurkan agar tidak menggunakan akal dalam menghayal negatif dan 
sebagainya.47 
Segala usaha dalam menjaga akal merupakan suatu perbuatan yang mendapat 
ganjaran pahala, salah satu bentuk menjaga akal adalah dengan menuntut ilmu 
pengetahuan, dalam hal menuntut ilmu pengetahuan Rosulullah saw,. Pernah bersabda  
ثـََنا َكِثُري ْبُن ِشْنِظٍري َعْن ُحمَمِد ْبِن ِسريِ  ثـََنا َحْفُص ْبُن ُسَلْيَماَن َحد اٍر َحدثـََنا ِهَشاُم ْبُن َعم يَن َعْن أََنِس ْبِن َحد
 أَْهِلِه  ُل اللِه َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم طََلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى ُكل ُمْسِلٍم َوَواِضُع اْلِعْلِم ِعْنَد َغْريِ َماِلٍك قَاَل قَاَل َرُسو 
 48َكُمَقلِد اْخلََنازِيِر اجلَْْوَهَر َواللْؤُلَؤ َوالذَهبَ 
Artinya: 
                                                           
47Muammar Bakry, Fiqih Prioritas: Konstruksi Metodelogi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah 
Prioritas Hukum Islam, h. 86. 




Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah menceritakan 
kepada kami Hafsh bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin 
Syinzhir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap 
muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada pada ahlinya, seperti seorang 
yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi". (HR. Ibnu Majah No. 
220) 
Perbuatan yang kemudian dapat merusak akal dikategorikan sebagai suatu tindakan 
buruk yang merupakan hal yang dilarang oleh agama hal tersebut terdapat dalam Q.S al 
Maidah/5:90 dalam ayat tersebut sangat jelas larangan mengkonsumsi kahamr49 (minuman 
keras). Dalam sunnah Rosulullah saw., juga dijelaskan tentang sanksi bagi mereka yang 
mengkonsumsi khamar dengan didera sebanyak 40 (empat puluh) kali. Al Qur’an juga 
menjelaskan betapa pentingnya menjaga akal, hal tersebut terdapat dalam Q.S al-Alaq/96:4-
5: 
Yَ ٱ َ]^Nََّ  ٤ Nَ^َiِۡ ٱَ]^i  ِ Nَََِّّيٱ  ٰَ ِ¢ۡ  Nَۡ^£َۡX Nَۡi oSَ٥   
 
Terjemahnya: 
“yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia 
apa yang tidak diketahuinya.”50 
 
Setelah pada ayat pertama beliau menyuruh membaca dengan nama Allah yang 
menciptakan manusia dari segumpal darah, diteruskan lagi menyuruh membaca diatas 
nama tuhan. Sedang nama tuhan yang selalu akan diambil jadi sandaran hidup itu ialah 
Allah yang maha mulia, maha dermawan, maha kasih dan saying kepada mahluknya. “Dia 
yang mengajarkan dengan kalam”. Itulah istimewanya tuhan dan kemulianya yang 
tertinggi. Yaitu diajarkanya kepada manusia berbagai ilmu, dibukanya berbagai rahasia, 
                                                           
49Khamar adalah sebuah istilah Islam untuk sari anggur yang difermentasikan. Istilah tersebut secra 
umum diartikan hal-hal yang dapat memabukkan.  
50Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 905. 
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diserahkanya berbagai kunci untuk pembuka perbendaharaan Allah swt., yaitu dengan 
kalam. Dengan pena disamping lidah untuk membaca, tuhanpun mentaksirkan pula bahwa 
dengan pena ilmu dapat dicatat. Pena itu  kaku dan beku serta tidak hidup namun yang 
dituliskan oleh pena itu adalah berbagai hal yang dapat difahami oleh manusia “Mengajari 
manusia apa-apa yang dia tidak tahu”. Terlebih dahulu Allah swt., mengajar manusia 
mempergunakan kalam. Sesudah dia pandai mempergunakan kalam itu banyaklah ilmu 
pengetahuan diberikan oleh Allah swt., kepadanya, sehingga dapat pula dicatat ilmu yang 
baru didapatnya itu dengan kalam yang sudah ada dalam tanganya.51 
              Ayat tersebut juga menjelaskan perintah Allah swt., kepada manusia untuk 
menuntut ilmu, dan dijelaskan pula sarana yang digunakan untuk menuntut ilmu yaitu 
kalam. Mencari ilmu adalah sebuah kewajiban bagi umat manusia dan mengamalkannya 
juga merupakan ibadah. Semakin tinggi ilmu yang dikuasai, semakin takut pula kepada 
Allah swt., sehingga dengan sendirinya akan mendekatkan diri kepada Allah swt.52 
C. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone dalam Mewujudkan 
Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Wanita 
Perlindungan hukum bagi narapidana wanita pada hakekatnya harus diperlakukan 
dengan baik dan manusiawi meskipun mereka berstatus sebagai narapidana. Oleh sebab itu, 
sistem pemasyarakatan menitik beratkan pada sistem pembinaan pemasyarakatan 
                                                           
51Hamka, Tafsir Al-Azhar,Jilid10 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998) h. 8059. 
52Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 8060. 
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dilaksanaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 
Tentang Pemasyarakatan, Pasal 5, yaitu:53 




d. Pembimbingan:  
e. Penghormatan harka dan martabat manusia; 
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan 
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. 
 
Sebagai negara hukum, hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak 
hukum, khususnya para petugas di lembaga pemasyarakatan. Narapidana juga harus 
diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Hak-hak tersebut telah diatur oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana hal ini diatur di dalam Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah: 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani: 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; 
e. Menyampaikan keluhan; 
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak 
dilarang; 
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; 
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi; 
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; 
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat; 
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan  
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.54 
 
                                                           
53 Republik Indonesia, ”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, Pasal 5. 
54 Republik Indonesia,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1). 
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Kutipan Pasal 14 di atas terdapat penjelasan mengenai syarat-syarat didapatkannya 
hak tersebut. Hak narapidana yang ditunjukkan dari huruf (a) sampai (d) dilaksanakan 
dengan memeperhatikan status narapidana, sehingga pelaksanaannya dalam batas-batas 
yang diizinkan. Hak menyampaikan keluhan bagi narapidana yang disebutkan dalam huruf 
(e) dapat dilakukan apabila terdapat narapidana terjadi pelanggaran hak asasi dan hak-hak 
lain yang dijamin oleh Undang-Undang yang dilakukan oleh petugas lembaga 
pemasyarakatan atau sesama narapidana wanita. Keluhan-keluhan tersebut dapat 
disampaikan kepada Kepala Lemabaga Pemasyarakatan melalui mekanisme yang telah di 
atur dalam Permenkumham 33 tahun 2015 Tentang Pengamanan Lapas dan Rutan. 
Hak narapidana wanita untuk dapat melaksanakan ibadah, mendapatkan perawatan 
rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapatakan pelayanan 
kesehatan dan makanan, meyampaikan keluhan, medapatkan bahan bacaan dan siaran 
media masa, mendapatkan premi, dan mendapatkan kunjugan telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga 
Binaan  Pemasyarakatan, sedangkan hak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi 
keluarga (CMK), pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), cuti bersyarat 
(CB), diberikan setelah narapidana wanita yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan yang mengatur mengenai 
syarat diberikannya remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, 
cuti menjelang bebas, cuti bersyarat terdapat dalam Peraturan Mentri Hukum dan Hak 
Asasi manusia nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, 




Berdasarkan data yang diperoleh penulis, jumlah narapidana pada lapas kelas  IIA 
Watampone berjumlah 279 orang dan tahanan berjumlah 167 orang, sehingga totalnya 
menjadi 446 orang. Kondisi lapas kelas IIA Watampone yang dihuni oleh narapidana laki-
laki dan wanita sangat memprihatinkan terkait hal tersebut bisa sangat berpengaruh akan 
proses berjalannya pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana wanita di lapas kelas IIA 
Watampone.55 
Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di lembaga 
pemasyarakatan kelas IIA Watampone, dijelaskan dalam 4 (empat) bagian, yakni sebagai 
berikut: 
1. Fasilitas yang Layak 
Berdasarkan data yang diperoleh penulis tentang kondisi fasilitas lapas kelas IIA 
Watampone dalam memenuhi hak-hak narapidana wanita akan digambarakan dalam bentuk 
tabel  sebagai berikut: 
Tabel 12 Daftar Fasilitas Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Watampone 
NO Fasilitas Bentuk Fasilitas Jumlah 
1. Ibadah Masjid 1 Buah 
2. 
Perawatan Rohani Masjid 1 Buah 
Perawatan Jasmani 
Bola Voly 3 Buah 
Bola Takrow 4 Buah 
                                                           
55Azhar, Ka. Subsi. Registrasi, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
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Bola Futsal 2 Buah 
Peralatan Bulu tangkis 2 set 
Peralatan Tennis Meja 2 set 
Lapangan Volly dan Futsal 1 Buah 
Lapangan Takrow 1 Buah 
Lapangan Bulu Tangkis 1 Buah 
3. 
Pendidikan Aula Serba Guna 1 Buah 
Pengajaran 
Ketrampilan 
Ruangan Kegiatan Kerja 1 Buah 
Pengajaran 
Ketrampilan 
Aula Serba Guna 1 Set Alat Musik Band 
 
4. 
Kesehatan Klinik Kesehatan 1 Buah 
Makanan 
Dapur 1 Buah 
Menu Makan 
1 Jadwal Makan 
Selama 10 Hari 
5. 
Bahan Bacaan Perpustakaan 1 Buah 
Mengikuti Siaran 
Media Massa Lainnya 
yang Tidak Dilarang 




Hukum, atau Orang 
Tertentu Lainnya 
Aula Kunjungan 1 Buah 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
  
Fasilitas yang layak mencakup fasilitas dalam melakukan ibadah sesuai dengan 
agama/kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani dan jasmani, 
mendapatkan pendidikan/pengajaran, mendapatkan fasilitas kesehatan/makanan yang layak, 
mendapatkan bahan bacaan/mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, dan 
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fasilitas dalam menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu 
lainnya. 
Pertama, fasilitas dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama/kepercayaannya. 
Setiap narapidana wanita yang terdapat di lapas kelas IIA Watampone berhak untuk 
melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kegiatan keagamaan 
tersebut dapat dilakukan baik di dalam amupun di luar lapas kelas IIA Watampone. 
Selain mengenai konsep ritual keagamaan, ibadah yang dimaksudkan disini adalah 
termasuk mendapat bimbingan dan pendidikan keagamaan.  Proses bimbingan dan 
pendidikan keagamaan, pihak lapas kelas IIA Watampone wajib untuk menyediakan tenaga 
professional untuk memenuhi hak tersebut, baik dilakukan oleh petugas lapas itu sendri 
maupun bekerjasama degan instansi pemerintahan, yayasan, lembaga sosial masyarakat 
ataupun perorangan.   
Beberapa program telah dibuat dan dilaksanakan oleh lapas kelas IIA Watampone 
dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan dalam hal ini melakasanalakan kegaitan keagamaan sesuai dengan agama 
dan kepercayaan masing-masing.56 
Ada berbagai program yang dilaksanakan pihak lapas kelas IIA Watampone bagi 
narapidana yang beragama Islam antara lain sebagai berikut: Pengajian, BTQ (Baca Tulis 
Quran), ceramah, dan shalat berjamaah. Sedangkan bagi narapidana non muslim, terdapat 
kegiatan peribadatan seperti sembahyang (menghormat atau memuja untuk menguatkan 
                                                           
56Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan  dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018. 
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keyakinan), yang dilaksanakan dua kali seminggu denga cara bergantian sesuai dengan 
jadwal yang telah ditentukan. 
Narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone menjalankan ibadah sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, meskipun ada perbedaan diantara 
mereka sudah menjadi sebuah keharusan untuk saling menghormati antara hak dan 
kewajiban yang ada dan menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama. 
Namun untuk narapidana wanita yang terdapat di lapas kelas IIA Watampone seluruh 
semuanya beragama Islam.57 
Lapas kelas IIA Watampone dalam melaksanakan kegiatan tersebut bekerjasama 
dengan Yayasan Pesantren Modern Al-Junaidiyah Biru Kabupaten Bone dan Instansi 
Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bone.58 Jumlah peserta pada kegiatan keagamaan 
tersebut, teridiri dari narapidana dan tahanan, dengan rincian, 455 orang bergama Islam dan 
1 orang yang beragama Kristen.59 
Pengajian dan berupa bimbingan Baca Tulis alquran untuk narapidana dan tahanan 
dilaksanakan pada hari senin dan rabu pada pukul 09:00 sampai 10:00 WITA, dan hari 
kamis dilaksanakan kegiatan ceramah agama. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid 
yang terdapat di dalam lapas kelas IIA Watampone.60 
                                                           
57Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan  dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018.  
58Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan  dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018. 
59Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan  dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018. 
60Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan  dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018. 
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Fasilitas yang disediakan oleh pihak lapas kelas IIA Watampone dalam rangka 
pemenuhan hak beribadah, bagi yang beragaman Islam yaitu disediakannya tempat 
beribadah berupa satu buah masjid. Waktu penggunaan tempat ibadah dibatasi karena 
lokasi masjid yang berada di luar blok khusus narapidana wanita. Misalnya untuk sholat 
lima waktu lebih banyak dilakukan di dalam kamar, terkait dengan waktu buka blok yang 
hanya pagi hari dari pukul 07:30-16:00 Wita.61 Bagi narapidana wanita sangat sulit untuk 
menggunakan fasilitas ibadah dalam hal ini masjid karena resiko dan minimnya tenaga staf 
keamanan wanita yang dapat mengawal narapidana wanita untuk melaksanakan kegiata 
peribadatan di masjid, sedangkan jika ingin melaksanakan ibadah di dalam kamar tentu saja 
jauh dari aspek kenyamanan karena di dalam kamar terdapat 9 orang lainnya yang memiliki 
kesibukan masing-masing, hal ini diperburuk dengan tidak terdapatnya ruangan atau tempat 
di dalam blok wanita yang dapat difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan 
keagamaan.62 
Kedua, fasilitas dalam mendapatkan perawatan rohani dan jasmani. Setiap 
narapidana wanita yang terdapat di lapas kelas IIA Watampone berhak mendapatkan 
perawatan rohani dan jasmani. Pihak lapas kelas IIA Watampone dalam memberikan 
fasilitas dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan, yayasan, lembaga sosial 
masyarakat ataupun perorangan. 
Perawatan Rohani, meliputi bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Hal ini 
merupakan salah satu hak hukum yang harus dilindungi oleh pihak lapas kelas IIA 
                                                           
61Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan  dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018. 
62ST. Madina, Napi, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
21 Maret 2018. 
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Watampone sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan, apa yang dimaksud dengan 
bimbingan rohani, namun dalam prakteknya bimbingan rohani ditafsirkan sebagai 
bimbingan kegiatan keagamaan yang dilakukan antara pihak lembaga pemasyarakatan 
bekerjasama dengan pihak instansi pemerintahan, badan kemasyarakatan, atau perorangan. 
 Lapas kelas IIA Watampone dalam pelaksanaannya belum menyediakan fasilitas 
khusus dalam melakukan bimbingan kerohanian dan budi pekerti. Oleh sebab itu, 
bimbingan kerohanian dan budi pekerti dilakukan di masjid, namun hal tersebut belum 
maksimal karena antara narapidana pria dan narapidana wanita bercampur dalam satu 
majelis.63 
Selain fasilitas dalam perawatan rohani di atas, narapidana wanita juga berhak 
mendapatkan fasilitas perawatan jasmani. Perawatan jasmani yang mencakup peralatan 
mandi, kesempatan berolahraga dan berkesenian, telah diberikan oleh pihak lapas kelas IIA 
Watampone kepada narapidana wanita yang telah selesai di daftar. Peralatan mandi 
tersebut, hanya didapatkan satu kali oleh narapidana, yaitu pada saat setelah didaftar dan 
untuk selanjutnya narapidana mengusahakan sendiri, baik dengan diberikan dari pihak 
kelurga pada saat kunjugan, ataupun dalam bentuk uang maupun dalam bentuk alat mandi 
                                                           
63Abu, Kasi. Pembinaan dan Pendidikan, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Watampone, 28 Maret 2018. 
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secara langsung. 64 Idealnya, mengenai perlengkapan mandi tersebut merupakan hak yang 
harus dipenuhi oleh pihak lapas kepada narapidana secara cuma-cuma.  
Lapas kelas IIA Watampone dalam menyediakan fasilitas kamar mandi dapat 
dikatakan belum memadai, karena tembok pembatas kamar mandi dengan rungan hanya 
setinggi 1 meter, sehingga apabila ruagan yang dihuni lebih dari satu orang dapat 
menimbulkan ketidak nyamanan.  Namun kondisi tersebut sudah menjadi aturan baku yang 
ditetapkan oleh pemerintah.65 
Kegiatan olahraga yang tersedia di lapas kelas IIA Watampone berupa bola volley, 
sepaktakrow, bulutangkis, tenis meja dan senam pagi dan ketersediaan sarana rekreasi di 
bidang kesenian berupa latihan musik band, dan satu set alat musik band berupa 1 buah 
gitar listrik, 1 buah gitar bass, satu set drum, 1 buah keyboard, dan 2 buah mic.  
Untuk kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari jumat pagi mulai 07:30 sampai 
09:00 WITA sedangkan untuk kegiatan kesenian dilaksanakan setiap hari jumat setelah 
kegiatan olahraga selesai dan dilanjutkan jumat sore setelah sholat ashar. Namun untuk 
narapidana wanita penggunaan fasilitas tersebut tidak dapat dilakukan karena minat dari 
narapidana wanita yang minim dan dominasi narapidana pria dalam penggunaan fasilitas 
tersebut.66 
Ketiga, fasilitas dalam mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan 
pengajaran merupakan hal yang sangat penting untuk didapatkan oleh narapidana wanita di 
                                                           
64Abu, Kasi. Pembinaan dan Pendidikan, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Watampone, 28 Maret 2018. 
65Azhar, Ka. Subsi.Registrasi, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
66 Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, wawancara oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018. 
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lapas kelas II A Watampone. Melalui pendidikan dan pengajaran narapidana wanita yang 
terdapat di lapas kelas IIA Watampone dapat meningkatkan pengetahuannya di bidang 
akademik. Pihak lapas dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan, yayasan, 
lembaga sosial masyarakat ataupun perorangan. 
Lapas kelas IIA Watampone telah menyediakan program kejar paket A, B dan C 
yang dilaksanakan setiap hari kerja dengan mendatangkan guru dari Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat (PKBM) Armila Kabupaten Bone. Petugas menyeleksi narapidana yang wajib 
mengikuti dan melihat latar belakang pendidikan narapidana tersebut. Kegiatan lain yang 
berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran adalah pemberian pelatihan keterampilan 
sebagai bekal yang dapat dikembangkan setelah narapidana tersebut bebas. Pelatihan 
keterampilan tersebut meliputi: pembuatan bingkai foto, bosara, tempat tisu, kipas tangan 
dan menjahit bagi narapidana perempuan serta latihan perbengkelan, menjahit, peternakan, 
perkebunan dan pertukangan bagi narapidana laki- laki.67 
Keempat, fasilitas kesehatan dan makanan yang layak. Fasilitas kesehatan 
merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh semua orang termasuk dalam hal ini 
narapidana wanita yang terdapat di lapas kelas IIA Watampone. Fasilitas kesehatan yang 
terdapat di lapas kelas IIA Watampone berupa sebuah klinik dan tenaga medis yang terdiri 
dari 1 orang dokter umum dan 3 orang perawat yang bertugas untuk memberikan resep 
obat-obatan dan memeriksa kondisi kesehatan narapidana.68 
                                                           
67Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan  dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 25 Maret 2018. 




Ketersediaan klinik kesehatan dan tenaga medis pada lapas kelas IIA Watampone 
merupakan salah satu perwujudan dalam rangka menjaga kesehatan narapidana. Pemberian 
pelayanan kesehatan bagi narapidana di lapas kelas IIA Watampone dilakukan degan cara 
melakukan pemeriksaan kesehatan rutin yang dilakukan satu kali satu minggu dan 
pemberian resep obat-obatan yang dibutuhkan bagi narapida yang sakit.69 
Narapidana yang sakit wajib diberikan pelayanan kesehatan oleh dokter atau tenaga 
kesehatan lainnya. Jika dalam pemeriksaan terdapat penyakit yang menular, maka 
narapidana yang menderita tersebut harus mendapat perawatan secara khusus. Bagi 
narapidana yang menderita penyakit ringan dapat datang sendiri ke klinik kesehatan atau 
dijemput oleh petugas kesehatan bagi narapidana yang tidak dapat datang sendiri ke klinik 
kesehatan yang telah disediakan. Apabila ada narapidana yang menderita penyakit yang 
mebahayakan dan memebutuhkan perawatan maka, narapidana tersebut segera di rujuk ke 
rumah sakit dengan pengawalan oleh petugas pemasyarakatan atas perintah dari Ka Lapas 
dan atas rekomendasi dari dokter lapas. Sedangkan  biaya perawatan ditanggung yang 
bersangkutan dan pihak lapas hanya dapat membantu sebagian saja karena keterbatasan 
anggaran kesehatan.70 Sedangkan dalam Pasal 17 ayat 4  Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 
menjelaskan bahwa biaya perawatan rumah sakit ditanggung oleh negara, hal ini sangat 
tidak sesuai dengan pelaksanaan yang terjadi di lapas kelas IIA Watampone. 
                                                           
69Muniarti, Perawat, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
28Maret 2018. 
70Agusalim, Kasi. Pembinaan dan Pendidikan, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Watampone, 24Maret 2018. 
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Jika terdapat narapidana wanita yang meninggal dunia karena sakit atau sebab lain, 
maka pihak lapas segera memberitahukan pihak keluarga. Namun, apabila narapidana yang 
meninggal dunia dikarenakan sebab yang tidak wajar, maka hal tersebut harus segera 
dilaporkan kepada pihak kepolisian. Jika jenazah narapidana wanita tersebut tidak diambil 
oleh pihak keluarga maksimak 2X24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak narapidana 
meninggal dunia, maka pihak lapas berhak untuk menguburkan jenazah tersebut sesuai 
dengan tata cara agama atau kepercayaan narapidana wanita yang telah meninggal 
tersebut.71 
Selain fasilitas pelayanan kesehatan, makanan merupakan kebutuhan semua orang 
untuk bertahan hidup, termasuk narapidana wanita yang ada di lapas kelas IIA Watampone. 
Narapidana wanita adalah manusia yang sedang menjalani hukuman di lemabaga 
pemasyarakatan dan narapidana wanita juga membutuhkan makanan untuk melangsungkan 
kehidupannya. 
Setiap narapidana berhak mendapatkan makanan yang layak. Pemberian makanan 
yang layak kepada narapidana harus memenuhi syarat asupan gizi dan pemberian makanan 
bagi narapidana yaitu menu 10 (sepuluh) hari dengan 2.250 (dua dua ratus lima puluh) 
kalori dan 3000 (tiga ribu) kalori bagi narapidan yang membutuhkan asupan gizi lebih 
karena kondisi tertentu seperti narapidanadana wanita yang sedang sakit, hamil, pasca 
melahirkan, masa menyusui, memiliki balita, dengan menu makanan yang bervariasi sesuai 
                                                           
71Agusalim, Kasi. Pembinaan dan Pendidikan, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Watampone, 24 Maret 2018. 
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dengan jadwal yang ditetapkan oleh tamping dapur, kemudian Ka Lapas dan Dokter Lapas 
diberikan sampel untuk diperiksa kelayakan dan kesehatan dari makanan tersebut.72 
Berikut daftar menu makanan warga binaan pemasyarakatan selama 10 (sepuluh) 
hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone:73 














































































                                                           
72 Lukam Amin, Ka. Lapas, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 28 Maret 2018. 
73 Lukam Amin, Ka Lapas, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 





























Nasi, telur asin, 












































































Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
Fasilitas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan makanan narapidana dalam sehari 
hanya tersedia anggaran sebesar Rp.15.000. (lima belas ribuh rupiah) pernarapidana, dalam 
sehari narapidana makan sebanyak 3 (tiga) kali jadi anggaran tersebut menjadi Rp.5.000. 
(lima ribu rupiah) persatu kali makan, apabila jumlah ini di bandingkan dengan haraga 
makanan diwarung makan tetu saja kita akan mendapatkan harga Rp. 15.000. (lima belas 
ribuh rupiah) perporsi untuk satu kali makan. Jika melihat kondisi ini tentu saja untuk 
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memenuhi kecukupan gizi narapidana wanita tentu saja tidak terlaksana dengan baik, 
terlebih lagi bagi narapidana wanita yang membutuhkan tambahan gizi seperti narapidana 
wanita yang sedang hamil atau menyusui.74 
Kelima, fasilitas dalam mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 
massa lainnya yang tidak dilarang. Bahan bacaan dan siaran media merupakan salah satu 
sarana bagi narapidana wanita yang terdapat di lapas kelas IIA Watampone untuk 
memperluas wawasannya. Bahan bacaan dan siaran media yang disediakan oleh pihak lapas 
haruslah dapat menunjang kepribadiaan dan kemandirian narapidana yang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.75 
Lapas kelas IIA Watampone juga mneyediakan perpustakaan, narapidana diberikan 
kesempatan untuk mengunjungi dan meminjam buku yang ada di perpustakaan, meskipun 
masih sangat sederhana dan terbatas pada buku yang didapatkan atau diterima dari 
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.76 
Bagi narapidana wanita kesempatan untuk memebaca diperpustakaan sangatlah 
minim, hal ini disebabkan letak perpustakaan yang beradah di antara blok-blok narapidana 
pria, selain itu dalam perpustakaan tersebut sering dijumpai narapidana pria yang 
                                                           
74 Lukman Amin, Ka. Lapas, wawancara oleh penulis di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 28 Maret 2018. 
75Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28 Maret 2018. 
76Surianto, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28 Maret 2018. 
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bertelanjang dada dikarenakan kondisi perpustakaan yang tidak dilengkapi penyejuk 
ruagan.77 
Selain tersediannya bahan bacaan di perpustakaan yang telah di sediakan pihak 
lapas kelas IIA WAtampone, narapidana juga dapat membaca surat kabar atau majalah 
yang dibawa atau dikirim oleh keluarga. Selain itu narapidana juga diperbolehkan  melihat 
dan mendengar media elektronik, seperti radio dan televisi yang terdapat di depan kamar 
masing-masing. Mereka dapat menikmati hal tersebut pada saat siang hari atau pada saat 
mereka sedang tidak ada kegiatan.78 Untuk menikmati fasilitas siaran televisi narapidana 
wanita di lapas kelas IIA Watampone mengaku tidak nyaman karena satu buah televise 
harus dinikmati oleh 20 (dua puluh) orang penghuni blok wanita.79 
Keenam, fasilitas dalam menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau 
orang tertentu lainnya. Narapidana diberikan kesempatan untuk mendapatkan kunjungan 
baik keluarga, teman, maupun penasihat hukumnya. Kunjungan bagi narapidana dicatat 
dalam buku daftar kunjungan dan sediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan 
bagi narapidana.80 
                                                           
77Irmah Safitrianhy, Napi, wawancara penulis di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
23 Maret 2018. 
78Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28 Maret 2018. 
79Irmah Safitrianhy, Napi, wawancara penulis di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
23 Maret 2018. 
80Surianto, Ka. Subsi. Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, wawancara  oleh penulis di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 28 Maret 2018. 
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Petugas yang bertugas di temapat kunjungan mempunyai kewajiban yang harus 
dilaksanakan. Kewajiaban petugas tersebut anatara lain:81 
a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung; 
b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya. 
Jadwal kunjungan bagi narapidana yaitu pada hari selasa, kamis dan sabtu pada 
pukul 09.00 - 12.00 Wita dan dilanjutkan pada pukul 13.30 - 15.00 Wita.82 
Tersedianya fasilitas yang baik dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak hukum 
narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone tentu saja menjadi salah satu faktor 
penting agar dapat terpenuhinya perlindungan hak-hak hukum narapidana wanita, 
berdasarkan penjelasaan diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas yang layak 
di lapas kelas IIA Watampone belum terpenuhi hal ini tergambarkan dari minimnya jumlah 
dan jenis fasilitas yang tersedia ditambah lagi fasilitas yang tergolong tidak layak pakai 
(rusak), menurut Azhar selaku Ka. Subsi. Registrasi, beliau menjelaskan bahwa upaya 
pembaharuan dan pengadaan beberapa fasilitas bagi narapidana wanita telah diupayakan. 
Namun harus melalui melalui mekanisme yang memakan banyak waktu dan kemungkinan 
dipenuhinya juga belum jelas. Beliau juga menambahakan minimnya anggaran yang 
diberikan tiap tahunya menjadi masalah serius yang harus segera diselesaiakan.83 
2. Pengamanan Khusus Bagi Narapidana Wanita 
                                                           
81Azhar, Ka. Subsi. Registrasi, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
82Azhar, Ka. Subsi. Registrasi, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
83Azhar, Ka. Subsi. Registrasi, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
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Kondisi keamanan lapas kelas IIA Watampone dalam priode 2013-2017 dapat 
digamabarkan sebagai berikut: 









Bentuk-bentuk Pelanggaran yang 
Dilakukan Narapidana Wanita 
 
Pria Wanita 
2013 44 3 15 
Pelanggaran ringan (cekcok) 
dan membawa telpon seluler 
 
2014 44 3 14 
Pelanggaran ringan (cekcok) 
dan membawa telpon seluler 
 
2015 46 3 11 
Pelanggaran ringan (cekcok) 
dan membawa telpon seluler 
2016 46 5 15 
Pelanggaran ringan (cekcok) 
dan membawa telpon seluler 
2017 46 5 18 
Pelanggaran ringan (cekcok) 
dan membawa telpon seluler 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tepatnya pada 
Pasal 47 menyatakan bahwa  Kepala Lembaga Pemasyarakatan berwenang memberikan 
tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap warga binaan 
pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas 
yang dipimpinnya.84  Hal ini kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan Nomor 6 Tahun 2003 
yaitu, setiap narapidana dan tahanan wajib mematuhi tata tertib lapas atau rutan. 85 
Mengenai sanksi administrasi bagi yang melanggar tata tertib diatur dalam Pasal 9 yaitu, 
                                                           
84Republik Indonesia,Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal  47. 
85Republik Indonesia,Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan 
Nomor 6 Tahun 2003, Pasal 2 ayat (1). 
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memberikan peringatan secara tertulis, tutupan sunyi selama 6 (enam) hari, dan pencabutan 
hak-hak warga binaan pemasyarakatan.86 
Pengertian pengamanan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (6) 
Permenkumham 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan, bahwa 
pengamanan lapas atau rutan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan 
pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban 
di lapas atau rutan.87 Pengamanan lapas dilakukan oleh satuan pengamanan, yakni unit 
yang melakukan tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan 
pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan.88 Selain itu, pada Pasal 5  
Permenkumham 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan, disebutkan 
bahwa dalam menyelenggarakan pengamanan terhadap narapidana dan tahanan wanita 
dilakukan dengan mengutamakan keberadaan petugas wanita.89 
Keberadaan staf keamanan khusus wanita dan lapas kuhusus wanita merupakan 
suatu upaya untuk menciptakan pengaman khusus bagi narapidana wanita. Narapidana 
wanita dalam menjalani masa pidananya tentu saja membutuhkan pengamanan khusus 
seperti tersediannya tenaga staf keamanan wanita dan adanya blok khusus wanita. 
Keberadaan blok khusus wanita harus diwujudkan untuk menciptakan rasa aman dan 
                                                           
86Republik Indonesia , Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan 
Nomor 6 Tahun 2003, Pasal  9. 
87Republik Indonesia,Permenkumham 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan, 
Pasal 1 ayat (6). 
88Republik Indonesia,Permenkumham 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lapas dan Rutan, 
Pasal 1 ayat  (7). 




nyaman bagi narapidana wanita yang sedang menjalani masa pidananya di lapas yang juga 
dihuni oleh narapidana pria.90 
Kondisi keamanan lapas kelas IIA Watampone secara umum dibawa kordinasi M. 
Arfandi sebagai KA KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Pengamanan Lapas) berjalan 
dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari minimnya tingkat perkelahian sesama 
narapidana dan kerusuhan yang terjadi di lapas kelas IIA Watampone. 
Kondisi lapas yang juga di huni oleh narapidana pria sangat memebatasi aktifitas 
narapidana wanita karena hampir seluruh aktifitas narapidana wanita dilakukan di dalam 
blok yang berukuran kurang lebih 20×30 M (dua puluh kali tiga puluh meter), terlebih lagi 
untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan diluar blok seperti saat ada kegiatan kerjasama 
oleh pihak lapas degan pihak SKPD (Satuan kerja perangkat daerah), LSM (Lembaga 
Sosial Masyarakat) atau perusahaan, narapidana wanita jarang ikut serta dikarenakan pada 
kegiatan tersebut didominasi oleh narapidana pria.91 
Narapidana wanita yang keluar untuk membeli keperluan pribadi di koperasi tidak 
pernah mendapatkan pengawalan khusus dari staf keamanan wanita maupun pria.92 Begitu 
juga dengan minimnya pengawalan saat melakukan kegiatan senam dipagi hari yang 
dilakukan bersamaan dengan narapidana pria, merupakan gambaran minimnya pengamanan 
khusus bagi narapidana wanita yang terdapat di lapas kelas IIA Watampone. Untuk 
meminimalisir potensi terjadinya hal-hal yang tidak diingginkan pemerintah telah 
                                                           
90 M. Arfandi, Ka KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 25 Maret 2018. 
91Nurmala, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
25 Maret 2018. 
92Nurmala, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
25 Maret 2018. 
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meregulasikan pembentukan lapas khusus wanita hal ini diterdapat dalam Pasal 12 ayat 2 
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya pada Lapas 
Kelas IIA Watampone hanya terdapat blok khusus wanita. 
Lapas kelas IIA Watampone dalam memberikan pengamanan terhadap narapidana 
wanita dilakukan oleh staf keamananan (staf KKLP). Berdasarkan pengamatan penulis, 
jumlah staf keamanan wanita berjumlah 8 (delapan) orang, yang akan mengawasi 16 (enam 
belas) orang narapidana wanita dan 3 (tiga) orang tahanan. Staf keamanan tersebut bekerja 
secara bergantian, sehingga dalam menjalankan tugasanya, 2 (dua) orang staf keamanan 
mengawasi 16 (enambelas) orang narapidana wanita dan 3 (tiga) orang tahanan, sedangkan 
idelnya 1 (satu) orang staf keamanan mengawasi 3 (tiga) orang narapidana wanita.93Namun 
tidak jarang di dalam blok khusus wanita hanya terdapat satu staf pengaman yang bertugas 
menajaga kondisi keamanan blok yang berisikan 16 (enam belas) orang narapidana wanita 
dan 3 (tiga) orang tahanan, 94  disamping itu staf keamanan juga tidak dibekali senjata 
pengaman, seperti serbuk merica,senjata angi, pentungan atau borgol pengaman. Menurut 
penulis pengadaaan senjata pengamanan tentu saja dibutuhkan untuk berjaga-jaga dan 
menhindari hal-hal yang tidak diinginkan terlebih lagi di lapas kelas IIA Watampone hanya 
terdapat blok khusus wanita dimana pada bagain luar blok terdapat ratusan narapidana pria 
yang beraktifitas. 
                                                           
93 M. Arfandi, Ka KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 25 Maret 2018. 
94Nurmala, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
25 Maret 2018. 
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Menurut pendapat salah satu narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone 
keamanan belok sudah cukup baik. 95  Pendapat narapidana tersebut tentang kondisi 
keamanan lapas didasari dari minimnya pengetahuan narapidana atas apa saja yang menjadi 
hak-hak mereka sebagai narapidana, salah satunya hak untuk mendapatkan rasa aman. Hal 
ini terjadi dikarenakan minimnya sosialisasi pihak lapas terhadap narapidana mengenai hak 
dan kewajiban mereka sebagai narapidana. 
Keadaan di atas telah memberikan gambaran bahwa dengan adanya blok khusus 
bagi narapidana wanita belum mampu menciptakan keamanan dan ketentraman bagi 
narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone. Kondisi minimnya jumlah staf 
pengamanan dengan perbandingan antara staf pengamanan lapas dengan narapidana wanita 
dalam satu hari adalah satu staf pengamanan berbanding sepuluh dengan narapidana 
wanita, yang tentu dengan keadaan demikian, pengamanan terhadap narapidana wanita di 
lapas kelas IIA Watampone masih kurang maksimal. 
Dari perspektif hukum Islam, dengan adanya keamanan yang diberikan oleh petugas 
lapas kepada narapidana wanita di kelas IIA Watampone, merupakan gambaran penerapan 
salah satu dari lima pilar dalam Islam, yakni memelihara Jiwa (Hifẓ Al-nafs) walaupun hal 
tersebut belum tercapai secara maksimal. 
Memelihara Jiwa (Hifẓ al-Nafs) merupakan salah satu dari lima prinsip dalam 
maqāṣid al-Syarī’ah (tujuan syariat disyariatkannya Islam). Prinsip ini melandasi ketentuan 
bahwa setiap orang berhak untuk hidup memepertahankan hidup dan meningkatkan taraf 
kehidupannya bahwa setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan 
                                                           
95Nurmala, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
25 Maret 2018. 
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sejahtera baik lahir maupun batin, dan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan 
tentram serta berhak atas perlindungan terhadap ancamant ketakutan. 
Islam mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan keselamatan 
diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan, martabat manusia sebagai 
anugrah dari Alah swt., dalam alquran juga dijelaskan betapa pentingnya menjaga 
keamanan hal ini terdapat dalam Q.S al Baqarah/2:126: 
ھِ  َوإِذۡ  ٰWََِۡل إoَ َِّرب Nُٱ ۡ©£َªۡ  َو oQٗSِا َءاUًَ^َ َا تِ ٱYَSِ  ۥأَۡھ^Zَُ  ۡرُزقۡ ٱھَٰ ٰWَ َ̀ َّ¯i  Nُ]QۡSِ YَSََءا YۡSَ
ِ ٱِ  هُ  ۥoََل َوW±ِٓۡ  ُZ£ُِّSَُlَm Wََ²pَ YSَِۚ ٱ qَۡsiۡمِ ٱوَ  َّ ُّWَc ۡ́ َ̧  oَّQiرِۖ ٱإiَِٰ¶ َ]َاِب  ۥٓَ^Nُµ ٗsَِّ أَ gَِۡو
Wُs¹ِ ٱ َ̀ iۡ١٢٦   
Terjemahnya: 
dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri 
yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya 
yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: 
"Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku 
paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali". 
 
 
3. Pelayanan Khusus 
Kondisi pelayanan khusus narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone dalam 
priode 2013-2017 dapat digamabarkan sebagai berikut: 
Tabel 15 Kondisi Pelayanan Khusus Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA 
Watampone 







Keamanan 3 Orang 
7 Orang Pembinaan 4 Orang 




Keamanan 3 Orang 
7 Orang 
 
Pembinaan 4 Orang 
Kesehatan 1 Orang 
2015 
Keamanan 3 Orang 
5 Orang  Pembinaan 4 Orang 
Kesehatan 1 Orang 
2016 
Keamanan 3 Orang 
9 Orang Pembinaan 4 Orang 
Kesehatan 2 Orang 
2017 
Keamanan 3 Orang 
11 Orang Pembinaan 4 Orang 
Kesehatan 2 Orang 
 Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
Pelayanan yang bersifat khusus mencakup setiap petugas yang melayani hak-hak 
khusus narapidana wanita sesuai dengan kodratnya. Pelayanan yang diberikan terhadap 
narapidana wanita haruslah dilakukan oleh seorang wanita sebagai bentuk upaya pelayanan 
yang baik guna dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. 
Tersedianya pelayanan khusus di lapas kelas IIA Watampone dapat dilihat dari dari 
tiga aspek yaitu ketersediaan tenaga pengamanan wanita untuk  memberikan pelayanan 
keamanan bagi napi wanita, tenaga ahli wanita untuk pembinaan narapidana wanita baik di 
bidang pembinaan kemandirian, kesenian, maupun pembinaan di bidang spritual, dan 
tenaga medis wanita untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita.96 
Ketiga aspek tersebut akan dijelaskan lebih jelas sebagai berikut:  
Pertama, pelayanan dalam bidang keamanan. Keberadaan staf keamanan khusus 
wanita di lapas merupakan suatu upaya untuk menciptakan pengaman khusus bagi 
                                                           




narapidana wanita. Narapidana wanita dalam menjalani masa pidannya tentu saja 
membutuhkan pengamanan khusus seperti tersediannya tenaga staf keamanan wanita. Di 
blok khusus wanita terdapat staf keamanan wanita berjumlah 8 (delapan) orang, yang akan 
mengawasi 16 (enam belas) orang narapidana wanita dan 3 (tiga) orang tahanan.97 
Staf keamanan tersebut bekerja secara bergantian, sehingga dalam menjalankan 
tugasanya, 2 (dua) orang staf keamanan mengawasi 16 (enambelas) orang narapidana 
wanita dan 3 (tiga) orang tahanan, sedangkan idealnya 1 (satu) orang staf keamanan 
mengawasi 3 (tiga) orang narapidana wanita.98 Namun tidak jarang di dalam blok khusus 
wanita hanya terdapat satu staf pengaman yang bertugas menajaga kondisi keamanan blok 
yang berisikan 16 (enam belas) orang narapidana wanita dan 3 (tiga) orang tahanan,99 
disamping itu staf keamanan juga tidak dibekali senjata pengamanan, seperti serbuk merica, 
senjata angi, pentungan atau borgol pengaman. Menurut penulis pengadaaan senjata 
penagamanan tentu saja dibutuhkan untuk berjaga-jaga dan menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan terlebih lagi di lapas kelas IIA Watampone di mana dalam lapas tersebut juga 
terdapat ratusan narapidana pria yang beraktifitas. 
Kondisi blok narapidana wanita tidak selamanya mendapatkan pengamanan dari 
staf kemanan wanita ada beberapa kondisi tertentu dimana keberadaan petugas pria di 
dalam blok khusus wanita juga dapat ditemui hal ini terjadi hanya pada kondisi tertentu. 
Keberadaan petugas pria pada blok khusus wanita tentu saja harus melalaui izin dan 
                                                           
97Nurmala, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
25 Maret 2018. 
98 M. Arfandi, Ka KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 25 Maret 2018. 
99Nurmala, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
25 Maret 2018. 
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kordinasi dari M. Arfandi selaku Ka KPLP yang bertanggung jawab atas keamanan dari 
lapas kelas IIA Watampone. Kondisi ini hanya terjadi pada keadaan-keadaan tertentu 
seperti saat terjadi kericuhan di dalam blok khsus wanita yang mengharuskan adanya 
penambahan personil keamanan untuk meredam kericuhan.100 
Minimnya staf kemaman wanita memang menjadi salah satu masalah serius yang 
sudah lama dan belum dapat diatasi. Kondisi ini juga dipertegas oleh M. Arfandi selaku Ka 
KPLP yang bertanggung jawab atas keamanan seluruh narapidana yang ada di lapas kelas 
IIA Watampone termasuk narapidana wanita. Minimnya tenaga keamanan wanita tentu saja 
menjadi gamabaran tidak maksimalnya pelayanan khusus narapidana wanita pada aspek 
keamanan.101 
Kedua, pelayanan khusus pada bidang pembinaan narapidana wanita. Pelayan 
khusus narapidana wanita pada bidang pembinaan tentu saja menjadi hal yang tidak boleh 
disepelekan karena dengan hadirnya tenaga ahli wanita untuk membina narapidana wanita 
merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan lapas dalam meresosialisasi 
narapidana wanita untuk kembali ketegah-tengah masyarakat. 
Kehadiran pembina wanita di bidang pembinaan kemandirian bagi narapidana 
wanita di lapas kelas IIA Watampone merupakan gambaran telah terpenuhimya salah satu 
pelayanan khusus bagi narapidana wanita, walaupun pelayanan khusus tersebut belum 
berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari minimnya bentuk-bentuk pelatihan 
                                                           
100M. Arfandi selaku Ka KPLP, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 25 Maret 2018. 
101M. Arfandi selaku Ka KPLP, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 25 Maret 2018. 
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kemandirian yang diberikan. 102   Selain minimnya bentuk pelatihan kemandirian yang 
diberikan kehadiran pembina tersebut di lapas kelas IIA Watampone juga tergolong minim 
karena pembina hanya hadir satu kali seminggu, sedangkan narapidana wanita mengaku 
kehadiran pembina saat melakukan kegiatan kemandirian sangat membantu.103 
Berbeda dengan pelayanan pembinaan di bidang kemandirian, pelayanan 
pembinaan di bidang kesenian bagai narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone tidak 
pernah didapatakan selain tidak adanya tenaga pembina baik pria maupun wanita, tidak 
adanya sarana untuk melakukan kegaiatan tersebut di dalam blok khusus wanita juga 
menjadi masalah yang sangat serius. Sarana untuk pengemabangan bakat di bidang 
kesenian hanya terdapat di aula serbaguna lapas kelas IIA Watampone di mana keberadaan 
aula yang berda ditegah-tegah lapas tentu menjadi kendala terlaksananya pembinaan ini. 
Selain itu kondisi aula yang terdapat narapidana pria yang juga menggunakan sarana 
tersebut menjadi kendala, dan diperparah dengan jadwal pembinaan di bidang kesenian 
yang hanya dilaksanakan satu kali satu minggu yaitu hanya pada hari jumat.104 
Ketiga, pelayanan khusus dalam bidang kesehatan. Untuk pelayanan khusus di 
bidang kesehatan dibagi menjadi dua bagian yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. 
Pada bagian kesehatan jasmani pihak lapas kels IIA Watampone telah menyediakan  tiga 
tenaga medis yang setiap harinya bergantian berjaga di klik kesehatan untuk memenuhi 
pelayanan kesehatan bagi seluruh narapidana termasuk narapidana wanita, selain itu juga 
                                                           
102Abu, Kasi. Binadin, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
28 Maret 2018. 
103 ST. Madina, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
104 ST. Madina, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
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terdapat satu orang dokter umum yang juga bertanggung jawab atas kesehatan narapidana 
di lapas kelas IIA Watampone.105 
Kehadiran tenaga medis wanita dan dokter wanita di lapas kelas IIA Watampone  
tentu saja menjadi salah satu hal yang baik bagi narapidana wanita, karena degan hadirnya 
tenaga medis yang seluruhnya adalah wanita memebuat narapidana wanita di lapas kelas 
IIA Watampone  menjadi tidak segan melakukan konsultasi kesehatan atau pun meminta 
pelayanan kesehatan. 106 Pelayanan yang diberikan bagi narapidana wanita berupa 
pemeriksaan kesehatan yang dilakukan satu kali seminggu oleh dokter umum dibantu 
perawat  wanita. Bentuk pelayanan ini disambut baik oleh narapidana wanita karena dengan 
adanya pemeriksaan rutin ini membuat narapidana wanita dapat berkonsultasi masalah 
kesehatannya dengan rutin.107 
Pada bidang pelayanan kesahatan spiritual pihak lapas kelas IIA Watampone telah 
meneydiakan tenaga ahli wanita untuk memberikan pelayanan di bidang spiritual. 
Pelayanan kesehatan spiritual ini diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti, 
tausiyah, bimbingan baca tulis alquran, dan pembinaan yang menyangkut degan 
keperibadian narapidana wanita.108 Kehadiran pembina spiritual wanita di lapas kelas IIA 
Watampone telah terpenuhi dan proses pembinaanya berjalan cukup baik. Menurut salah 
satu narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone pembinaan spiritual ini sangat 
                                                           
105Muniarti, Perawat, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
28 Maret 2018. 
106Fauzitami Sari, Narapidana, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 27Maret 2018. 
107Fauzitami Sari, Narapidana, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 27Maret 2018. 
108Abu, Kasi. Binadin, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
28 Maret 2018. 
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memberikan manfaat bagi narapidana wanita karena selain memicu kesadaran diri 
narapidana wanita atas kesalahan yang pernah dilakukan, pembinaan spiritual ini juga 
meningkatkan kualitas baca tulis alquran narapidana wanita.109 Hal ini dibuktikan dengan 
kualitas bacaan alquran narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone mengalami 
peningkatan dibandingkan dengan saat pertama masuk di lapas kelas IIA Watampone.110 
Pelayanan khusus di bidang kesehatan yang ada di lapas kelas IIA Watampone telah 
terpenuhi hal ini tentu saja meberikan dampak yang baik bagi narapidana wanita di bidang 
kesehatan hadirnya tenaga medis wanita merupakan perwujudandari bentuk pelayanan 
khusus bagi narapidan wanita.  
Kondisi di atas telah meberikan gamabaran secara umum bahwa pelyanan khusus 
yang diberikan pihak lapas kelas IIA Watampone kepada narapidana wanita sudah berjalan 
sekalipun masih terdapat kendala seperti, minimnya kwantitas dan kualitas sdm wanita 
untuk melaksanakan pelayanan kepada narapidana wanita. Hal ini tentu saja telah 
diupayakan oleh pihak lapas untuk segera diselesaikan. 
Melihat kondisi di atas bisa dikatakan pihak lapas telah mampu menjalankan konsep 
pelayanan khusus dengan menghadirkan petugas wanita untuk memenuhi hak-hak hukum 
narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone. Hadirnya petugas wanita untuk 
melakukan pelayanan terhadap narapidana wanita telah sejalan dengan maqᾱṣid al-syari’ah 
dalam hal memelihara jiwa (hifẓ al-nafs).  
                                                           
109 ST. Madina, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
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MemeliharaJiwa (hifẓ al-nafs) merupakan salah satu dari lima prinsip dalam maqāṣid 
al-Syarī’ah (tujuan syariat disyariatkannya Islam).  Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa 
setiap orang berhak untuk hidup memepertahankan hidup dan meningkatkan taraf 
kehidupannya bahwa setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan 
sejahtera baik lahir maupun batin, dan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan 
tentram serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman  ketakutan. 
Kehadiran pegawai wanita mampu membuat narapidana merasa lebih nyaman dan 
aman dalam melakukan segala aktifitas dan program yang telah dibuat oleh pihak lapas. 
Dalam Islam juga telah dijelaskan bahwa campur baur antara pria dan wanita dapat 
menimbulkan hal-hal negatif. 
 Islam juga sangat jelas menggambarkan bahwa perilaku seperti campur baur antara 
pria dan wanita adalah hal yang dilarang dalam syariat Islam. Islam menjelaskan bahwa 
campur baur antara pria dan wanita yang bukan muhrim merupakan perbuatan yang 
mengarah pada perbuatan zinah. Dalam Islam mendekati suatu perbuatan yang melanggar 
syariat Islam adalah suatu perbuatan yang dilarang, seperti yang terdapat dalam Q.S al-
Isra’/17:32: 
َ¶ٰۖٓ ٱqُWََۡVْا  َوَ«  ِّ¼i  ُZَّِۥإ  ٗsِd½َ َٓءo½ََو ¾ٗ¿َÀِ َٰm َنopَ٣٢   
Terjemahnya: 
dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji. dan suatu jalan yang buruk.111 
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 Ayat ini menegaskan bahwa perintah agama untuk tidak melakukan perbuatan yang 
dapat mendekatkan kita pada perbuatan zinah. Secara jelas aayat ini menegaskan mendekati 
perbuatan zina saja sudah dilarang apa lagi dengan melakaukan perbautan tersebut. 
Perbuatan yang digolongkan mendekati perbauatan zinah adalah adanya tatapan yang 
disengaja, tidak menjaga aurat, berdua-duaan, dan bersentuhan. Dapat dipahami dalam ayat 
ini larangan melakukan zinah adalah larangan yang amat tegas dan perbuatan zinah 
merupakan dosa yang amat besar, sebagaiman telah dilarang mendekati perbuatan 
tersebut.112 
Mengenai campur baur ini tentu saja masih terdapat berbagai perdebatan mengenai 
dibolehkannya bercampur baur dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu/darurat yang 
dimaksud disini adalah seperti kondisi ketika tidak ada lagi dokter ahli wanita yang mampu 
menagani pasien wanita, atau pada saat melakukan ibadah haji. Dalam hal pelayanan 
terhadpa narapidana wanita tentu saja tidak dapat digolongkan sebagai kondisi yang 
darurat. Melihat sekarang ini sudah begitu banyak sdm ahli wanita yang dapat melakukan 
pelayanan terhadap narapidana wanita guna memenuhi hak-hak hukum narapidana wanita 
tersebut.  
4. Pembinaan Khusus 
Kondisi pembinaan khusus narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone dalam 
priode 2013-2017 dapat digamabarkan sebagai berikut: 
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Bentuk-bentuk Pembinaa Khusus Narapidana 
Wanita di Lapas Kelas IIA Watampone 
2013 4 Orang 7 Orang 
Kerajinan tangan dan tatarias, namun untuk 
tatarias tidak rutin dilakukan   
2014 4 Orang 7 Orang 
Kerajinan tangan dan tatarias, namun untuk 
tatarias tidak rutin dilakukan   
 
2015 4 Orang 5 Orang 
Kerajinan tangan dan tatarias, namun untuk 
tatarias tidak rutin dilakukan   
2016 4 Orang 9 Orang 
Kerajinan tangan dan tatarias, namun untuk 
tatarias tidak rutin dilakukan   
2017 4 Orang 11 Orang 
Kerajinan tangan dan tatarias, namun untuk 
tatarias tidak rutin dilakukan   
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang 
Pemasyarakatan, tepatnya pada Pasal 5 menyebutkan bahwa sistem pembinaan 
pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan 
pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, 
kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk 
tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.113 
Pembinaan yang diberikan oleh pihak lapas kelas IIA Watampone disesuaikan 
dengan minat dan bakat narapidana wanita, hal ini dibuktikan dengan adanya formulir yang 
wajib diisi oleh narapidana sebelum didafatar sebagai warga binaan pemasyarakatan. 
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Setelah narapidana mengisi formulir tersebut maka selanjutnya yang menjadi minat dan 
bakat dari narapidana tersebut akan diberikan pembinaan agar dikembangkan.114 
Bentuk pembinaan yang diberikan pihak lapas kelas IIA Watampone kepada 
narapidana haruslah disesuaikan dengan kodratnya sebagai seorang wanita, disisi lain 
ketersedian tenaga ahli wanita menjadi hal yang tidak boleh disepelekan, karena dengan 
kehadiran tenaga ahli wanita tentu saja dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. 
Kehadiran tenaga ahli tentu saja sangat menunjang tingkat keberhasilan pembinaan 
kemandirian di bidang keterampilan. 
Pembinaan yang diberikan bertujuan untuk memberikan bekal kepada narapidana 
wanita ketika kembali ke masyarakat telah dilakukan oleh pihak lapas kelas IIA 
Watampone sekalipun belum berjalan dengan maksimal dikarenakan beberapa kendala 
seperti rumitnya mekanisme pengajuan bentuk pembinaan, pendanaan yang minim, sulitnya 
mendapatkan bahan-bahan dan alat untuk kerajian. Adapun bentuk pembinaan yang 
diberikan antaralain berupa keterampilan menjahit dan kerajinan tangan.115 Menurut salah 
satu narapidana wanita yang terdapat di lapas kelas IIA Watampone  bentuk pelatihan yang 
diberikan pihak lapas kepada narapidana wanita terkesan monoton karena sejak awal 
menjalani masa pidananya sampai dengan sekarang bentuk pelatihan yang diberikan tidak 
ada perubahan. 116  Ketersediaan alat dan bahan yang terbatas juga menjadi faktor 
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pendukung minimnya bentuk kerajinan tangan yang dapat dibuat, hal ini dikarenakan pihak 
lapas bergantung pada ketersediaan anggaran untuk pengadaan alat dan bahan.117 
Narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone merasa bahwa bimbingan 
keterampilan yang telah diterima tidak dapat menjadi acuan bagi narapidana ketika bebas 
dapat menerapkan keterampilan yang telah diperolehnya tersebut. Hal ini dikarenakan jenis 
keterampilan yang diterima terkesan terlalu sederhana dan tidak dapat bersaing dalam dunia 
bisnis keterampilan. Pengadaan bahan dan alat untuk membuat kerajinan yang sering 
menjadi kendala karena bergantung pada anggaran yang tersedia.118 
Pembinaan keterampilan ini tentu saja menjadi salah satu bagian terpenting dalam 
mempersiapkan narapidana untuk kembali di tengah-tengah masyarakat. Namun pada 
kenyataan yang terjadi di lapangan pembinaan di bidang keterampilaan ini tidak berjalan 
secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk-bentuk pelatihan kerajianan yang 
diberikan sudah ketinggalan jaman dan tidak inovatif, adapun bentuk pelatihan menjahit 
yang diberikan hanya sebatas untuk menjahit bahan-bahan kerajinan. Keterampilan 
menjahit apabila dimaksimalkan dapat menjadi primadona dalam bentuk pelatihan 
keterampilan, karena keterampilaan ini selain sangat dibutuhkan juga memiliki nilai 
ekonomis yang tinggi. Selain itu minimnya betuk pelatihan juga menjadi kendala, padahal 
ada banyak bentuk-bentuk pelatihan yang bisa diberikan kepada narapidana wanita antara 
lain seperti, pelatiahan tatarias, tataboga, membatik/menenun kain, pelatihan bahasa asing, 
dan public speaking. 
                                                           
117Abu, Kasi. Binadin, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
28 Maret 2018. 
118 ST. Madina, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
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Tujuan hukum Islam, memelihara agama (hifẓ al-din), memelihara jiwa (hifẓ al-
nafs), memelihara akal (hifẓ al-‘aql), memelihara keturunan (hifẓ al-nasl), memelihara harta 
(hifẓ al-mal). 119  Dari kelima tujuan hukum Islam, pembinaan yang berupa pemberian 
keterampilan menjahit dan kerajinan tangan kepada narapidana wanita di lapas kelas IIA 
Watampone merupakan bagian dari Memelihara Akal (Hifẓ al-‘Aql). 
Memelihara Akal (Hifẓ al-‘Aql) dalam hukum Islam dimaknai bahwa akal 
merupakan karunia yang diberikan oleh Allah swt., kepada manusia. Sebab dengan akal, 
manusia dapat menggunakannya untuk mempermudah urusannya di dunia, dalam batasan-
batasan tertentu. Dalam memelihara Akal (Hifẓ al-‘Aql) terdapat prisip yang melandasi 
ketentuan bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan, berhak untuk 
mengembangkan dan memeperoleh manfaat dari ilmu penegetahuan dan teknologi, 
kesenian, dan kebudayaan sesuai dengan bidang yang diminatinya. 
Memelihara akal di dalam alquran juga mendapat perhatian. Ayat-ayat alquran yang 
menganjurkan manusia supaya beripikir dengan menggunakan akalnya. Di dalam Q.S Al 
Zumar/39:18 
ُ£qَن  YXَِّiَ ٱ ِ̀ ََۡXلَ ٱqَۡiۡ  ُZَQَeََۡن أq£ُِdَّَsَmۚٓۥ  fَِg
ٓ َٰiٱأُْو َYXَِّi  Nُُ]ÂٰUََٱھ ُۖ fَِg ھNُۡ أُْوqُiاْ  َّ
ٓ َٰiَوأُْو
Ãِ ٱ َٰdiَۡۡ ١٨   
Terjemahnya: 
yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya.120 
mereka Itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah 
orang-orang yang mempunyai akal.121 
 
                                                           
119Abi Ishaq As-Syathiby, Al-Muwafaqat Fii Ushulal ahkam, Juz ke.2, h.10. 
120Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran yang lain, 
tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah yang paling baik. 
121Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 460. 
172 
 
Menurut Syaikh Al- Albani, akal dari segi bahasa adalah at-tarbiayah, yakni hal 
yang mengekang dan mengikat, agar tidak lari kekanan maupun ke kiri. Dan tidak mungkin 
bagi orang yang berakal tidak lari ke kanan maupun ke kiri, terkecuali jika mengikuti kitab 
dan sunnah serta mengikat dirinya terhadap pemahaman salaf’.122 
Menggunakan kata-kata akal dalam berbagai susunan, maka dapat diuraikan 
berbagai macam penggunaannya, yakni: Digunakan dalam memikirkan dali dan dasar iman, 
digunakan untuk memahami alam semesta, memahami sunnatullah, untuk memahami 
peringatan dan wahyu Allah swt., digunakan untuk memahami perjalanan sejarah ummat 
manusia, digunakan untuk memahami kekuasaan Allah swt., untuk memahami hukum-
hukum tentang moral, serta digunakan untuk memahami ibadah, seperti Salat.123 
Sebagai kesimpulan, menurut penulis bahwa dengan adanya fasilitas yang layak, 
pengamanan khusus, pelayanan khusus, dan pembinaan khusus bagi narapidana wanita di 
lapas kelas IIA Watampone, hal ini telah sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum 
Islam. Dalam hukum Islam, disebutkan bahwa tujuan hukum Islam ada 5 (lima) hal,yakni: 
memelihara agama (hifẓ al-din), memelihara jiwa (hifẓ al-nafs), memelihara akal (hifẓ al-
‘aql), memelihara keturunan (hifẓ al-nasl), memelihara harta (hifẓ al-mal).124 
Pengamanan khusus bagi narapidana wanita, di mana pada pengamanan khusus ini 
menekankan tentang bagaimana pentingnya keberadaan lapas khusus atau blok khusus 
wanita agar narapidana wanita dapat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan 
seluruh aktifitasnya. Hal ini tentu saja telah sejalan dengan memelihara jiwa (hifẓ al-nafs). 
                                                           
122 Majalah Salafiyyah Riyadh, edisi 2 tahun 1417 H, hal.24. 
123Harun Nasution, Akal dan Wahyu dalam Islam (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 41 
124AbiIshaq As-Syathiby, Al-MuwafaqatFiiUshulal ahkam, Juz ke.2, h.10. 
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Dimana di dalam Isalam sangat ditekankan beta pentingnya untuk menciptakan rasa aman. 
Karena dengan terciptanya rasa aman maka kita tentu saja dapat melaksanakan seluruh 
aktifitas ibadah dengan tenang.  
Pelayanan khusus bagi narapidana wanita juga merupakan salah satu unsur 
terpenting untuk mewujudkan pelayanan yang baik terhadap narapidana wanita. Dengan 
hadirnya petugas wanita dan tenaga profesinal wanita tentu saja kondisi yang nyaman, jauh 
dari fitnah dan hal-hal negatif dapat dicapai. Kondisi tersebut sejalan dengan salah satu 
aspek tujuan hukum Islam yaitu memelihara jiwa (hifẓ al-nafs). Kehadiran pegawai wanita 
ini tentu saja dapat menghindari terjadinya finah atau hal-hal yang mengarah pada 
perbuatan maksiat. 
Pembinaan khusus bagi narapidana wanita merupakan bekal baginarapidana wanita 
ketika selesai menjalani masa pidannya. Pembinaan khusus yang dihadirkan pihak lapas 
untuk narapidana memang terkesan tidak efektif dikarenakan minimnya bentuk pembinaan 
yang disediakan pihak lapas. Namun dari segi bentuk pembinaan, pembinaan yang 
diberikan sudah tergolong sesuai dengan kodrat narapidana wanita sebagai seorang wanita. 
Aspek pembinaan telah memenuhi aspek memelihara akal (hifẓ al-‘aql). Melalui 
pendidikan dan pembinaan kemandirian yang diberikan pihak lapas berupa program 
pemberantasan buta aksara, kejar paket, dan pembinaan dibidang kerajinan tangan tentu 
saja telah memenuhi unsur hifẓ al-‘aql. 
D. Kondisi Narpidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone 
dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Wanita 
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Kondisi narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
Tabel 17 Kondisi Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIA Watampone 
No Kategori 
Penghuni Blok Khusus Wanita 
Narapidana  Tahanan 
1. Jumlah 11 Orang 7 Orang 
2. Usia 
18-40 tahun 9 Orang 7 Orang 
41-60 tahun 2 Orang - 





Narkoba 9 Orang 6 Orang 
Pembunuhan 1 Orang - 
Penipuan - 1 Orang 
Penganiayaan 1 Orang 1 Orang 
Sumber : Hasil Penelitian di Lapas Kelas IIA Watampone Tahun 2018 
Kondisi narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone memiliki permasalahan 
yang cukup kompleks, hal ini dapat dilihat dari penjabaran sebelumnya seperti banyaknya 
kendala yang dihadapai seperti masalah fasilitas, pelayanan, pembinaan dan sebagainya. 
Terlepas dari seluruh kendala yang dihadapai di dalam lapas narapidana wanita harus tetap 
menjalani masa pidananya, menciptakan suasana kekeluargaan di dalam lapas menjadi hal 
paling penting untuk dibangun agar dapat tercapai suasana yang kondusif. 
Keseharaian narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone selalu dimulai 
dengan aktifitas ibadah sholat subuh, setelah itu dilanjutkan dengan sarapan, dilanjutkan 
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dengan bersih-bersih seluruh bagaian blok  dan kegiatan senam pagi yang dilakukan diluar 
blok khusus wanita setiap hari jumat pagi, dan dilanjutkan dengan kegiatan kemandiriaan 
seperti menjahit dan membuat kerajinan tangan, kemudian istirahat makan siang dan sholat 
duhur, setelah itu apel siang dilanjutkan narapidana beristirahat sambil menunggu waktu 
sholat asar di dalam kamar, setelah sholat asar dilakukan narapidana wanita mendapatkan 
jatah makan malam dan masuk ke dalam kamar masing-masing tidak adalagi aktifitas di 
luar kamar karena pintu pengaman kamar dan blok dikunci dan baru akan dibuka kembali 
dipagi hari. Aktifitas ini bergulir setiap harinya kecuali ada kegitan-kegiatan tertentu yang 
dilaksanakan pihak lapas dan melibatkan narapidana wanita, baik sebagai pelaksana 
kegiatan ataupun sebagai peserta.125 
Sebagaimana seperti yang digambarkan di atas, untuk mengetahui kondisi 
narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone penulis membagi kondisi narapidana 
wanita di lapas menjadi 3 (tiga) bagian yakni sebagai berikut: 
1. Integritas Sesama Narapidana Wanita 
Intergritas di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna, mutu, sifat 
atau keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga potensi dan 
kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. 126 Selain itu, Andres Harefa 
menjelaskan bahwa integritas dapat diartikan menjadi tiga tanda kunci yang dapat diamati 
yaitu menunjukkan kejujuran, memenuhi komitment, dan mengerjakan sesuatu dengan 
                                                           
125Abu, Kasi. Pembinaan dan Pendidikan, wawancara  oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas IIA Watampone, 28 Maret 2018. 
126Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, h. 541. 
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konsisten.127 Sedangkan berintegritas yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perilaku 
itegritas yang ditunjukkan narapidana wanita selama berada dalam lembaga 
pemasyarakatan. 
Pembinaan terhadap narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan 
suatu rangkaian proses dalam upaya membentuk keperibadiaan narapidana agar terbangun 
sikap integritas sesama narapidana sebagaimana masyarakat pada umumnya. Seluruh 
proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan 
yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal 
kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula finansial dan 
materiil) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.128 
Kondisi narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone sudah terbangun 
integritas sesama narapidana wanita, meskipun hal tersebut belum tercapai secara 
maksimal. Salah satu indikator integritas yang ditunjukkan oleh narapidana wanita di lapas 
kelas IIA Watampone adalah adanya sikap jujur yang diaplikasikan dalam keseharianya.  
Narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone dalam menjalankan aktifitas 
keseharian sebagai warga negara yang sedang menjalani pembinaan di dalam lembaga 
pemasyarakatan, menunjukkan sikap kejujuran yang cenderung meningkat apabila 
dibandingkan saat pertama kali memasuki lembaga pemasyarakatan. Salah satu contoh 
konkret ditandai dengan sikap narapidana dalam kesehariannya yang meminta izin terlebih 
dahulu saat akan mengambil atau menggunakan barang milik narapidana wanita lainnya. 
                                                           
127Amir Syamsuddin, Integritas Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara) (Jakarta: 
Buku Kompas, 2008), h. 13.  
128Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), h. 13. 
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Tetapi apabila barang tersebut terlanjur dipakai, maka narapidana wanita tersebut tetap 
memberitahukan kepada pemilik barang yang telah digunakannya.129 
Ciri integritas lainnya, yang dilakukan oleh narapidana wanita di lapas kelas IIA 
Watampone, adalah komitmen dalam mengerjakan sesuatu. Dalam menjalankan aktifitas 
sehari-hari, secara sederhana hal ini ditunjukkan dengan komitmen seluruh narapidana 
wanita di kelas IIA Watampone, dalam upaya pemebersihan kamar dan mengikuti kegiatan-
kegiatan yang diberikan pihak lapas. Tanpa adanya paksaan dari pihak lapas, narapidana 
wanita di lapas kelas IIA Watampone juga ikut serta dalam upaya menjaga kebersihan blok 
khusus wanita.130 
Perilaku konsistensi ditunjukkan oleh narapidana wanita di lapas kelas IIA 
Watampone dapat dilihat dari konsistensi narapidana wanita dalam mematuhi peraturan 
yang berlaku di dalam lapas. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu staf pengamanan di 
blok khusus wanita, bahawa narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone tergolong 
konsisten dalam mematuhi peraturan yang berlaku di dalam lapas, hal ini dapat dilihat 
dimana narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone tidak pernah melakukan 
pelanggaran yang berat.131 
Menciptakan pribadi yang berintegritas harus mampu memelihara sikap jujur, 
komitmen, dan bertanggung jawab dalam Islam sikap-sikap tersebut disebut di dalam 
beberapa ayat di dalam alquran. Dalam persfektif Islam adalah kejujuran atau berprilaku 
                                                           
129 Srianthy, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
130Rini Anggeriani, Staff KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
131Rini Anggeriani, Staff KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
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tidak dusta merupakan sikap yang diperintahkan oleh Allah swt., agar dimiliki dan 
dipraktikkan dalam semua segi kehidupan. Allah swt. mencintai orang-orang yang jujur 
demikian pula sebaliknya, melaknat yang tidak jujur sebagaimana firmanNya di dalam QS. 
al-Mutafifin/83:1:  
 ٞ©Xَۡو  Yَsِ²ِّ²َc ُ̀ ۡ̂ ِّi١   
Terjemahnya: 
Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.132 
Sikap komitmen juga menjadi bagian daripada indicator nilai integritas. Dalam 
pandangan Islam derajat keimanan seseorang ditentukan oleh tinggi atau rendahnya derajat 
orang itu dalam menepati janjinya. Dengan demikian, iman seseorang menuntut agar ia 
komitmen dengan ucapan dan janjinya, terkait dengan hal ini Allah swt., berfirman dalam 
QS. al-Nahl/16:91: 
ِ ٱَِ£ۡ[Uِ  َوأَۡوqُmاْ  [NُّۡVUَ َوَ« qÄُُQَVْا  َّ Yَ ٱإَِذا َ]ٰ َٰ̀ Xَۡۡ  Nُُ ۡ̂ £َªَ Uََۡو oَھUِspِqَۡV Uَ£َۡٱ َ َّ  NۡPُsَۡ^[َ




Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu 
membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu 
telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). 
Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.133 
 
Indikasi lain yang merupakan bagian dari nilai integritas adalah perilaku 
bertanggung jawab. Berkaitan dengan tanggung jawab, Nabi Muhammad saw., 
menerangkan secara umum bahwasetiap orang memilikitanggung jawab minimal atas 
                                                           
132Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 587. 
133Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya h.277. 
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dirinya sendiri. 134 Demikian pula, di dalam Alquran Allah swt., menegaskan tentang 
kebenciaannya terhadap orang yang tidak memiliki tanggung jawab atau khianat 
sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Anfal/ 8:58: 




Dan jika kamu khawatirakan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka 
kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya 
Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.135 
 
Sikap integritas yang ditunjukkan narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone 
merupakan bentuk keberhasilan lapas dalam melakukan pembinaan kepribadian 
tergambarakan secara jelas bagaimana narapidana wanita yang ada di lapas kelas IIA 
Watampone memperlihatkan adanya kemajuan pada prilaku jujur, komitment dan 
konsisten. Pencapaian ini tentu saja tidak dapat dicapai tanpa hadirnya kesadaran dari 
narapidana itu sendiri, kesadaran diri narapidana adalah salah satu faktor terpenting 
keberhasilan pihak lapas dalam melakukan pembinaan guna membuat narapidana menjadi 
lebih baik dari kondisi sebelumnya. 
2. Perilaku Bermartabat Narapidana Wanita 
Bermartabat berasal dari kata martabat yang berarti tingkat harkat kemanusiaan dan 
harga diri sedangkan bermartabat adalah perilaku memiliki martabat. 136Bermartabat yang 
                                                           
134 "Ketahuilah bahwa kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan ditanya tentang 
kepemimpinan kalian. Pemimpin di antara manusia dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Laki-laki 
adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin 
dalam rumah tangga serta anak-anak suaminya dan dia akan ditanya tentang mereka. Budak/ pembantu adalah 
pemimpin dari harta tuannya dan dia akan ditanya tentangnya. Ketahuilah bahwa kamu sekalian adalah 
pemimpin dan kalian akan ditanya tentang tentang kepemimpinannya" (HR: Bukhari) 
135Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 184. 
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dimaksudkan dalam penulisan ini adalah keadaan narapidana wanita selama dalam lembaga 
pemasyarakatan melakukan seluruh aktivitas yang bermartabat selaku wanita. Jika 
berbicara mengenai prilaku yang bermartabat maka tentu saja kita akan berbicara mengenai 
akhlak. Aklak merupakan perilaku manusia yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-
hari. Akhlak dibagi menjadi dua yaitu akhlak mahmudah yang artinya perilaku baik dan 
akhlak mazmumah yang artinya perilaku buruk. Secara kodrat setiap manusia memiliki 
kedua akhlak ini. Hanya saja ada sebagian orang menekan dengan kuat perilaku buruk 
tersebut dan hanya perilaku baik saja yang di tampilkan. Namun ada juga orang yang 
sebaliknya, mereka menekan kebaikan dalam dirinya sehingga kebaikan tersebut hilang 
dan yang mereka tampilkan adalah perilaku buruk. 
Secara nyata, perilaku yang bermartabat dapat dilihat dari berbagai aspek 
diantaranya adalah cara berpakaian dan etika dalam berkomunikasi. Mengenai cara 
berpakaian yang sopan sebagai bagaian dari perilaku yang bermartabat, menururt 
narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone cara berpakaian mereka sudah tergolong 
sopan, meskipun cara berpakaian narapidana wanita belum memenuhi standar pakaian yang 
ditentukan dalam syari’at Islam. 137 Narapidana wanita di kelas IIA Watampone dalam 
berpakaian cenderung mengggunakan menggunakan pakaian yang ketat dan menampakkan 
lekuk tubuh. 
Secara nyata, perilaku yang bermartabat dapat dilihat dari berbagai aspek 
diantaranya adalah cara berpakaian dan etika dalam berkomunikasi. Mengenai cara 
                                                                                                                                                                                 
136Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, h. 880. 
137 Srianthy, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
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berpakaian yang sopan sebagai bagaian dari perilaku yang bermartabat, menururt 
narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone cara berpakaian mereka sudah tergolong 
sopan, meskipun cara berpakaian narapidana wanita belum memenuhi standar pakaian yang 
ditentukan dalam syari’at Islam. 138 Narapidana wanita di kelas IIA Watampone dalam 
berpakaian cenderung mengggunakan menggunakan pakaian yang ketat dan menampakkan 
lekuk tubuh. 
Hal lain yang merupakan bagian dari sikap yang bermartabat adalah sikap atau tutur 
kata saat berbicara. Dalam pergaulan sehari-hari yang dilakukan oleh narapidana wanita di 
kelas IIA Watampone, tutur kata yang sering digunakanan masih terkesan tidak sopan dan 
tidak selayaknya diucapkan dalam etika berkomunikasi.139  Sebagaimana yang diuraikan 
oleh salah seorang staf pengamanan blok khusus narapidana wanita di kelas IIA 
Watampone, bahwa kadangkala dalam menegur atau menyapa sesama narapidana wanita, 
terkadang menggunakan sapaan yang tidak sopan seperti“weehh/anu”, sapaan seperti ini 
tergolong tidak sopan apa lagi jika diucapkan untuk menyapa atau menegur orang yang 
lebih dewasa.140 
Di sisi lain, cara bertutur kata yang terkesan lebih sopan ditunjukkan oleh 
narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone ketika bertemu dengan petugas lapas. 
Saat bertemu dengan petugas lapas, narapidana wanita cenderung menyapa para petugas 
lapas dengan sebutan “bapak” atau ‘ibu”. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh narapidana 
                                                           
138 Srianthy, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
139Sadria, Staff KPLP, wawancara oleh penulis di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
23 Maret 2018. 
140Sadria, Staff KPLP, wawancara oleh penulis di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
23 Maret 2018. 
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wanita, saat penulis mengunjungi lapas kelas IIA Watampone. Seluruh narapidana wanita 
yang diwawancarai oleh penulis memperlihatkan sikap yang sopan dan tutur kata yang 
sopan.141 
Perilaku bermartabat juga terdapat di dalam Islam baik dalam etika berpakian 
maupun etika berkomunikasi. Bagi seorang wanita muslim berbusana merupakan 
pengamalan akhlak terhadap diri sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat 
dirinya sendiri sebagai makhluk yang mulia. Berpakaian yang sopan dengan menutup aurat, 
dan tidak menampakkan lekuk tubuh adalah standar berpakian seorang wanita muslim. 
Dalam hal pakaian, khususnya terhadap wanita Allah swt., memerintahkan kaum wanita 
untuk menggunakan hijab sebagaimana firmanNya dalam QS. al-Nur/24:31: 
Wُُm YَوYُ]ªََّ َوَ« YَXUِdُۡX ِزYُ]ََQXَّ إِ«َّ oSَ  َوُ©َۡ²ÀَۡXَو َّYِھWِ YۡSِ YَÄۡÄُÉَۡX bِ أ¹ََٰۡ َٰQSِۡ ُ̀ ۡ̂ ِّi




Katakanlah kepada wanita yang beriman: "hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.142 
Etika dalam berkomunikasi juga ditekankan di dalam Islam. Komunikasi di dalam 
Islam adalah suatu kebutuhan untuk saling mengenal, menyampaikan pesan, saling bekerja 
sama, berbuat kebajikan dan sebagainya, baik untuk tujuan-tujuan kemasyarakatan, 
                                                           
141 ST. Madina, Narapidana, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21 Maret 2018. 
142Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 353 
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keagamaan maupun tujuan individual.143Islam menganjurkan dalam berkomunikasi untuk 
senantiasa menjaga lisan dengan mengucapkan kata-kata yang baik dan benar. Hal ini 
disebutkan dalam QS. al-Isra’/17:53: 
Yَ ٱِھَ~ أYُَeَۡۚ إِنَّ  iَّِ~ٱoَd£ِِّiِدي qُiqُَXْا  َوُ© ٰcَsۡ َّ¿i  َّإِن ۚNُۡ]َQsَۡ ُغ¼َQَXٱ َY ٰcَsۡ َّ¿i  َنopَ
 oQٗsِd ُّS ا Uُ[َ Yِّوٗ ٰَ ِÍِۡi٥٣   
Terjemahnya: 
Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan 
perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata 
bagi manusia.144 
 
Tujuan lembaga pemasyarkatan kelas IIA Watampone untuk membentuk akhlak 
narapidana wanita agar memiliki perilaku yang bermartabat telah sejalan dengan Islam. 
Alquran dan sunnah telah menjelaskan bahwa keimanan seseorang juga terpancar dari 
akhlaknya, dengan kata lain menghadirkan nilai-nilai keagamaan dalam pembinaan 
merupakan salah satu dasar untuk meciptakan perilaku yang bermartabat. 
Keadaan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan lembaga pemasyarkatan kelas 
IIA Watampone untuk membentuk akhlak narapidana khususnya narapidana wanita agar 
bermartabat telah tercapai sekalipun belum secara maksimal. Untuk menciptakan perilaku 
bermartabat selain dibutuhkan pembinaan, hal yang juga sangat penting adalah kesadaran 
diri dari narapidana itu sendiri untuk menjadi pribadi yang bermartabat. Minimnya 
kesadaran diri narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone tentu saja menjadi 
kendala untuk memebentuk prilaku bermartabat. 
                                                           
143Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 49. 
144Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 287. 
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3. Kebersamaan Narapidana Wanita 
Kebersamaan berasal dari kata sama yang berarti serupa, tidak berbeda, dan tidak 
berlainan sedangkan kebersamaan adalah hal bersama.145Menurut Wirawan Kebersamaan 
adalah suatu ikatan yang terbentuk dari rasa kekeluargaan yang dapat menimbulkan rasa 
nyaman. 146Kebersamaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah narapidana wanita 
selama dalam lembaga pemasyarakatan menjalin hubungan dan kerjasama yang baik 
sesama narapidana wanita sebagai bentuk persiapan kembali kemasyarakat.  
Ada beberapa rutinitas yang dilakukan oleh narapidana wanita yang pada dasarnya 
memupuk rasa kebersamaan sesama narapidana wanita, seperti kegaiatan makan bersama, 
memebersihkan blok yang dilakukan secara gotong royong, dan kegaiatan pembinaan 
spiritual/keperibadiaan. Kegiatan pembinaan memang memiliki tujuan untuk membentuk 
karakter narapidana. 147 
Seperti yang dapat dilihat di beberapa lapas lainnya, lapas kelas IIA Watampone 
juga sering membuat kegiatan yang bertujuan untuk membentuk kebersamaan dan 
kekompakan sesama narapidana, adapun betuk kegiatan tersebut berupa pertandingan yang 
melatih kekompakan, kegiatan olahraga, atau kegiatan kelembagaan seperti kegiatan 
pramuka, pelatihan antisipasi bencana, dan sebagainnya. Pada lapas kelas IIA Watampone 
kegiatan yang paling sering dilakukan adalah membuat pertandingan diberbagai bidang 
olaharaga dan kesenian yang bertujuan melatih kekompakan sesama narapidana, kegiatan 
                                                           
145Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, 1212. 
146I.B. Wirawan, Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Defenisi Sosial, Perilaku 
Sosial), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 185. 
147Abu, Kasi Binadin, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
28 Maret 2018. 
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seperti ini biasanya dilaksanakan sendiri oleh pihak lapas namun terkadang juga apabila ada 
LSM yang menawarkan kerjasama. Kegiatan seperti ini paling sering dijumpai saat  
moment hari perigatan kemerdekaan, dan hari jadi pengayoman.148 
Menurut salah satu narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone kebersamaaan 
narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone terbangun secara alami melalu rutinitas 
sehari-hari yang dijalani narapidana wanita, akan tetapi untuk narapidana baru memang 
tidak sekompak narapidana yang sudah lebih dulu berada di dalam lapas, hal ini 
dikarenakan lingkungan yang baru terlebih lagi tidak jarang narapidana baru memiliki 
kondisi emosional yang tidak stabil.149 
Kebersamaan yang terjalin sesama narapidana wanita dapat kita jumpai pada 
kegiatan kerjabakti dipagi hari saat mebersihkan blok, saat saling berbagi bekal yang 
diberikan oleh keluarga yang mengunjungi, ketika bergantian mengasuh balita yang ada di 
dalam blok, dan sikap perhatian ketika salah satu napi jatuh sakit atau membutuhkan 
bantuan.150 
Kebersamaan yang terjalin sesama narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone 
cukup dinamis, hal ini dapat dilihat dari seringnya terjadi perselisihan pendapat sesama 
narapidana wanita, namun perselisihan tersebut tidak pernah sampai pada kontak fisik.151 
                                                           
148 M. Arfandi, KA KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21Maret 2018. 
149A. Nurmala, Narapidana, wawancara penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
23 Maret 2018. 
150 Nur. Oktaviani. S, Narapidana, wawancara penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 29 Maret 2018. 
151 M. Arfandi, KA KPLP, wawancara oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 
Watampone, 21Maret 2018. 
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Selisih pendapat sesama narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone sering dipicu 
oleh perilaku narapidana wanita yang saling mengosipi dan sikap egois.152 
Kondisi emosional dan pisikologi setiap narapidana yang berbeda dan tidak stabil 
merupakan salah satu kendala yang dihadapi pihak lapas untuk menciptakan kebersamaan 
sesama narapidana wanita. Dibutuhkan kegiatan-kegiatan positif yang dapat 
menghilangkan rasa prustasi narapidana wanita sehingga tercipta susana yang nyaman bagi 
narapidana dalam menjalani masa pidananya. Adapun bentuk kegiatan tersebut dapat 
berupa konseling, kegitan-kegitan yang melatih kekompakan dan kerjasama, atau kegiatan 
seperti mengembangkan bakat di bidang kesenian misalnya seperti menari, paduan suara, 
bermain alat musik dan sebagainya. 
Kebersamaan yang tercipta antara narapidana wanita telah sejalan dengan Islam, 
terjalinya ukhuwah atau persaudaraan yang merupakan salah satu unsur untuk mempererat 
kebersamaan. Ukhuwah Islamiyah bertujuan membangun komunikasi, dan juga melaksanakan 
ajaran agama sesuai dengan petunjuk alquran serta teladan dari para Nabi dan Rasul-Nya. Perintah 
untuk menciptakan kebersamaan disebutkan dalam QS. Al Hujurat/49:10: 
o َ̀ qُQSِۡنَ ٱ إِَّ ُ̀ iۡ  َو ۚNۡPُXۡqَ±ََأ Yَsَۡ ْاqÀُِ^Îَۡlَm ٞةqَ±ِۡاْ ٱإqُَّV ٱ َ qَُ̀ن  َّ eَWُۡV NۡPَُّ^£ََi١٠   
Terjemahnya: 
orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah 
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, 
supaya kamu mendapat rahmat.153 
Ayat ini berbicara tentang ikatan persaudaraan yang Allah ikat antara kaum mukmin 
sebagai saudara seiman. Ayat ini menjelaskan kenapa harus mendamaikannya? Karena kita 
                                                           
152A. Nurmala, Narapidana, wawancara penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone, 
23 Maret 2018. 
153Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, h. 516. 
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adalah saudara seiman walaupun tidak satu keturunan. Maka kelompok lain yang tidak 
terlibat langsung dalam pertikaian antara kelompok-kelompok, Maka damaikanlah walau 
pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu, apalagi jumlahnya yang bertikai 
lebih dari dua orang dan jagalah diri agar tidak ditimpa bencana baik akibat dari pertikaian 
itu maupun selainnya, supaya kamu mendapat rahmat antaralain rahmat persatuan 
kesatuan.154 
                                                           
154M. Quraish Sihab, Tafsir AL-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Vol 13, h.598. 
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 BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Subtansi peraturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak narapidana 
wanita yakni, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang 
Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, 
PERMENKUMHAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada 
lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta Keputusan Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Hal ini 
diuraikan ke dalam 4 (empat) bagian yakni: Pertama, aspek keamanan 
bertujuan untuk memberi keamanan dan menghindari fitnah terhadap 
narapidana wanita.  Hal ini telah sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam 
bentuk menjaga jiwa (hifz al-nafs). Kedua, aspek kesehatan yang 
bertujuan untuk menjamin kesehatan napi wanita diwujudkan melalui 
program yang berhubungan kesehatan rohani, jasmani. Hal ini, dalam 
perspektif  hukum Islam termasuk dalam upaya untuk memelihara jiwa 
dan raga (hifz al-nafs). Ketiga, aspek keterampilan yang mengandung 
makna kemampuan menggunakan akal, ide dan kreatifitas. Ditinjau dari 
segi hukum Islam, maka hal ini termasuk dalam prinsip menjaga akal (hifz 
al-aql). Keempat, aspek spiritual yang dilakukan dengan bimbingan 
keagamaan dan hak untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-
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masing napi, telah sejalan dengan teori maqosid al-Syariah, tepatnya pada 
prinsip perlindungan agama (hifzh al-din). 
2. Kondisi lapas kelas IIA Watampone dalam menyediakan fasilitas, 
pelayanan khusus , pengamanan khusus, dan pembinaan khusus terhadap 
napi wanita telah sejalan dengan teori maqosid al-Syariah namun pada 
pada taham emplemetasi belum berjalan secara maksimal dikarenakan 
mengalami beberapa kendala diantaranya kendala pada anggaran dan sdm.  
3. Kondisi narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone menunjukkan 
sikap dan perilaku yang cukup berintegritas yang dibuktikan dengan sikap 
kejujuran, konsisten dan komitmen oleh para narapidana wanita. Selain 
integritas, narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone juga 
menunjukkan sikap yang bermartabat dalam berpakaian, meskipun belum 
memenuhi standar syariat Islam serta cara berkomunikasi yang tergolong 
sopan. Selain kedua hal tersebut, rasa kebersamaan di antara sesama napi 
wanita di lapas kelas IIA Watampone, juga terjalin dengan baik. Rasa 
kebersamaan ini, dapat disaksikan saat napi membersihkan blok lapas 
secara gotong royong. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Meskipun terdapat berbagai peraturan terkait lembaga pemasyarakatan, 
namun peneliti menemukan beberapa kekurangan dari regulasi tersebut. 
Oleh sebab itu, maka perlu adanya kebijakan regulasi tambahan sebagai 
bagian dari politik hukum demi efektifnya tujuan lembaga 
pemasyarakatan, khususnya lembaga pemasyarakatan di lapas kelas IIA 
Watampone. Kebijakan regulasi tersebut mencakup pengaturan tentang 
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hak narapidana wanita yang telah memiliki suami untuk memenuhi 
kebutuhan sexsualnya, dan pembinaan di bidang kesehatan, khususnya 
regulasi tentang perlunya perlakuan khusus terhadap narapidana wanita 
yang sedang hamil, sedang menyusui dan memiliki balita. 
2. Kondisi lapas kelas IIA Watampone yang juga dihuni oleh narapidana pria 
menimbulkan kesenjagaan antara naraidana wanita dan pria dalam hal 
mendapatakan fasilitas, pelayanan, keamanan, dan pembinaan. Pengadaan 
beberapa fasilitas, penambahan pegawai wanita, penambahan jenis 
pelatihan kemadirian, dan renofasi blok khusus wanita harus segara 
dilakukan agar narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone juga 
dapat terpenuhi hak-haknya sebagai narapidana. 
3. Perlunya penyediaan tenaga ahli konseling/pembinaan psikologi 
(kejiwaan) dan bentuk-bentuk kegiatan yang dapat memeprbaiki kondisi 
kejiwaan narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone. Hal ini perlu 
dilakukan untuk menjaga stabilitas kondisi kejiwaan narapidana wanita 
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Pedoman Wawancara Narapidana di Lapas Kelas IIA Watampone 
Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik berupa 
instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh data teruji validitas 
dan relibialitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk 
memperoleh data. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut : 
1. Apakah bapak/ibu telah mengetahui apa s2aja yang menjadi hak dan kewajiban 
bapak/ibu sebagai narapidana? 
2. Apakah bapak/ibu telah mengetahui bahwa perlindungan hukum narapidana telah 
dijamin oleh Undang-Undang? 
3. Bagaiaman penaganan pihak lapas dalam memenuhi hak-hak bapak/ibu sebgai 
narapidana? 
4. Fasilatas apa saja yang disediakan lapas dalam mengakomodir hak-hak bapak/ibu 
sebagai narapidana? 
5. Apakah ada fasilitas yang disediakan di Lapas Klas IIA Watampone yang khusus 
menagani narapidana wanita yang sedang hamil, melahirkan, menyusui, dan yang 
memiliki balita dibawa usia 2 tahun? 
6. Menurut bapak/ibu bagaimanakah kondisi fasilitas yang disediakan pihak lapas 
dalam mengakomodir hak-hak bapak/ibu sebagai narapidana? 
7. Bagaimana pelayanan yang bapak/ibu terima selama menjalani masa pidana di 
lapas? 
8. Apakah ada pelayanan khusus yang diberikan pihak lapas kepada ibu sebagai 
narapidana wanita ? 
 
 
9. Apakah pihak lapas telah menyediakan tenaga ahli wanita dan petugas wanita dalam 
melakukan pelayanan dalam aspek pembinaan, kesehatan, dan pengamanan?  
10. Apakah dengan adanya blok khusus wanita di lapas sudah cukup memberikan rasa 
aman bagi ibu? 
11. Apakah sistem pengamanan yang diberikan pihak lapas sudah cukup menjamin rasa 
aman ibu selama menjalani masa pidana? 
12. Apak saja bentuk pembinaan yang ibu terima selama berada di lapas? 
13. Apakah bentuk pembinaan yang ibu terima sudah berjalan dengan efektif dan 
maksimal? 
14. Apakah kondisi blok khusus wanita sudah cukup nyaman bagi ibu? 
15. Apakh kondisi keseharian ibu di lapas mampu memgabun susana kekeluargaan 
sesama narapidana? 
16. Menurut ibu apakah narapidana dalam kesehariannya di lapas sudah cukup 
menggambarkan sikap jujur, komitmen, dan konsisten? 
17. Menurut ibu apakah narapidana dalam kesehariannya di lapas sudah menunjukkan 
prilaku yang bermartabat, seper tatacara berpakian dan bertutur kata? 
18. Menueurut ibu bagaiaman kondis kebersamaan narapidana wanita apakah sudah 
cukup baik? 
19. Meneurut ibu apa saja yang harus dibenahi pihak lapas dalam hal memberikan 
pelayanan, pengamanan, dan pembinaan? 
20. Menurut ibu apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat untuk 




Pedoman Wawancara Pihak Lapas Klas IIA Watampone 
Penelitian berkualitas lahir dari proses penelitian yang tepat dan cermat baik berupa 
instrument penelitian maupun pengumpulan data dengan memperoleh data teruji validitas 
dan relibialitasnya, maka perlu disusun pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk 
memperoleh data. Adapun pedoman wawancara sebagai berikut: 
1. Apakah petugas sipir di lapas kelas IIA Watampone telah memahami fungsi dan 
tugas mereka? 
2. Apakah petugas sipir telah mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban 
narapidana? 
3. Sejauh mana upaya pihak lapas kelas IIA Watampone dalam mengakomodir hak-
hak narapidana yang ada di lapas kelas IIA Watampone? 
4. Bagaimana penyediaan dan kondisi fasilitas sebagai penunjang untuk memenuhi 
hak-hak narapidana di lapas kelas IIA Watampone? 
5. Dalam membina narapidana upaya apa saja yang dilakukan pihakLapas Klas IIA 
Watampone dalam hal peningkatkan kualitas hidup narapidana, menyadarkan 
narapidana atas kesalahan yang telah dilakukan, dan menyadarkan narapidana agar 
tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan? 
6. Apakah ada konsep pelayanan, pengamanan, dan pembinaan khusus yang dimiliki 
pihak lapas kelas IIA Watampone dalam hal peningkatkan kualitas hidup 
narapidana, menyadarkan narapidana atas kesalahan yang telah dilakukan, dan 




7. Bagaiamankah sistem pengamanan yang dijalanakan lapas kelas IIA Watampone 
dalam menjamin rasa aman narapidana? 
8. Upaya apa saja yang dilakukan pihak lapas kelas IIA Watampone dalam 
meningkatkan keamanann dan ketertiban Lapas? 
9. Bagaiamankah penaganan narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone? 
10. Apakah petugas yang menagani narapidana telah mendapatkan pelatihan khusus 
dalam penaganan hak-hak khusus narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone? 
11. Seperti apa saran dan prasarana yang disediakan lapas kelas IIA Watampone dalam 
memenuhi hak-hak khusus narapidana wanita? 
12. Apakah dalam penaganan narapidana wanita terdapat marjinalisasi terhadapa 
pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita di lapas kelas IIA Watampone? 
13. Apakah terdapat penaganan khusus terhadap narapidana wanita yang dalam masa 
menyususi, memiliki balita, hamil, dan melahirkan? 
14. Sejauh mana upaya pemerintah dalam menyediakan fasilatas kepada narapidana 
wanita yang dalam masa menyususi, memiliki balita, hamil, dan melahirkan? 
15. Bagaiamana penaganan khusus terhadap narapidana wanita yang dalam masa 
menyususi, memiliki balita, hamil, dan melahirkan? 
16. Upaya apa yang dilakukan petugas lapas dalam menjamin keamanan narapidana, 























































































































































































































































































































































































































































































































Fasilitas Ruang Kunjungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasilitas Perpustakaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasilitas Dapur
 
Fasilitas Koperasi 
 
 
 
 
Kegiatan Kerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blok Khusus Wanita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
